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DPRD gmbar Matangkan Peruba
han APBD 2026, Infrastruktur
dan Ekonomi Jadi Prioritas

OMISI-KOMISI DPRD Provinsi
K:umbar terus mematangkan pem-
ahasan Rancangan Perubahan Ke-
bijakan Umum Anggaran (KUA) dan Peru-
bahan Prioritas Plafon Anggaran Semen-
tara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pemba-
hasan tersebut menjadi tahapan penting
dalam penyusunan Perubahan APBD 2026
yang diarahkan untuk mempercepat pe-
mulihan infrastruktur pascabencana seka-
ligus memperkuat pertumbuhan ekonomi
daerah.

Pendalaman dilakukan melalui rapat mara
ton selama beberapa hari oleh lima komisi
DPRD bersama organisasi perangkat daerah
(OPD) mitra kerja Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dalam rapat tersebut, setiap komisi mencer-
mati usulan program, target kinerja, hingga ke-
butuhan anggaran yang diajukan masing-ma-
sing OPD agar selaras dengan prioritas pem-
bangunan daerah.

Pembahasan tersebut merupakan tindak
lanjut setelah Pemerintah Provinsi Sumbar me-
nyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peru-
bahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 da-
lam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada
Senin (27/7). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua
DPRD Sumbar, Igra Chissa Putra, itu mengung-
kapkan bahwa perubahan APBD didasarkan pa
da adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp284,
67 miliar serta tambahan Transfer ke Daerah
(TKD) dari pemerintah pusat.

Usai penyampaian nota pengantar, ma-
sing-masing komisi DPRD langsung menggelar
" pembahasan bersama OPD mitra kerja guna
1§ memastikan setiap program yang diusulkan
{ benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat
sekaligus mendukung target pembangunan
daerah,

Igra Chissa Putra menjelaskan, perubahan
§ APBD merupakan amanat Peraturan Pemerin-
tah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pe-
nyesuaian anggaran apabila terjadi perkemba-
ngan yang tidak sesuai dengan asumsi awal,
pergeseran anggaran, pemanfaatan SILPA, mau
pun kondisi darurat dan keadaan mendesak.

Berdasarkan laporan realisasi semester
pertama Tahun Anggaran 2026, realisasi belan
ja daerah baru mencapai 36,38 persen, sedan-
gkan realisasi pendapatan mencapai 48,92 per
sen. Pemerintah daerah juga memiliki SILPA
APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp284,6
miliar yang dapat dimanfaatkan pada tahun
anggaran berjalan. Selain itu, tambahan TKD
dari pemerintah pusat menjadi dasar penye-
suaian APBD agar lebih akomodatif, produktif,
dan efektif dalam mendukung penyelenggara
an pemerintahan serta pembangunan daerah.

la menambahkan, penyusunan Perubahan
KUA dan PPAS mengacu pada perubahan Ren-
cana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seba-
gaimana diatur dalam Pasal 170 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dokumen
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Peruba-
han APBD Tahun Anggaran 2026.

BELANJA DAERAH MENINGKAT

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026,
pendapatan daerah diproyeksikan turun tipis
sebesar Rp18,85 miliar menjadi sekitar Rp6,27
triliun. Penurunan tersebut terutama dipen-
{garul;i berkurangnya Pendapatan Asli Daerah
PAD).

Meski demikian, tambahan pendapatan
transfer dari pemerintah pusat diperkirakan
mampu menjaga kapasitas fiskal daerah.

Di sisi belanja, pemerintah mengusulkan
kenaikan anggaran dari sekitar Rp6,40 triliun
menjadi Rp7,08 triliun atau bertambah lebih
dari Rp671 miliar. Peningkatan terbesar terjadi
pada belanja modal yang melonjak lebih dari
dua kali lipat menjadi sekitar Rp952 miliar. Ang
garan tersebut diarahkan untuk mempercepat
pembangunan fisik, rehabilitasi pascabencana,
serta penyediaan infrastruktur yang mendu-
kung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) di- -
usulkan meningkat dari Rp25 miliar menjadi
Rp49,28 miliar guna memperkuat kesiapsia-
gaan pemerintah menghadapi kondisi darurat.
Hasil pemeriksaan BPK RI juga mencatat SILPA |
Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp284,66 mi-
liar, lebih tinggi dibandingkan asumsi awal. Da
na tersebut menjadi salah satu sumber pembia f, |

yaan perubahan APBD, meskipun pemerintah - TRERRAI T
masih memproyeksikan defisit anggaran seki- B 1

tar Rp612,48 miliar yang akan dibahas bersa-
ma DPRD.



RESPONS TERHADAP DINAMIKA DAERAH

Sejalan dengan pembahasan yang ber-
langsung di DPRD, Wakil Gubernur Sumbar, Vas
ko Ruseimy, menjelaskan bahwa perubahan
KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 meru-
pakan respons terhadap berbagai perkemban-
gan strategis. Di antaranya percepatan pemu-
lihan pascabencana hidrometeorologi yang
melanda Sumbar pada akhir 2025, penyesua-
ian kebijakan transfer ke daerah dari pemerin-
tah pusat, serta penyelarasan dengan visi dan
misi kepala daerah dan program nasional Asta
Cita.

Menurut Vasko, perekonomian Sumbar
mulai menunjukkan tren pemulihan. Pada Tri-
wulan | Tahun 2026, ekonomi daerah tumbuh
5,02 persen secara tahunan (year on year), me
ningkat dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025
yang hanya tumbuh 1,69 persen akibat dam-
pak bencana.

Pertumbuhan tersebut ditopang sektor pe
nyediaan akomodasi dan makan minum yang
tumbuh 17,77 persen, diikuti jasa lainnya sebe
sar 9,10 persen, serta jasa keuangan dan asur-
ansi sebesar 7,94 persen.

Pemerintah juga memproyeksikan per-
tumbuhan ekonomi semakin menguat pada
Triwulan Il Tahun Anggaran 2026. Kondisi ter-
sebut didorong meningkatnya konsumsi ma-
syarakat selama Ramadan dan Idulfitri, mem-
baiknya investasi, serta mulai beroperasinya
Jalan Tol Padang-Sicincin yang diyakini mam-
pu memperkuat konektivitas, memperlancar
distribusi barang dan jasa, sekaligus menarik
investasi baru ke Sumbar.

Meski demikian, Vasko mengakui Sumbar
masih menghadapi sejumlah tantangan, di an-
taranya pertumbuhan ekonomi yang masih be-
rada di bawah rata-rata nasional, ketimpangan
pembangunan antarwilayah, peningkatan kuali
tas layanan pendidikan dan kesehatan di dae-
rah terpencil, ancaman bencana, penguatan
UMKM, hingga peningkatan daya saing ekono-
mi daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pe-
rubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarah-
kan pada enam kebijakan utama, yakni mem-
percepat pertumbuhan ekonomi melalui re-
alokasi belanja, menjaga daya beli masyarakat,
mempercepat penurunan kemiskinan berbasis
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
memperkuat sektor unggulan daerah, mem-
perluas kesempatan kerja melalui pelatinan
vokasi, serta meningkatkan efisiensi belanja

lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. (*)
AR ";‘II-? T s

pemerintah agar memberikan dampak yang :
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PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS 2026: Rapat pembahasan Rancangan Perubahan
. KUA daq PPAS Tahun Anggaran 2026 yang digelar komisi-komisi DPRD Provinsi Sumbar bersama Or- .
¥ gqnisq.ﬂ szngkf:t Daerah (OPD) mitra kerja Pemprov Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Padang./\?)
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Orgen Tunggal Erotis di Kuranji Dikecam,
Diminta Diproses Secara Adat

PADANG, KP — Wakil Ketua DPRD Sumatera
Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman menge-
cam pertunjukan orgen tunggal yang diiringi tar-
ian erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranii,
Kecamatan Kuranji. Aksi yang videonya viral di
media sosial itu dinilai mencoreng citra Kota
Padang dan Sumatera Barat serta bertentangan
dengan norma adat dan hukum.

Evi Yandri menilai permintaan maaf dari pe
nyelenggara belum cukup menyelesaikan persoa
lan.

Menurutnya, kejadian tersebut perlu ditin-
daklanjuti melalui mekanisme hukum maupun
penyelesaian secara adat agar tidak terulang.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan
anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Ti
dak cukup hanya permintaan maaf pelaku,” kata-
nya melalui sambungan telepon, kemarin.

lamengingatkan penyelenggara dan pemilik

orgen tunggal agar tidak lagi menghadirkan per-
tunjukan serupa di Kota Padang maupun Sumate-
ra Barat.

Menurutnya, tarian yang bermuatan pornog-
rafi berpotensi melanggar ketentuan pidana se-
bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurutnya,
Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 mengatur anca-
man pidana terhadap pelaku, pihak yang menjadi
kan orang lain sebagai objek bermuatan porno-
grafi, hingga pihak yang mempertontonkan mu-
atan pornografi di ruang publik dengan ancaman
hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda
miliaran rupiah,

Selain aspek hukum, Evi menilai peristiwa
tersebut juga melanggar nilai adat yang selama
ini dijunjung masyarakat Nagari Pauh IX. Karena
itu, ia meminta persoalan tersebut diselesaikan
melalui lembaga adat.

"5aya menyarankan Kerapatan Adat Nagari
memproses persoalan ini secara adat dengan me-
manggil pihak yang terlibat bersama ninik ma-
maknya. Harus ada sanksi adat agar menjadi
pembelajaran,” ujarnya.

Evi juga mengapresiasi langkah cepat Camat
Kuraniji, Polsek Kuranji, Satpol PP, dan Lurah Ku-
ranji yang telah memanggil pihak penyelenggara
untuk dimintai klarifikasi.

Namun, menurutnya, penyelesaian tidak
boleh berhenti pada permintaan maaf semata,
karena masyarakat menginginkan adanya efelk

Jera terhadap pelanggaran yang dinilai menced-
erai norma sosial dan adat di Nagari Pauh IX,

Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD
Music, Putra, telah memenuhi panggilan pemer-
intah kecamatan dan menyampaikan permintaan
maaf atas pertunjukan yang berlangsung pada
acara perayaan ulang tahunnya. (fai)

WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budi-
man menyampaikan keterangan terkait viraln ya
pertunjukan orgen tunggal yang diiringi tarian
erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji.
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AWAL TAHUN AJARAN BARU

Puluhan Siswa c%ﬁ mmsmma ma:a %_._ 53 Q__umm

EoEEE ES&#‘E wwun

nya tahun ajaran baru, puluhan ! sama untuk memperoleh

siswa dari keluarga kurang _umz,_.mnhrp_. pendidikan yang layak.

mampu di waﬁﬂwﬂhnn e mmann_pa_ BEROLAK Gea EM%W“« uu&aﬂwwwu .

menerima ban seragam ; - uan berlangsung hanga

aﬂaﬁuswagmnwﬁmwn ‘dan penuh kebersamaan.

Wakil Ketua DPRD Sumatera orang tua yang hadir

Barat, M. Igra Chissa Putra, menyampaikan rasa syukur =

S.T., MM. : : atas perhatian yang diberikan e
Penyerahan bantuan kepada anak-anak mereka g

tersebut berlangsung di Kantor menjelang tahun ajaran baru m

DPD Partai Golkar Kota Kegiatan tersebut turut .
‘Program ini menyasar Golkar Kota Padang Erizal, x il

keluarga yang masuk kategori Wakil Ketua Bidang Organisasi s

Desil 1 hingga Desil 4 sebagai Nieko Rasaki, Wakil Ketua o

bentuk kepedulian terhadap " Bidang wﬁﬁnﬂu Deni B

kebutuhan pendidikan Bﬁr. hissa Pulra, S.1. . Pratama; Ketua Bidang W EE

anak. ’ grat - - MPO dan g&mﬂﬁ% = :
Sebanyak 28 siswa Bm_.on " = * Eko Muhardi, serta jajaran- 2 W :

ma bantuan seragam sekolah dalam EEE rw&:ﬁrwn aw_wa meraih cita-citanya,” pengurus Partai Golkar Kota it

dan tas, EEEE&: 19 E&M_E mqus._%w anak-anak mereka. &mm.%n oo 1:4:!“%& EEFEﬂpFn o == G

Eﬁrhn Se Dasar (SD) arapan saya, semoga nurut Igra sa yang 50 S

' 9 siswa tingkat Sekolah bantuan ini bisa meringankan  juga Ketua PAST Sumbar ini, diharapkan semakin banyak P

Menengah Pertama (SMP). beban keluarga dalam pendidikan merupakan Ew&ann&uaﬁgwﬁm
Dalam kesempatan itu, Igra  penyediaan seragam sekolah. investasi penting bagi masa dapat menjalani proses belajar

Chissa mengatakan bahwa  Selain itu, saya juga berharap depan generasi muda. dengan lebih percaya diri dan

bantuan tersebut merupakan bantuan ini dapat memotivasi Karena itu, dukungan dari semangat, tanpa terkendala

upaya untuk membantu para siswa agar lebih rajin - - berbagai pihak sangat _ oleh kebutuhan perlengkapan .

meringankan beban keluarga belajar dan terus bersemangat  diperlukan agar setiap anak sekolah. (009) " e
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DAN LUAN - Fraksu~fr'ak51 DPRD
gﬂmata?a:gaﬁat mendesak Permerintah Provinsi
Sumbar menyiapkan kebijakan yang efektif untuk
kendaraan bermotor berpelat nomer luar daerah
(non-BA) yang bamperaa secara tetap di wﬂayah

Sumbar.

Langkah ini dinilaj perl
untuk dﬂaksanakan uﬁi}f
[ NEDD alhh . ]

Keﬁ
) dan Bea Balik

dm:i- scktor . Paja
Bermotor

Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKBj
emuka
dﬂlﬂml@ﬂtkeqa pémbahasan

akhir Rancangm Peraturan

Daerah (Ranperda) tentang

Pcrtaéﬁigg;awabm Pelak-

2025 yang di ela
Sumbar g

Frakss Partai Germdta
s ;u;:)u bicara, Nurkhalis

t. Bijo Dirajo menegaskan,
pemerintah daerah perlu segera
‘menyusun aturan yang mampu

kendaraan operasional

sahmn :B.inladl kendataan 2
asaran kebijakan tersebut

mehpnﬂnkendm&n sektor -

P;a ﬁw ::" |

provinsi lain.

m&mpctcepat pmses muatasi -

diSmar.m Barat. diba.rcngl dengan reformasi

cruryaya, potensi pe. Pelaihar pepaptan dcrl
netimaan. h.dari. sektor sasi am

4 mm ap ‘perluasan pelayanan jemput

optimal karena banyak ken- DOl hingga ke pelosok, serta

daraan opetasional penguatan smcxgx dcngankpe—

?ang bﬂﬁktlwtas Sutnbar . ., |||‘_ dm ota

-:_t.:.-:_ e |.:.-

tetap: masih terdaftar d1
i lain.

“Kendaraan-kendaraan M2 et
perusahaan tersebut telah me- b s
manfaatkmmﬁastmktu:!alan- i
di Sumatera Barar, ]alan ]a}.an' :

e hmﬁk perusahaau

ini, tetapi kontri usinya ter-  katan PAD
hadap PAD belum o 7
karena masxh terdatp

meminta Petitpmv tne- Ii K

nyiapkan kebijakan yang men-

_ dorong kendaraan non-BA ﬁ BA S
rne.u]adi berpe]a mgwﬁa

BA schmgga penefrimaan kantnbum tnnhadapfpene-

bcmpcms; ﬁ Su-

perkg:at enerimaan pa
: L? mrs:bu
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tanya, dapat dilakukan melalui

penyempurnaan sarana dan HARI/TANGGAL HALAMAN

&&%ﬁs?ﬁ.ﬁfé‘“ﬂﬁ?

manusia, pemanfaatan te
“nologi informasi, serta penye-
del:hznaan sistem a.dmuusm

%mkﬂ PPP }uga berpan-
petlu adanya aturan

yang lebih efektif E:g:m
daraan berpelat luar daerah
vang secara tetap beraktivitas di
Sumbar. Kebijakan tersebut

diharapkan. mampu mendo- optimalisasi PAD dari sektor daraan yang terdaftar di Suma-
pemilik kendaraan me- kendaraan bermotor tidak tera Barat, potensi penerimaan
al:ﬁtan mutam ke pelat BA, dapat hanya mengandalkan PKB dan BBNKB diyakini
yangtt:lah wajib pajak Pe- a.kmmcnmgkatsdm@daﬂl
- berpmdnh menntahwga tut meng- memperkuat kapasitas fis
transaksi jual beh, sehmﬁ hadirkan kebijakan yang adapaf dalam membia
tensi penerimaan PKB terhadap kondisi® d: lapangan bangunan smuabetkemqutan
BNKB dapat dimaksimalkan. Dengan semakin banyn.k ken-  (adv)
KEHalFrsaﬁ;gg%) disampaikan :
tua [ Per
PKB DPRD Sumbar, ﬁ
Hendra Lukman. la mendo-
pemerintah menetap! kan

S0g IR
ktin akan lebih mengika
: mﬂrﬁm nnn—BA,

tcrumma angkutan batu bara,
angkutan kelapa sawit, ken-
daraan operaslonal prpr:gek,
serta armada sektor
bangan yang beraktivitas di
. Sumatera Barat agar segera
mmuwﬁkmmcn;ad:
: tBA. :

"Tidak hanya itu, Fraksi PDI
Perjuangan-PKB | uga meng-
usulkan adanya kerja sama
antara pemetintah daerah de-
ngan showroom kendaraan
bermotor. Melalui skema ter-
_sebut, setiap transaksi jual beli
disertai kewajiban melakukan
mutasi menjadi kendaraan

BA. - '
‘Melalui skema tcrsebut :
setiap transaksi jual beli ken-
daraan non-BA diharapkan
disertai kewajiban melakukan
mutasi menjadi kendaraan

| kontribusinya terhnds PAD .
: SumateraBarat,”kaleber

Waitll‘l{anm DPRD Sumbar. Nanda Sal:ria nwmunph]alannya rspai.
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Juru bicara Fraksi Partaj Gerindra. N :

akhir ndra, Nurkhalis Dt, Bijo Dir : : ) .
Mnya kepada Wakil Ketua DPRD Sumrﬁﬂ Dlr:fq saat menya:agil_:nandbkm pendapat

"i" DRy 2 ' iadoss fapat., | :

sind . -
LaTh S A

A | -

fia yang digear. .

i § . e e

Anggota DPRD Sumbar r bl
B e Nkt jelannya rapat kerja,
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Whata menjadi
A sorotan d:im
embahasan

‘Rancan iﬂ
fEe:ubﬂ

gﬁ.ﬂn daﬂ

Kmhtv
Ammuna o

s o ok ] ]
_FPAg APBD SmnbatTA 2026.
Tahapm ini menjadi bagmn Pﬂnﬂﬂg
dalam paenyesmn bs

achdumuyg, mendapa dukunga
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2

Fraks1 DPRD € umbar

- PADANG, HALUAN — Fl‘ak5| fraksi DPF!D

_ Sumatera Barat meminta Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat melakukan eya-
luasi menyeluruh terhadap badan usah

Penckanan ini disampaikan
Etaksi-fmksi: DPRD Sdlgm?hei;
saat rapat kerja
DPRD Sumbarba;uym?b-am

Juru Bicara Fraksi NasDem
Irwan Zuldani menegaskan,

penyertaan modal daerah kepa-
dh UMD merupakan bentuk
investasi publik yang harus

dapat dl?ﬁmnggmmkm
mﬂm BUMD yang terus
merugi tidak boleh dianggap
kondisi yang wajar.

tiap penyertaan modal
yang bersugnber dari APBD
harus mampu memberikan
manfaat ekonomi bagi daerah.
Oleh sebab itu, kondisi BUMD
yang berkinerja kurang baik
dan terus mengalami kerugian

harus menjadi pethatian serius

daerah,” ujarnya.

Mmumlrwag,?ummmh
Provinsi Sumatera Barat

i mela!mkan cvalluas.n ber

' Genndra DP

milik daerah (BUMD) yang belum menun-
jukkan kinerja optimal, terutama perusahaan
daerah yang terus mengalamr kerugian

hasil evaluasi me-
uun]uﬂan tidak adanya pros-
pek perbaikan vﬂng memadai,
perlum b

langkah res
atau kebijakan lain yang lcl:uh
efeknf untuk melindungi ke-

tingan keuangan daerah,”
Fraksi Partai NasDem b‘iz:-
harap olaan BUMD ke
Pmﬁikan secara lebih
profcslonal transpatan, dan

menjadl salah satu o

sekaligus mcmbenl:an

tribusi nyata te

patan Asli Daerah (P
Senada, Ang

2 Rl
§umhar'
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Kasatpol PP Sumbar Irwan ketika sosialisasi Perda No 5 Tahun 2020 tentang Trantibumlinmas di Aula Rumah Dinas
KatuaDPRDSumhardi Padang, baru-baru ini.
& ] (RN Ee VIS © 7

KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama pesertasosialisasi PerdaNo5Tahun  KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan pemaparannya dalz
2020 tentang Trantibumlinmas di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar di  sosialisasi Perda No 5 Tahun 2020 tentang Mbunﬁinm.a di Aula Rumal
Padang, baru-baru ini. e ; ~ Dinas Ketua DPRD Sumbar di Padang, baru-baru ini.
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SELASA, 4 AGUSTUS JULI 202

KHAIRUDDIN SIMANJUNTAI( WUJ

MASYARAKAT

Berdasarkan data proyek,
rehabilitasi rias jalan tersebut
memiliki nilai kontrak sebesar
Rp13.599.232.811 masa

der, ter.i').ls 6(1]4}]?;
2026. Pckcq m[!s.ﬂ
oleh PI'AumMandee;ahm
melalui Dinas Bina Marga,
Cipta Karya, dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat.

masyarakat Pasaman
damsam an Barat, pem-
bangumm ruas jalan ini bukan

sekadar mﬁasuuktur
Jalur Pa Sawah-Kum-
pulan akses strategis
3 gﬂg hu] Lgkﬂ.ﬂ I ﬂ.dﬂ.ﬂg,
asaman, hingga Pasaman
Bamt Selamn bertahun-tahun,

keluhan masyarakat karena
menghambat mobilitas, dis-
tribusi hasil pertanian dan

crkcbunan, serta memg.

transportasi.
ik kebethasilan
pequangkan pemba

tersebut, tetsjmpm
Khairuddin

- yang penuh perjuangan,

i seb‘cl&: mg;?adi. a Ot
DPRD, putra
Kabupaten

=

rehe

bckc;qa sebagai Eenambmg

memmuhl kebutuhan hidup

sekaligus membiayai pen-
didikannya setelah diti +

wafntolchkedmomngnmya. |

Pengalaman 'yang keras
membenmkmt er pekerja
keras dan dekat dengan ke-
hid masyam]mkml.
Setdahmemnmuke ambi,
Batam, dan Medan, Khai-
ruddin menjalani- berhagal

pmfcm, mulai dari kernet, sopir,
akﬂf ‘\Wu:‘tawm

m esi ]urnalls yang pernah
fmlﬂyﬂ membuatnya se-

akin memahami persoalan
ma,syamkat dan terbiasa me-
h?ﬂmqpnpmmk
Pengalamm tersebut kemudian
menjadi bekal berh
1a memutuskan terjun
! palmk.‘

wgsmﬁASI

‘8 mulai terjawab. Pr
taS' jalan senilaj Y Ek
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l l ]H—Unn L
Eshi

J

DPRD Sumbar Dorong

KDMP Nagari

Jadi Distributor

AGAM, HALUAN

Sariak
Pupuk

L] K .
g — Komisi Il DP J
B vinsi Sumatera Barat (Sumbar) rﬁgsg?
~' Rlﬂ_f"g Koperasi Desa Merah Putih (KOMP)
ISELIBaR pupar e aten Agam. menjadi
Langkah tersebut dinilai nuhi kebutuﬁaﬁ ’ ter'SUbS'd' b
pent:ing mengingat pasokan = — petani.
EuPUk bersubsidi di Nagari Pengdulaan.danpm‘gemﬁ Padahal, menurue Agus
ariak hingga kini belum ter- ua]:::hs‘ mas".'k Sistem  program KDMP mtmpakaj;
penuhi secara optimal. E:l;?éljkl i )’il,hﬂmsdlraucang Program strategis pemerintah
Dorongan itu disampaikan KD _ya.Ka.tm o ) usat yang berpotensi mening-.
saat Komusi 11l DPRD Sum- MP mampu menjawa than kesejahteraan masyars
bar melakukan kuniungankuéga hh“mhaﬂmﬁs}’ﬁmkatwfmﬁ%a ~ kat apabila djkeloI;n ?Zym*
ke KDMP Nagari Sudiak. gcnggerakkap ekopomjlo al  profesional, cara
Sabtu (1/8). suﬂ ali mmm y:saha yang Karena i, setiap KDMP
Anggota l';omi.si[[[DPRD St'.n‘_lentara itu,-ﬁnggom ng ulai usaha secara
Eugm, Rafdinal, mengatal Komisi IIl DPRD Sumbar, =~ Mandiri melalui berbagai unit
eberadaan KDlal‘»g dllhamP Aﬁslfe i m{nen:lmseba- ;sahah?cpem simpan pinjam,
u men i sar enye :
persoalan distribusi pupel  kuniungi masi mngiad  USahaproduLc A EE"
if) - ngj'luasn memgte;ki;uar pere- :’;ﬂg}zl kendala, tgzutama i :Eari situ akan terlihat
mas esia mana i
“Kita bcrl?;arapt.KDMp manusia dﬁ:nmsun?}en rj?{: me): dalam mengemb, PCTL +
dipat menjadi distributor ~ koperasi i KDMP agar nbgenarfggng
pupuk di Nagari Sariak dan Menurutnya, persoalan ter- Memberikan manfaat bagi
sekitarnya, sehi sebut tidak hanya bersifat —Masyarakat,” ujarnya.
: - masyarakat  teknis, tetapi juga men + Dalam kunjungan t
tidak lagi m kesulitan yangku St 6 gan tersebut,
mental dan kepercayaan diri  Komisi 1II DPRD Sumbar
memperoleh pupuk bersub- : :
sidli.” tiara pengurus yang masih ragu Juga berdialog dengan peng-
3 ltéls]at}:r-d erah ili men| koperasi,  urus KDMP Nagari Sariaﬁ
: Agam-Bukin:iJ: : i?ue:?;hhan “Dari beberapa KDMP Ketua KDMP Nagari Sariak
E el ngrgg ol :rn;e-. ~ yang kami kunjungi, masih Yang akrab disapa Inyiak me-
; E"esa YA erasi ¢ banyals hsatunya  Pgatakan gerai koperasi telah
; R usat'Fmg O s persoalan psikologis. hﬂa rampung 100 persen dan siap
: B | croperasi |
- pumenjawab kebutuhan ma- ' Pengurus yang belum perca P 8
| syarakat, khususnya di sektor diri, bahkan sudah pf::siml};a. &aziﬂ;nmﬁj&gﬂ ko e
3 <1 pﬁﬂmm !ﬂg_n % . St T mt
; }mMcnuNt Rafdinal, keber- - Ik{s%ldisi Serupa juga :gqgadi diﬁ" usah_a, antara lain penyediaan
ilan pengembangan KDMP | KDMP Nagari Sariak” kata. . . . . S
: mcmbumhﬁkoordkmiltnms ¥ nya. i g e
24 scktor serta perencanaan usaha . 1a menilai keraguan tersebut
y yang matang. Dengan demi- . dipe ! L

t E:}lfadap kopera:
masa lal, seperti K,
nit Desa (KUD), inilai
belum mampu mzﬁcdkan '

manf?gt s:caraoﬁrima].

yang telah |

kian, koperasi tidak hanya  Syara

4 mampu memenuhi kebutuhan
; masyarakat, tetapi ,uga meng-
: gemkkan perekonomian tanpa
P mematikan usaha
Pt berkembang,
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ﬁari Senak sebagai sentra
denghoineh o Ao
dengan kelompok tani. Ko-
unmkm]aga stabilitas harga
hasil pancn saat produksi

petani tidak
mcn kemg:m akibat
a.n]lo

dengan Pcmcrmtah Nagan
dalam penyaluran berbagai

ogram bantuan dan ba.t
Eersubmd:, termasuk

BERDISKUSI saat kunjungan kerja
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KETUA D

PADANG, KP — Maraknya kasus korupsi dan

tergerusnya moral di ruang publik memicu krisis
keteladanan bagi generasi muda. Menanggapi
persoalan sosial ini, Ketua DPRD Sumatera Barat,
Muhidi, menegaskan pentingnya memperkuat

KORAN PADANG‘ SABTU, 8 AGUSTUS 2026

it

PRD Sumbar Muhidi foto bersama peserta Peninghatan Kapasitas Kewaspadaan Dini
Masyarakat yang diselenggarakan Kesbangpol Sumbar, di Padang.

peran orang tua dan ketahanan lingkungan kelu-
arga sebagai benteng utama pembentukan karak-
ter anak.

Isu krisis figur teladan ini mengemuka dalam
kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan

_ Keteladanan, ¥
Muhidi Ajak Perkuat Benteng Keluarga \(

Dini Masyarakat yang digagas Muhidi bersama 'l 8¢
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Sumbar, Kamis (6/8).

Soni, seorang Ketua RT di Kota Padang yang £,
hadir dalam kegiatan tersebut membeberkan, @
orang tua saat ini kian kewalahan memberikan \
nasihat kepada remaija akibat rusaknya citra para
figur publik.

"Generasi muda sekarang mengalami krisis
kepercayaan terhadap orang yang lebih tua.
Banyaknya kasus korupsi dan persoalan lainnya
yang menjadi perhatian publik membuat orang
tua semakin sulit memberikan nasihat kepada
mereka," ujar Soni. i

Menanggapi keluhan tersebut, Muhidi mem-
inta para orang tua dan pengurus lingkungan
untuk tidak menyerah. la menekankan bahwa .
edukasi serta pembinaan ketahanan sosial harus '
dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan.
Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan i
agar kepercayaan dan nilai-nilai kebersamaan &
tetap menjaga stabilitas sosial" katanya. .

Muhidi mengingatkan, lingkungan sosial &
yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan
(bullying) menjadi syarat mutlak melahirkan ge-
nerasi berkualitas.

Selain itu, kondusivitas wilayah juga menjadi
iklim vital untuk menarik investasi dan membuka B
lapangan kerja di Sumatera Barat. (ak/*) e

=

-



PENGUATAN PAYUNG HUKUM LEMBAGA DAN HUKUM PUB.

DPRD Sumbar Kaji Revisi Perda Nagar:

T PADANG, HALUAN—  Wakil Ketua DPRD g%?ﬂ@ falsafah adat di Sumbar, | dalm uf
< DPRD Sumatera Barat Sumbar, Nanda Satria me-  fiving faw dalam Kitab Un- termasuk masalah LGBT | maupun p
o (Sumbar) saat ini tengah ngatakan, penguatan lem- dang- Hukum Pi- E.gaﬂﬂgﬁ _unm! e .
w mewacanakan pe Emw&ﬁnﬁapm&rwﬁa dana (KUH ﬁﬂng “tentu diperlukan at
< f r&%ﬂ ukum nnnmn_u dil Meski demikian, penera- gwﬁmaﬂﬂﬁﬁ 2
a) 4 Z adat i revisi Peraturan revisiPerda  pannya tetap memerlukan  hukum yang kuat” E Zs@&
m g Daerah (Perda) tentang Zum-n maupun penyusu-  aturan turunan agar memi-  Nanda. ﬁ%ﬂuﬂw
_.m < Nagari sebagai salah satu Ewﬂ%g Emnnsn liki mekanisme yang jelas. HWWWWBB%»PHQELM tur aspek adminis
nw»wsﬁnunnm»rﬁnn_wﬁu Mohww t di tingkat nagari ‘Hukum adatkita sebe-  si Sumbar saatini| sehingga béhum membeti- &
W = m lesbian, gay, biseksual, dan pkan mampu mem- ya sudah bisa terako-  tengah mengkaji w_uunnm. \ kan ruang yang memadai
< < transgender (LGBT) di berba- i melalui law kinan merevisi Perda Na- bagi penguatan kelem-
o & Ran rnubmm.ﬂ&zu. m&vﬂno moaarnnﬁ ﬁu@&»ﬁ:g HP. @mwnum_unm-w:nﬁtﬂn bagaan adat.
< i amun, mekanismenya = nyusun i baru. Aturan ..1%._:2
Zm A ﬁ&uﬁ ._uﬂnrn_g m%um harus diperjelas. DP tersebut kan dapat s
< pelaksanaan wLEE Iamenj merespons per- ngﬁgnmsma_ﬂn» m
-3 = aat tetap Scialen el st b oebily _& soalan yang berkaitan de- patan Adat Nagari (KAN)
¥ o m ketentuan hukum nasional Em..EEﬁEBE ukum ngan umumdan dan unsur adat lainnya s o
< wi b memperkuat penyelesaian betbagai persoalan Sékaitan persoalan) ini, ZE&» tidpah t
< 9 o m terlala menyentuh Rn@ﬁgmﬂ.ﬁmﬁg sosial lainnya, termasuk sengketa tanah adat dan pihaknya _smﬂﬁ telah berkomunikasi n%wﬁﬁu—“u
x = &) | unsur adat. Lebih banyak menjadi payung 101 kaum yang selama ini kerap tefjadi di  sejumlah pemangku kepentingan, di antaran
TP G M hukum bagi kabupa E\wogm»_»aannﬂuwzb Hﬂm&._ ﬂmm%mnﬁﬁn Létibasa I tan Adat Al M _uﬁﬁw»
- w y 4 _ = .vn&mﬁg.ﬁbmnmmﬁ_ katanya. .?n_:m_?&»_drnz_unwm:wwmwwmo&rﬁmﬂ (LKAAM) dan Bundo Kanduang se-Sumbar,
Zwn |~ Tetkait persoalan LGBT, pengaturanaya  \fu5ih ba anyak persoalan lain yang perlu untuk mem masukan
= |l lah di dalam Perda Nomor 5 Tahun P N A
<z A T .Ah te singgung dalam omor. diperkuat melalui ke H avnmu an adat, termasuk ﬁwm&w rencan wﬁmﬁﬂn_ﬁﬁﬁg&&
2 = 2 2020 tentang Ketenteraman dan ﬁnﬁawpn %ﬂgggggﬁmg
WA el S um (Trantibum). & an, | | RO L o
O Y ﬁmnn:mann_ mﬁ_.moﬁ_wn. engan penguatan Z»ﬂm m nm_nun vﬂuwgg revisi ..
@)y N 2 %w_nagﬁn mmﬁnb i but _unEB ownB»_ kelembagaan adat, kami berharap penyelesaian Em&nanﬂuni@“%wa.w S
- a karena belum di i pelaksana. nya lebih cepat dan kepentingan anak kemenakan ~ di DPRD mﬁuﬁ v K
M “Dalam m-mﬂnwn .ﬁHP:nVEH Nomor 5 Tahun &mﬁﬁn lebih terlindungi,” ujarnya. dan Badan P ;
o 2020 sudah ada beberapa poin yang berkaitan Sebagai referensi, Nanda menyinggung  (Bapemperda), la bes
< dengan LGBT, namun secafa detailnya memang  eberadaan lembaga adat di Bali, seperti Kerta  berjalan sestiai agenda seh
U z n belum diatur. Jadi, memang belum ﬁnnm»muuh Unmu..mﬂswmvnwmh..mm_ sebagai wadah penyelesaian Wn—nﬁ?ﬂ%ﬂﬂw adat mhﬁn&t sera direalicasi
o > perda AR AncARY khusus mengatur persoalan persoalan adat sebelum masuk ke ranah hukum  “Program ini, ingpd Allzh akan ke - oo ok
o ol ! LGBT,” katanya. . nasional: Meaurutnya, konsep serupadapatdikaji  periode ini. Kami berharap mu_nsam»n Seluruh
wi - Nanda berharap penguatan regulasiadatdan 425 disesuaikan dengan karakter masyarakat  pihak agar penguatan kelembs
v : kelembagaan nagari dapat menjadi salah satu Minangkabau, diconbinadian M utied Am. \Hﬂu
: \ % instrumen dalam menjaga tata kehidupan “Kami tetinspirasi dengan Bali yang memiliki e ) ol V o
" .<H L) _ masyarakat Sumbar sesuai nilai-nilai adat dan Kerta Desa sebagai bagian dari peradilan adat.
3 =" i Wﬁn.—muﬂ Eﬂﬂmrm_wmﬁ Konsep sepert ini ingin kami kaji, apakah dapat
ey i Meski demikian, Nanda menegaskan diterapkan dan dioptimalkan ses vt Ik e
., . pembahasan revisi Perda Nagari idak semata- masyarakat adat di nagari-nagari di Sumbar,” katanya.

mata ditujukan untuk mengatur persoalan
LGBT. Regulasi tersebut juga diarahkan unruk
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Jaga Kamtibmas dan Keharmonisan di

Tengah Masyarakat

PADANG, METRO
Ketua DPRD Sumatra
Barat, Muhidi, mengajak

seluruh elemen masya-
rakat membangun budaya
kewaspadaan dini sebagai
langkah menjaga keaman-
an, ketertiban, dan kehar-
monisan di teng; i
E:: bermasyarakat. Aja-

L

ciptakan lingkungan

. algan’ bukan hanya mﬁ
jadi tanggung jawab pe-
merintah maupun aparat
keamanan, tetapi membu-
tuhkan keterlibatan aktif
seluruh lapisan masya-

rakat. Kepedulian terha- .

dap lingkungan sekitar di-
nilai menjadi kunci untuk
tensi gangguan sosial se- |
jak dini.
~ “Kita semua memiliki !
tanggung jawab untuk sal- °

ing mengajak kepada ke-

luas? Karena sering ka]i at
orang-orang baik memilih ©
diam dan tidak

eran. Padahal, jika kita |
Eml- mmglngltlun den-

" yjar Muhidi.

derasnya arus. informasi di
‘era digital. Ia meminta
i jangan langsung dipercaya

an cara yang baik, Insya | h
: gAﬂahakan_niémbmePe- &

T

mengingatkan seseorang
mlﬂ spendekatan yan
santun dan persuasif tid
bertentangan dengan hak
asasi manusia. Sebaliknya,
langkah tersebut merupa-

kan bentuk kepedulian ter- | K
aﬁf‘

hadap sesama sekaligus
investasi bagi masa depan
generasi muda. _
“Kalau ada anak-anak
kita yang mulai melakukan
hal-hal yang tidak baik,
Panggil dan ajak bicara

an b ‘Tidak perlu
ja samalah dalam kebai-
Lin,kamnake padaan

dini membutuhkan kepe-

dulian seluruh masya:a-
kat” katanya.

sen bija menyﬂ;a’pi k
: a 5 Bilas 4 sidi : be
mencegah berbagai po- {

masyarakat tidak mudah
mempercayai maupun
menyebarkan informasi
yang belum terverifikasi
{ebma-r'annya.

“Kalau ada informasi,

atau disebarkan. Cek dulu
kebenarannya, dari mana
sumbernya, apa manfaat-

nya, baru kemudian ditin- %4 3 b

daklanjuti. Jangan sampai

kita ikut menyebarkan _

hoaks yang justru

SABTU, 8 AGUSTUS 2026

s n'\ene_kukan -baﬁwa '

X

:-_: }’alh hogs ¥

"Kewaspadaan dini bu-
kan hanya soal keamanan,
Ini juga menyangkut bi-
dang sosial, kesehatan,
hingga kebencanaan. Jika
masyarakat memiliki kepe-

dulian dan mau bekerja
sama, maka potensi gang-
guan bisa dicegah lebih.
awal sehingga tercipta rasa.
aman dan kesejahteraan
rsama,” pungkasnya. (*)
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Ketua DPRD Sumbar Ajak
Masyarakat Bangun Budaya
~ Kewaspadaan Dini )

PADANG, HALUAN— Ketus DPRD Sumaters
Barat, Muhidi, mengajak seluruh elemen masya
rakat membangun budaya kewaspadaan dini
sebagai upaya menjaga keamanan. ketertiban, dan
keharmonisan di lingkungan. _

Menurutnya, terciptanya
situasi yang aman dan kondusif
tidak hanya menijadi tanggung
jawab pemerintah maupun
aparat keamanan, tetapi mem-
butubkan keterlibatan aktif

kan dalam kebaikan dengan
cara yang santun dan bijaksana.

“Kita semua memiliki tang-
gung jawab untuk saling meng-
ajak kepada kebaikan anm._

gt menc kemungkaran, Me-
seluruh lapisan masyarakat. ngapa kemaksiatan semakin
Ajakan tersebut disampai- En_wwmw Karena sering kali
kan Muhidi saat menghadiri oa%éuﬁ-m baik memilih di-
kegiatan Peningkatan Kapasitas ~am dan tidak mengambil pe-
g%?éﬁ ran. Padahal, jika kita berani me-
Kamis (6/8). ngingatkan dengan cara yang
- Menurut Muhidi, _ﬂnmﬂ%:- baik, Insya Allah akan mem-
lian terhadap lingkungan sekitar  bawa perubahan.” ujarnya.
menjadi kunci untuk mencegah la menegaskan, mengingat-
berbagai potensi gangguan kan seseorang melalui pende-
sosial sejak dini. Masyarakat, katan persuasif bukanlah ben.
katanya, perlu EaEEm_,wﬂcm- tuk pelangparan hak asasi manusia.
ranian untuk saling mengingat- ~ Sebaliknya, hal itu merupakan

wujud kepedulian terhadap
sesama sekaligus investasi bagi
masa depan rasi muda.
“Kalau ada anak-anak kita
yang mulai melakukan hal-hal

yang tidak baik, il dan -

ajak bicara dengan baik. Tidak
mﬂmc dengan kekerasan. Mari
ckerja sama dalam kebaikan,
karena kewaspadaan dini mem-
buruhkan kepedulian seluruh
masyarakat,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan
masyarakat agar lebih bijak
menyikapi derasn E.Eu.am_ov
masi di era mmﬂw . Ta meminta
masyarakat tidak mudah perca-
ya ataupun Enn.wm—wﬁrﬁmwg
tikan kebenarannya.

“Kalau ada informasi, ja-
ngan lan ipercaya atau
disebarkag, Cek dulilabens.
rannya, dari mana sumbernya,

apa manfaatnya, baru kemudian

.mEﬂm.B e

ditindaklanjuti. ]

kita ikut menyebarkan hoaks
vang mzmﬁd merugikan masya-
rakat,” tegasnya.

Menurut Muhidi, kewas-

dan ketertiban, tetapi juga
mencakup vnnmﬂﬂhwa sosial
kesehatan, hingga kebencanaan.
Dengan meningkatnya kepedulian
masyarakat, vnn__uﬁ— otensi
schingga tidak berkembang
“Kewaspadaan dini bukan -
hanya soal keamanan. Ini j
menyangkut bidang sosial,
r 3 . ; mm E2 o P
Jika masyarakat memiliki kepe
dulian dan mau bekerja sama, -
maka ﬁuﬂ gang bisa
dicegah g tercipa
rasa aman dan kesejah teraan

bersama,” pungkasnya. (%)
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PADANG, METRO
Wakil Ketua DPRD
Sumbar, M Igra Chissa

/0 Putra mengingatkan ma-

syarakat, saat ini jenis
narkotika banyak varian-
nya. Karena itu, masyara-
kat khususnya orang tua
diminta agar mengawasi
aktitvitas anak-anaknya,
agar jangan sampai ter-
jerumus dalam penggu-
naan narkoba. ps

Mﬂlﬂrwﬂﬂrﬂﬂwg\ akibat
»dari kema-

Ketua DPD Partai Gol-
kar Kota Padang itu me-

- bangan teknologi berdam-
- pak, komunikasi semakin
mnn.wwsnwm. karena dunia
a dalam genggaman
melalul pemggunaan
get. ..wn:mm.ﬁ._un:... .
ada plus minusnya. -
“ya dapat informasi positif,
minusnya mudahnya ko-
‘munikasi den an orang

jauh sehingga ¢ mem-

kannya, perkembangan tr
E40 varian atan fons

nambahkan,  perkem-

bawa pengaruh baik dan ‘tidak tahu orang tua Karena itu Igra’ Chissa ~online itu, yang kaya “Termasuk juga jika =
‘buruk. \ . mereka. Zn_hm tidak tahu berharap, agar orang tua darnya. Judi online tidak ada di .ﬁgﬁﬁaﬁwgn .
‘buruknya ko ikasi de wﬁﬁs yang benar dan dapat mengawasi dan bisa membuat kita berpikir wannya ada aplikasi judi =
gan jaringan nark alah dikerjakan,” tegas- Mﬂﬂ ingatkan nm.uuw.é jernih. .anm.nmmm mau online, pecat saja. Karena wﬂ
ap Igra C _ nya - : 2 m kemenakan di Sumbar . menang saja. Ujung- mengganggu kerja dan &
gm SNoviofs A Melalui wo&-mat&p per- untuk menjauhi narkoba. nya moﬂ.. uang _..u.WrﬂW Eww.mﬂium pengaruh bu
Tahun tentang Fasili- da tentang bahaya narko- Agar Sumbar melahirkan terkuras. Yan  membuat  ruk. Masa depan negeri _ -
tasi Pencegahan Penyalah- ba ini Igra Chissa - pemimpin yang hebat di terkuras justru emudahan . Kita Sumbar m_m.vm& di tan- g
gunaan Narkotika Psikotro- ngatkan mas; nz_rﬁ masa depan. “Kita in akses ..mengambil dan gan generasi muda,” jelas-
pika dan Zat Adiktif lainnya, orang tua, narkoba sudah anak-anak dan kemena transfer uang mengguna- nya. (fan) AL Rl

- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa
‘Waspada Narkoba Varian Baru

1 it

Dengan komunikasi di- "
gital saat ini, jika dulunya
masyarakat mengenal je- |
nis narkoba hanya berupa
ganja ; ekstasi dan sabu,
sekarang justru muncul |
_ﬁﬂg a varian baru mela-
ui  peng aan vape.
s u.ﬁb<§ banyal
&E. drungi  generasi

cair-

naan vape, liquid diisi _ : : ) e =

an berupa narkoba. Jika . ~ _u _ TTITEIE 0 swarl arian _E_h P e

vape dihisap, maka peng- pasti akan membawan ke kita sekarang ini t men-  kan mobile banking,” ung- g
langsung fly (ter- k kehancuran. “Saya Pimpinan Uﬂnﬂﬂ.ﬁm@ kapnya, :

mE.HGI Jurang ; . : : F
ang) melayang,” ungkap - uchum keliling daerah di Perusahaan dan pemimpin  Jadi Igra Chissa kem-§ =

Igra Chissa. _ Indonesia. Belum ada lainnya di masa depan. bali mengingatkan, anca- & = *
- Iqra Chissa kembali sukses karena Bgﬂﬂﬂ_:m Eggg man yang vwm.mrwum saat ..
mengingatkan masyara- sumsi narkoba. Yang suk- masa depan anak kemena- ini ada dua, yakni narkoti- 8§~
kat, narkoba dalam bentuk ses adalah ngedarnya. kan kita,” ajaknya. : ka dan judi online. “Ada te- §
cairan yang diisi lewat Pemakai tidak ada yang Tidak hanya bahaya man sa ‘Bara-gara judi &
vape ini, maupun narkoba sukses. Narkoba merusak, narkoba, ﬂ; 5a juga online habis harta benda &
jenis lain, dampaknya sa- wﬂ.ﬂ&ﬂ hanya menjual- memginga v%wn..rﬂ._ %nu harta orang tuanya. &
ngat berbahaya dan meru- kan. Bahkan mereka ada dari perkembangan. tek- . Tidak ada toleransi bag
sak kerja dari saraf otak. yang kopsumsi ada yang nologi komunikasi, yakni anak kemenakan kita, jika .
“Jika saraf otak rusak, tidak. Yang kaya bandar- judi online. “Sama kayak  ada di hapenya aplikasi 5.
maka anak kemenakan nya,” ungkap Igra Chissa. narkoba bahayanya, W“Mw judi online,” tegasnya.
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ETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat
K[‘Slumbar]. Muhidi menilai stabilitas sosial
erupakan salah satu modal penting

untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,
Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam

menjaga keamanan, ketertiban, dan kepedulian
sosial di lingkungan masing-masing.

Hal itu disampaikan Muhidi datam kegiatan Pen-
ingkatan Kapasitas Kewaspadaan DiniMasyarakatyang
digagasnya dan diselenggarakan Badan Kesatuan Bang
sa dan Politik (Kesbangpot) Sumbar, Kamis 6/8).

Menurut Muhidi, daerah yang aman dan kondusif
akan memberikan rasa nyaman bagi investor. Investasi
yang masuk selanjutnya dapat mendorong pertum-
buhan ekonomi sekaligus membuka lapangan peker-
jaan bagi masyarakat.

"Kalau kondisi daerah aman dan masyarakatnya
bisa menjaga stabilitas, tenty akan memberikan rasa
nyaman bagi orang yang ingin berinvestasi. Investasi
yang masuk akan berdampak pada pertumbuhan eko-
nomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masya-
rakat," ujar Muhidi.

la mengatakan keputusan investor menanamkan
modal tidak hanya dipengaruhi potensi ekonomi, teta
Pi juga tingkat keamanan, kenyamanan, dan kondisi
sosial masyarakat,

Karena itu, menjaga stabilitas daerah tidak cukup
hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keama-
nan,

Muhidi mendorong masyarakat terus memperkuat
edukasi dan kepedulian sosial, mulai dari lingkungan
keluarga hingga tempat tinggal Menurutnya, berbagai
persoalan sosial tidak boleh dihadapi dengan sikap
menyerah,

"Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, Edu-
kasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar
kepercayaan dan nilai-nilai kebersamaan tetap ter-
jaga," katanya.

Perhatian tersebut juga diarahkan pada perlindun-
Ban generasi muda. Muhidi menilai lingkungan yang
aman dan ramah sangat menentukan pembentukan
karakter anak serta kualitas sumber daya manusia pada
masa mendatang.

la mengingatkan masyarakat agar meningkatkan
kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan masing-
masing, termasuk mencegah terjadinya perundungan,

"Kita harus menjaga keramahan terhadap sesama,
terutama terhadap anak-anak, Jangan sampai ada lagi
kasus perundungan, Lingkungan yang aman dan peduli
adalah modal penting untuk melahirkan generasi yang
berkualitas,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, salah seorang peserta,
Soni, yang merupakan Ketua RT di Kota Padang, turut
menyampaikan persoalan yan g dihadapi orang tua
dalam memberikan arahan kepada generasi muda,

Menurut Soni, berbagai kasus korupsi dan per-
soalan moral yang menjadi konsumsi publik turut
memengaruhi kepercayaan anak muda terhada p gen-
erasi yang lebih tua,

"Generasi muda sekarang mengalami krisis keper-
cayaan terhadap orang yang lebih tua. Banyaknya
kasus korupsi dan persoalan lainnya yang menjadi per-
hatian publik membuat orang tua semakin sulit mem-
berikan nasihat kepada mereka,” ujarnya,

Muhidi menilai kondisi tersebut menjadi tantan-
Ban yang harus dijawab melalui edukasi dan ketelada
nan. Kepercayaan generasi muda, katanya, perlu diban-
gun melalui perilaku nyata seluruh elemen masyara-
kat.

la berharap penguatan kepedulian masyarakat,
keamanan lingkungan, dan stabilitas sosial dapat men-
ciptakan suasana Yyang semakin kondusif bagi dunia
usaha dan investasi di Kota Padang maupun Sumatera
Barat.

Dengan masuknya investasi, Muhidi berharap ter-
buka lebih banyak lapangan kerja, aktivitas ekonomi
masyarakat meningkat, dan kesejahteraan dapat tum-
buh secara lebih luas. (*)

Ketua DPRD Sumbar: Stabilitas.
Sosial Perkuat Iklim Investasi

dan Pertumbuhan Ekonomi
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan pada acara Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini
Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menekankan
pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
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Vil

Ketua DPRD Sumbar Dorong Padang Jadi

Penggerak Ekonomi Sumbar

PADANG, KP - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi
mendorong momentum Hari Jadi Kota (HIK) Pa-
dang ke-357 menjadi pijakan untuk memperkuat
kolaborasi dan daya saing kota. Pembangunan,
menurutnya, harus semakin diarahkan pada pen-
ingkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhidi usai menghadiri
Sidang Paripurna Istimewa HIK Padang ke-357 di
Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8),

Menurut Muhidi, usia 357 tahun bukan seka-
dar catatan sejarah, tetapi momentum untuk me-
ngevaluasi capaian pembangunan sekaligus mem
perkuat langkah menghadapi berbagai tantangan
ke depan.

la menilai, sebagai ibu kota Provinsi Sumat-
era Barat, Padang memiliki posisi strategis dalam
menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pembangunan kota perlu dilakukan se-
cara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangu-
nan infrastruktur, tetapi juga penguatan pendidi
kan, ekonomi, pariwisata, pelayanan publik, serta
penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, potensi tersebut hanya dapat
dimanfaatkan secara optimal apabila pemerintah
dan masyarakat mampu menjaga stabilitas sosial
serta menciptakan lingkungan yang aman dan
nyaman bagi aktivitas ekonomi.

“Dengan semangat kebersamaan, saya yakin

Kota Padang akan terus tumbuh menjadi kota
yang maju dan berdaya saing. Pemerintah, DPRD,
dunia usaha, akademisi dan masyarakat harus
bergerak bersama,” katanya.
_ Muhidi juga mengingatkan pentingnya men-
J3ga karakter dan identitas budaya Minangkabau
di tengah perkembangan Kota Padang sebagai
kota modern. Menurutnya, kemajuan ekonomi
dan pembangunan harus berjalan seiring dengan
penguatan nilai sosial dan budaya masyaralat.

la berharap peringatan HJK ke-357 dapat
menjadi energi baru bagi seluruh elemen masya
rakat untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepe
dulian terhadap Kota Padang, (fai)
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Alﬁ’g!ﬁ Fraksi ml F'er uang-
an da Plfng ‘Sumbar meminta F’Erﬁe
rintah Provinsi Sumbar terus mening-
katkan kapasmas fiskal daerah melalui A
%mahsasu Pendapatan Asli Daerah F |

h satunya dengan me=. ... .
ngembangkan sumber—Suﬁfber plehd“apat:a
baru dan mengoptimalkan potensi yang
dimiliki daerah.

P BB Sem— tidak dapat membe-

Ketua Fraksi PDI Perjuang- ~ mal = Ll ﬁk;ﬂ-xtungan tidak mem-

an dan II;KB DPRD Sumbar, I.- .Dl i sisi %ﬁﬁ | ‘berikan dividen, bahkan terus

endra Lukman me- petha ] keruglan maka

dapatakan peningkatan PAD _ ; ntah Provinsi Sumatera

t dﬂaku.km mdah]: optl- o
malisasi aset daerah pu .'
katan ki

Menurutn}ra, ew,lum
¢ ?térhmda perusahaan daerah
j'-';":;; selum memberikan kon-
tara itu, se]umlah ka,h dlsuarakan daimn setia
petseroan S _g&bﬂhﬁan mengenai BUP
Karena itu, fraksi ini men.
rong Pcmprov Sumbar
"u”' P sciurl.ﬂ'l BUTU[D teru-
tama perusahaan vang telah
menerima penyertaan modal |

1 PT _ tetapi belum mampu mem-
_:.'...'tlﬁ'\ v T LS

nk § bErlkan lceuntungan bagi dae- :
i tersebur, kawa Al - f

terhadap Penmshm Penda-

senus pemcrmtah provmm

D . - setiap rupiah penyertaan modal
’ Ly Yangberasal dari APBD benar-
benar memberikan manfaat
4 bagi peningkatan PAD dan
kcse;ahtcman masyarakat

bcrr harus menjadi perhatian E's raluasi tersebut dinilai @i i
penting untuk memastikan =
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Muhidi: Diam Bisa Memperluas
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KETUA DPRD Sumbar —__.___E_ memberi arahan dalam __3#3._ us._:n_ﬁn: _S__..Eﬁu kewaspadaan
dini masyarakat di Padang, baru-baru ini.
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Ketua DPRD Sumatera Barat ‘

(Sumbar), Muhidi, mengajak
seluruh elemen masyarakat
membangun budaya 2
kewaspadaan dini. Langkah ini...
penting untuk menjaga
keamanan, ketertiban, dan
keharmonisan di tengah
kehidupan bermasyarakat.

s

Ajakan tersebut disampaikan-

nya saal menghadiri kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kewas-
padaan Dini Masyarakat, Kamis
(6/8), -
Menurut Mihidi, menciptakan
lingkungan yang aman bukan
hanya mnggunﬁj&%b peme-
rintah atau aparat keai
melainkan butuh kete
aktif semua lapisan masyarakat.
Kepedulian terhadap lingkungan
sekitar menjadi kunci utama
mencegah potensi gangguan
sosial sejak dind.

“Kita semua memiliki tang-
gung jawab untuk saling me-

ngajak kepada kebaikan dan
mencegah kemungkaran. Me-
ngapa kemaksiatan semakin
meluas? Karena sering kali or-
ang-orang baik memilih diam
dan tidak mengambil peran,
Pa‘d&'hsl. jika kita berani meng-
ingatkan dengan cara yang baik,

insyaallah akan membawa peru-
bahan,” ujar Muhidi,

la menegaskan, mengingat-
kan seseorang melalui pende-
katan santun dan persuasif tidak
bertentangan dengan hak asasi

- manusia (HAM). Sebaliknya,
. langkah tersebut merupakan

bentuk kepedulian sesama seka-
ligus investasi masa depan hagi
generasi muda.

“Kalan ada anak-anak kiia
yang mulai melakukan hal ne-
gatif, panggil dan ajak bicara

baik-baik. Tidak perlu kekerasan.

Bekerja samalah, karena kewas-

padaan dintimembutuhkan ke-
pedulian “‘ h masyarakat,”
katanyad »

Selain idi mengingat-
kan masy A &gar bijak me-

(24 Syafar 1448 H)

DPRD

Lo,
B

menyebarkan informasi yang
belum terverifikasi kebenaran-
nya, '
“Jika menerima informasi,
jangan langsung dipercaya atau
disebarkan. Saring sebelum
sharing, Cek dulu kebenarannya,
sumbérnya dari mana, dan apa
manfaatnya. Jangan sampai kita
ikut menyebarkan hoaks yang
merugikan masyarakat,” tegas-
nya.

Menurutnya. kewaspadaan
dini tidak hanya berkaitan de-
ngan aspek keamanan, tetapi
juga mencakup bidang sesial,
kesehatan, hingga kebencanaan.
Dengan meningkatnya kepe-
dulian warga, berbagai potensi
ancaman dapat dideteksi lebih
awal sebelum berkembang men
jadi masalah besar,

"Kewaspadaan dini bukan
hanya soal keamanan, tapi juga
menyangkut bidang sosial, kese-
hatan, hingga kebencanaan. Jika
masyarakat peduli dan mau
bekerja sama, potensi gangguan
bisa dicegah lebih awal demi
lerciptanya rasa aman dan kese-
jahteraan bersama,” pungkas-
nya. (%)
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Muhidi: Ketertiban Umum Butuh
Kolaborasi, Bukan Sekadar Sanksi

 PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera
Barat, Muhidi menegaskan,
menciplakan lingkungan yang
aman, nyaman dan kondusif
bukan hanya tanggung jawab
satu pihak. .

Pemerintah, aparat keama-
nan, tokoh masyarakat hingga
warga memiliki andil yang sama
besar dalam menjaga ketente-
raman publik,

Pesan kolaborasi tersebut
menjadi benang merah dalam
Sosialisasi Peraturan Daerah
(Sosper) Sumvar Nomor 5 Tahun
2020 tentang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlin-
dungan Masyarakat yang digelar
di Kota Padang, Sabtu (8/8).

Menurut Muhidi, kehadiran
Perda tersebnt tidak dirancang
semata-mata untuk membatasi
ruang gerak atau menjatuhkan
sanksi.

Aturan ini justru menjadi
kompas bersama agar dinamika
sosial berjalan selaras dengan
pemenuhan hak-hak setiap war-
ga negara.

"Kita lidak bisa membangun
ketertiban jika hanya bertumpu
peda pemerinrah atau aparat.
Sistem ini baru akan kokoh
ketika masvarsket merasa me-
milikigdan ikutnenjaga lingkung
annya sendiri,” ujar Muhidi.

la menambahkan, pergeseran
pola hidup diera modern mem-
buat regulasi menjadi semakin
krusial. Kendati demikian, efekti-
vitas sebuah aturan sangat ber-
. gantung pada jalinan komunikasi
. dan kesadaran kolektif di lapa-
ngan,

. juinya.

' o g
pre :
k 2
L
e

SOSPER - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan peserta Sosper Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban

Umum,dan Perlindungan Masyarakat yang digelar di Kota Padang, Sabtu (8/8). (ist)

Perda Nomor 5 Tahun 2020
sendiri mengkoordinasikan ber-
bagai sektor krusial, mulai dari
tata tertib jalan, pengelolaan
taman dan ruang terbuka hijau
(RTH), ketertiban sosial, hingga
regulasi perizinan.

Dari seluruh aspek tersebut,
Muhidi menyoroti sektor sosial
yang memerlukan perhatian
ekstra karena sifatnya yang
sangat dinamis.

Merespons tantangan terse-
but, politisi ini mendorong pen-
dekatan preventif (pencegahan)
ketimbang penindakan hukum
(represif).

Ta meyakini, potensi konflik
sosial jauh lebih efektif diredam
sejak dini melalui dialog yang
persuasif. "Konsepnya harus
preventif. Jika muncul riak di
tengah warga, mari bicarakan
dengan kepala dingin, jangan
mengedepankan emosi. Bangun
budaya saling mengingatkan
dengan cara yang santun,” lan-

Lebih lanjut Muhidi mema-
parkan efek domino dari ling-
kungan yang kondusif terhadap
pertumbuhan ekonomi regional,
khususnya bagi Ibukota Provinsi,
Kota Padang.

Keamanan dan kenyamanan

‘wilayah merupakan modal sosial

yang setara nilainya dengan
pembangunan infrastruktur fisik,
“Ketika Sumbar dan Padang
aman, magnet pariwisata akan
menguat. Investor berdatangan,
sektor pendidikan semakin di-
percaya, okupansi hotel mening-
kat, dan UMKM pasti bergeliat.
Ujungnya, kesejahteraan masya-
rakat ikut naik," urai Muhidi.
Dalam kesempatan yang sa-

. ma, ia juga menyoroti pentingnya

peran tokoh masyarakat sebagai
jembatan komunikasi yang tak
tergantikan bagi warga akar
rumput, sekaligus agen penye-
lesai masalah (problem solver)
yang efektif,

Selain itu, menyikapi berla-
kunya Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) nasional
yang baru, Muhidi menyatakan
DPRD Sumbar berkomitmen
untuk segera melakukan harmo-
nisasi hukum.

Penyesuaian regulasi daerah,
terutama yang memuat klausul
sanksi pidana dan denda, men-
desak dilakukan agar tidak me-
micu tumpang tindih aturan di
lapangan.

Menutup pemaparannya, Mu-
hidi mengingatkan bahwa ikhtiar
menjaga ketertiban umum ada-
lah investasi jangka panjang
untuk -generasi masa depan.
Lingkungan sosial yang sehat
akan menjadi laboratorium pem-
bentukan karakter anak-anak
yang baik.

"Melalui sosialisasi ini, kami
ingin membentuk masyarakat
yang patuh hukum karena kesa-
daran, bukan karena ketakutan. ,
Pemerintah, aparat, dan masya- 4,
rakat harus bergerak dalam satu
harmoni kolaborasi,” pungkas-'
nya. (401)
.
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Ketua DPRD Sumbar
Ajak Perkuat Kolaborasi

PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi
menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Kota Pa.da‘ng
di Gedung DPRD Kota Padang Jumat (7/8).

Momentum hari jadi ini diharapkan menjadi batu Ioncatan
bagi Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut untuk bertransformasi
menjadi kota yang lebih maju dan berdaya saing global.

Muhidi menegaskan bahwa usia 357 tahun merupakan
refleksi dari perjalanan sejarah yang panjang. Menurutnya,
perayaan ini tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan,
melainkan harus menjadi bahan bakar untuk memperkuat
sinergi antar-lini.

. "HUT Kota Padang harus menjadi pemantik semangat bagi
seluruh warga. Kita perlu menjaga persatuan, memperkokoh
gotong royong, dan bersama-sama membawa kota ini agar
semakin nyaman dihuni serta mampu bersaing di kancah
nasional maupun internasional," ujar Muhidi.

la menambahkan, capaian pembangunan yang telah diraih
Kota Padang selama ini patut diapresiasi. Namun, tantangan
ke depan menuntut adanya inovasi berkelanjutan, peningkatan
kualitas pelayanan publik, serta penguatan pada sektor fun-
damental seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan
infrastruktur.

Untuk mencapai target tersebut, politisi ini mengajak
seluruh elemen—mulai dari pemerintah, DPRD, pelaku usaha, i
- akademisi, hingga masyarakat luas—untuk menumhuhkan Z .
- rasa memiliki (sense of belonging) terhadap daerah. Z |
. "Dengan spirit kebersamaan, saya optimistis Kota Padang

akan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif ,?'5 '
.~ dan menyejahterakan warga. Mari jadikan momentum ke-357

' ini sebagai pijakan awal menuju masa depan Padang yang

- lebih gemilang," tuturnya. |
Menutup penyampaiannya, Muhidi mengucapkan se
ulang tahun untuk Kota Padang. la berharap kota barjuhgb
Kota Tercinta ini tetap konsisten merawat nilai-nilai budaya g
Minangkabau di tengah perannya yang semakin strategis |
sebagal pusat pemerintahan, perdagangan, dan pariwism
di gerbang barat Indonesia.

"Selamat Hari Jadi ke-357 Kota Padang. Teruslah maju dan
menjadi kebanggaan masyarakat Sumatra Barat,®
pungkasnya. (401)




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

HARI/TANGGAL

I HALAMAN

s&uan 11ﬁomﬁti§*m

',,ji

matera Barat Nomor 4 Tahun
2023 tentan g Penanggulangan
Bencana kepada masyarakat

Kecamatan

:Mrgm bupampa-

dangpmaman M]D&u (9{ 8).
Kegiatan yang berla .

i P‘émddk Lweﬂ!@nﬁby *Pis
Nona” i],sﬂan Akses Bandara
Padang Pariaman, itu dihadiri
masyarakat Nagari Ketap
Turut hadir Waaglf Naganpfjég
taping terpilih, Dasman, serta
perwakilan BPBD Sumatera
Barat, Analis Kebencanaan Ahli
Muda, Acil Erbara.

‘Dalam kesempatan itu, Sitti
lzzati Aziz menckankan pen-
tinghya meningkatkan pema-
haman dan kesiapsiagaan ma-
syarakat dalam menghadapi
berbagai potensi bencana.

Menuratnya, Sumatera Ba-

tat merupakan Salah satu dacrah

yang memiliki tingkat kerawa-
nan-beneana cukup tinggi.
Karena itu, kes:apmaga:m ma-

syarakat me:njadj bagian pemmg
dalar upava mengurangi risiko
~dan  dampak bencana,

bencma
hukanlunyn
jawab
buru
- masyarakat. Karena itu, pema-
~ haman mengenai aturan dan

tah , tetapi mem-

katkan,” ujar Sitti,

an keterlibatan seluruh

o langkah-langkah menghadapi

bencana perlu terus ‘diting-

1a men elaska;l, Perda No-
mor 4 Tahun 2023 menjadi
salah satu landasan bagi peme-
rintah daerah bersama masya-
rakat dalam melaksanakan
:nangulangmbmmasm
Ea terencana, tr.:rpadu, ter-
koordinasi, dan

Sttt ju menga]ak ma-
svarakat Ketap

mengenali
potensi bencana dglhngkungan

masmg masmg serta mema-
hami langkah vang harus dila-

- kukan sebelum, saat, dan setelah
bencana terjadi.

“Yang paling penting adalah
i a masyarak];t me-
1 kesiapsiagaan.
Emgetahuan yang cukup, ta
1sa meminimalkan risiko dan
menyelamatkan lebih banyak
jiwa ketika bencana terjadi,”
katanya.,
Sementara itu, Analis Ke-
bem:maan Ahh Mmda BPBD

v

.,ag Azﬂz S031ahsa51kan Perda Penanggu

Sosialisasi tersebut sekaligus
menjadi momentum mem-
perkuat sinergi antara DPRD,
pemcrmtahr%llacmh, BPBD,
pemerintah nagari, dan ma-
syarakat dalam membangun
budaya sadar bencana.

Wali Nagari Ketaping ter-

Dasman, menyambut

gfuk kegiatan tersebut. Ia

be:ﬁxrap_ mstahsam Perda
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Dapil

PADANG, HALUAN— Wakil Ketua DPRD Suma
tera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman;
mengajak masyarakat meningkatkan kenedulia‘a
terhadap pencegahan penyalahgunaan narko
tika. la juga meminta masyarakat mengubah

pandangan terhadap pecandu narkoba yang
selama ini cenderung dianggap sebagai sam

pah masyarakat.

ikan Evi Yandr

Halitudi
§%at menyosialisasikan Peraturan

erda) Sumbar Nomor

D e e S
9 Tahun mnm
Lainnya

Pen:
tropika, 5:2 Zat Adikdf

di Gedung Rohanna Kudus,

Kompleks GOR s Salim,
Padang, (9/8) sore.
Menurut Evi, pe na atau

pecandu narkoba pada dasarn
merupakan korban yang masih
mem.lll?ikj kesempatan untuk pulih
melalui proses rehabilitasi. Karena
itu, masyarakat harus memberikan
ctii:kungau agar mereka men-
tkan penanganan tepat.
11?E"‘l\‘l bisa di ili eg:n
sembuh. Kecuali jika mereka ikut
m ba, itu urusan

berbeda dan harus ditindak secara
hukum,” ujar Evi.

upaya reha-

u
5

i

Karena iru, ia menilai imple-
mentasi Perda Nomor 9 Ta
2018 membutuhkan keterlik

#ﬂfsm dEmeﬂ:'m Fihs ‘“

paya pemerintah dan aparat .

mgﬂk hukum tidak akan op-
mal tanpa dukungan keluarga dan
lingkungan sekitar.

“Sumbar bukan lagi sekadar
daerah perlintasan, arilplajnkan
Kare_n% itu, saya konsisten me-
nyosialisasikan perda antinarkoba
ini karena ancamannya sudah
sangat masif,” tegasnya.
ueeundyreduad usised isemqeyax
edriq ueysneiGuaw Sued sonsnl
2a1e101891 werfoxd epy,,
uespedepuatr eqoyrey mmg

Auad uarsed wau

sonsnl 2aneI03593 wesdosd
i edviq vy
g . e o
f ‘HH 703 ear| Sy

e
b Tl

qur] sewsaysng uep ‘UrSuery|
] sewsaysng ‘Funedag ynq
SEWSIYSN ] ‘SE[EpUY Sewsay
BIP28IA] ISENTIqEYSs UBU

ulie 00

-

narkoba, Jadi, jangan ragu uneitk
mmﬁusagakm kesemb me-
reka,” ujarnya. 9
Sementara itu, upaya rehabili-
tasi juga did ayasan Pelita
vi Yandri sejak E?)‘}gﬂt Kep
YPIT, Syafrizn.ll., mengatakan ba-
nyak mantan pasien rehabilitasi
K:nghmﬁclahmc?:;immjalﬁni
hidupan no berhasil di
masvarakat. v
a menyebutkan, sejuml
mantan pasien YPJI bahkan
berhasil menjadi anggota
tan Darat, bequ(')a di
1, hi menjadi aparatur sipil

n‘?&m il . .
e e

TNI tan Darat, bgFI:Ncg_n_di
btﬂﬂ;ul'm drgrlaﬁa ahwa mi.;cka bisa
P berprestasi,” katanya. |
mor ¢ I

ilitasi untuk berbagi penga
laman kepagi]?escrm mengenai
proses pem i

e ala.h)\-)

gunaan narkoba. (h?‘algngm

k]
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SOSIALISAS| PERDA NO. El
' ' '_idg?oing Berp'eran Kl(fif

Mehlui aturan tni masyarakat dmuapkan tidak lagi
menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pem
bangunan di wilayahnya.

Ali Muda menegaskan, suksesnya pemberdayaan di tingkat
akar rumput sangat bergantung pada keterlibatan akiif warga,
bukan hanya tugas pemerintah semata.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui
dan memahami hak, peran, serta t&nggungjawnhnya dalam
pembangunan nagari,” ujarnya.

la juga mengatakan lemerintahan nagari di Kabupaten
Pasaman Barat (Pashar) dituntut untuk menjalankan tugas
dan kewenangannya secara transparan dan sesuai koridor
hukum.

Sebagai lini terdepan pelayanan publik, institusi nagari
memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pemba
n

Ali Muda mengingatkan agar aparat nagari, khususnya di
Kuamang Alai, memahami regulasi ini agar tata kelola
pemerintahan desa berjalan optimal.

"Kami mendorong pemerintahan nagari agar dapat
menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kabid KMA Dinas PMD Provinsi Sumbar,
Pratama Winia Nazwir yang hadir dalam forum tersebut, juga
menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah
nagari dan daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan
birokrasi di tingkat bawah. (401)

- ALI MU ii'n SH

AL PRI L LT R L Bl
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WAKIL KETUA DPRD SUMBAR, EVI YANDR]

Para Pecandu’
Bukan Sampah

PADANG-SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Sumatra
Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo
Budiman, menegaskan bahwa
masyarakat perlu mengubah
pola pikir negatif terhadap
pelaku penyalahgunaan
narkoba,

o Kt

il

Gedung Rohanna Kudus, Kom-
pleks GOR Agus Salim, Padang,
Minggu sore (9/8).

Evi menekankan bahwa
pelaku penyalahgunaan narko-
ba adalah korban. Oleh karena
itu, di kalangan penggiat anti-

adi '

e

KORAN HARI/TANGGAL HALACI':{N
Selasa, n Agustus 2026
. - (26 Syafar 1448 H}

ks an krusial
dari upaya pencegahan. De-
ngan menyembuhkan para
bengguna, masyarakat secara
tidak langsung ikut mengham-
bat perluasan peredaran nar-
koba.

Evi menyadari, berbagai

m.ijra -pemerimah dan s[:mrat

‘penegak hukum di Sumbar

selama ini belum memberikan
hasil signifikan tanpa peran

‘aktif masyarakat.

"Sumbar bukan lagi sekadar
daerah perlintasan, melainkan

sudah menjadi tempat ,perq';"
daran. Karena itu, saya kon-

sisten menyosialisasikan perda
antinarkoba ini karena anca-
mannya sudah sangat masif "
tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut,
perwakilan Dinas Kesehatan
Sumbar, Fradila, turut me-
maparkan fasilitas medisjyang

larkoba |
Masyara

kat

tersedia. Untuk Kota Padang,
masyarakat dapat mengakses
layanan rehabilitasi di Pus-
kesmas Andalas, Puskesmas
Lubuk Begalung, Puskesmas
Lubuk Kilangan, dan Puskes-
mas Lubuk Buaya.

Selain itu, layanan juga
tersedia di RSUP Dr. M. Djamil
dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin.
"Ada program restorative jus-
tice yang menggratiskan biaya
rehabilitasi pasien penyalah-

- Bunaan narkoba. Jadi, jangan
"» ragu untuk mengusahakan
- kesembuhan mereka," kata
~ Fradila.

. Upaya pemulihan ini juga
didukung oleh Yayasan Pelita
Jiwa Insani (YPJI) yang didiri-
kan oleh Evi Yandri sejak tahun
2014. Kepala YPJI, Syafrizal,
mengungkapkan bahwa ba-
nyak mantan pasiennya yang
kini sukses di masyarakat
satgi&h dinyatakan sembuh.

A\da pasien kami yang su-

bekerja di PT KAI, hingga

menjadi PNS. Ini bukti nyata
bahwa mereka bisa pulih dan
berprestasi,” ungkap Syalfrizal,
yang dalam acara tersebut juga
menghadirkan empat pasien
rehabilitasi untuk berbagi
pengalaman sebagai pembe
lajaran bagi peserta. (401)
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ANGGOTA Komisi Ill DPRD Sumbar
Pondok Indah Raya, Kelurahan Silain

Rony Mulyadi Dt. Bungsu saat menggelar Sosialisasi Perda Perlindu
g Bawah, Padangpanjang, Sabtu (8/8).

FOTO : JON KENED)

ngan Koperasi dan Usaha Kecil di Restoran

Rony Mulyadi Dorong Penguatan Koperasi dan UMKM

Padangpanjang, Rakyat Sum-
bar — Anggota Komisi IIIDPRD
Provinsi Sumatera Barat, Rony
Mulyadi Dt. Bungsu mendorong
penguatan lembaga koperasi dan
regulasi yang mengatur pember-
dayaan dan perlindungan sektor
Usaha Mikro, Kecil dan Menen-
gah (UMKM) di Sumatera Barat.,
Hal teresebut disampaikan-
nya, dalam Sosialisasi Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun
2019 tentang Pemberdayaan dan
Kecil di Restoran Pondok Indah
Raya, Kelurahan Silaing Bawah,
Padangpanjang, Sabtu (8/8).
Kegiatan tersebut juga meng-
hadirkan Wakil Ketua DPRD Kota
PadangpanjangNurafni Fitri, SH

%

memiliki daya saing” kata man-

dan Kepala Bidang Koperasi pada
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Sumatera Barat,Hilma Damanhu-
ri Djalil sebagai narasumber.
Rony mengatakan, sosialisasi
tersebut digelar untuk meningkat-
kan masyarakat,
khususnya pelaku koperasi dan
usaha kecil, terhadap regulasi ya-
ng mengatur pemberdayaan dan
perlindungan sektor tersebut,
“Sosialisasi ini kita gagas agar
masyarakat, khususnya pelakn
koperasi dan usaha kecil, me-
mahami substansi Perda Nomor
16 Tahun 2019, Dengan pema-
haman yang baik, kita berharap
koperasi dan usaha kecil semakin
kuat, mampu berkembang, dan

LREY

ungan koperasi serta usaha kecil.

tan Ketua DPRD Tanahdatar itu.
Sementara itu, Nurafni Fitri
menilai pemahaman terhadap
regulasi penting agar pelaku kop-
erasi dan usaha kecil dapat meng-
etahui hak, kewajiban serta pelu-
ang pengembangan usaha.
“Pelaku koperasi dan usaha
kecil perlu memahami hak, kewa-
jiban, serta peluang yang diberi-
kan pemerintah melalui regulasi,
sehingga mereka dapat mengem-
bangkan usaha dan meningkat-
kan kesejahteraan,” ujar Fitri.
Sebagai narasumber, Hilma

Damanhuri Djalil menyampaikan

materi mengenai substansi Perda
Nomor 16 Tahun 2019, khususnya
aspek pemberdayaan dan perlind-

Hilma menjelaskan, pember-
dayaan perlu dilakukan melalui
penguatan kapasitas dan kelem-
bagaan agar koperasi serta usaha
kecil mampu berkembang secara
berkelanjutan.

“Pemberdayaan koperasi dan
usaha kecil perlu dilakukan secara
menyeluruh, mulai dari pengua-
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HIDUPKAN KEMBALI PERAN “TUO RIMBO’

Wirman Dt. Pangeran Dorong
Perlindungan Hutan Berbasis Nagari

sl a5 @ * 1 4

ANGGOTA DPRD Sumbar Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah menyampaikan paparan dalam Sosialisasi
Perda Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

LIMAPULUH KOTA, KP - Kerusakan kawasan  dilakukan sosialisasi terhadap Perda ini. Kitaingin
hutan tidak hanya mengancam kelestarian ekolo memberikan perlindungan hukum bagi masyara
gi, tetapi juga memicu dampak negatif bagikon-  kat yang berperan serta dalam perlindungan
disi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. hutan berdasarkan kearifan lokal dan hukum
Menghadapi ancaman tersebut, Anggota DPRD  adat, baik perorangan, kelompok, lembaga adat,
Provinsi Sumatera Barat, Wirman Dt. Pangeran maupun badan usaha," ujar politisi PPP tersebut.

Nan Putiah, mendorong penguatan partisipasi Menurut mantan Anggota DPRD Limapuluh

warga hingga ke tingkat jorong untule melindungi  Kota ini, keterlibatan warga mencakup upaya pen

kawasan hutan berbasis kearifan lokal. cegahan, pembatasan kerusakan, pemberdayaan,
Langkah ini ditegaskan Wirman Dt. Pangeran  hingga fungsi pengawasan dan pembinaan.

saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Sosialisasi yang dihelat selama dua hari, Sab

(Perda) Sumbar Nomor 11 Tahun 2015 tentang  tu-Minggu (8-9/8) tersebut turut menghadirkan
Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdi-
Hutan. Kegiatan yang memanfaatkan masa reses  nal Asmin sebagai narasumber utama. (dst)
persidangan ketiga ini diikuti ratusan warga dari . 3
berbagai nagari di Kecamatan Lareh Sago Hala-
ban, Minggu (9/8).

la menilai, masyarakat sekitar kawasan hu
tan seharusnya diposisikan sebagai garda terde- |
pan penjaga kelestarian. Sumatera Barat sendiri
- secara kultural memiliki tradisi dan lembaga adat
* penjaga hutan yang dikenal sebagai 'tuo rimbo’. .
Sayangnya, peran lembaga adat tersebut kinikian
memudar tergerus tingginya tekanan kebutuhan
ekonomi.

“Peran serta masyarakat dalam memelihara
. hutan berbasis kearifan lokal dan hukum adat se-
lama ini belum berjalan optimal, sehingga perlu

ol

A
)
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SOSIALISASI PERDA NAHKU_B;

Evi Yandri Min.ta Pecaq
du Narkoba Direhabi

litasi, Bukan Dijauhi

PADANG, KP — Wakil Ketua DPRD
Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, men-
gajak masyarakat mengubah stigma ter-
hadap pecandu dan pengguna narkoba.
Menurutnya, pengguna narkoba bukan-
lah sampah masyarakat, melainkan kor-
ban yang patut dirangkul agar mampu
pulih dan kembali produktif.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat menyo-
sialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar No
mor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penya-
lahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adik-
tif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Kompleks
GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8).

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Ke-
cuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu
urusan berbeda dan harus ditindak secara hu-
kum," kata Evi.

la menegaskan, rehabilitasi merupakan lang
kah kunci memutus rantai peredaran gelap narko
ba yang kian masif di Sumbar. Pihaknya mendo-
rong masyarakat untuk membawa keluarga mau-

SELASA, 11 AGUSTUS 2026

z

. pun kerabat yang terpapar agar segera meng-
. akses fasilitas medis.

Perwakilan Dinkes Sumbar, Fradila menam-
bahkan, layanan rehabilitasi di Kota Padang kini
dapat diakses di Puskesmas Andalas, Lubuk Be-
galung, Lubuk Kilangan, Lubuk Buaya, hingga
RSUP Dr. M. Djamil dan RSJ Prof. HB. Saanin. Biaya
rehabilitasi pasien juga digratiskan lewat skema
‘restorative justice’.

Sementara itu, Kepala Yayasan Pelita Jiwa
Insani (YP)1), Syafrizal, membeberkan bahwa ba-
nya.k mantan penyalahguna yang berhasil pulih
usal menjalani penanganan tepat.

“Ada pasien kami yang sudah sembuh kini
lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, beker

ja di PT KA, hingga menjadi PNS. Ini bukt nyata
bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ujar
Syafrizal. (fai)
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WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo
Budiman menyampaikan paparan saat Sosia
lisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di

Gedung Rohana Kudus, Padang.
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BUKA BIMTEK GURU SLB

SELASA, 11 AGUSTUS 2026

z

L4

Muhidi Teka|.1kan I.’end.idikaq
Tanpa Diskriminasi

—

PADANG, KP — Pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih

] E .____\‘ .“_1,'.

dibayangi sejumlah tantangan krusial di tengah pesatnya pertumbuhan Sekolah
Luar Biasa (SLB) dan layanan pendidikan inklusif. Mulai dari keterbatasan peman-
faatan teknologi pembelajaran adaptif, minimnya sarana ramah disabilitas, hingga
kesiapan peserta didik berkebutuhan khusus menembus dunia kerja.

Persoalan tersebut diungkapkan Ketua DPRD
Sumbar Muhidi, saat membuka Bimbingan Teknis
(Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pen-
didikan Khusus/Guru SLB Angkatan |, di salah satu
hotel di Kota Padang, Senin (10/8).

Bimtek yang digagas melalui program pokir
Ketua DPRD dan ditumpangkan pada Dinas Pen-
didikan Sumbar ini diikuti sebanyak 207 tenaga

pendidik dari 56 sekolah yang terbagi dalam dua

i
Y.

orang berhak mendapatkan pendidikan yang la-

gelombang pelatihan.

Muhidi mengingatkan agar seluruh tenaga
pendidik memberikan layanan edukasi tanpa dis-
kriminasi. Selain itu, pemerataan guru serta fasili
tas pendukung pembelajaran disabilitas menjadi
PR penting yang bakal dikoordinasikannya ber-
sama Pemprov Sumbar.

"Jangan sampai ada diskriminasi. Semua

mbuka Bimtek Peningkatan
s Angkatan | di Padang.

yak," kata Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.

la juga menyoroti pentingnya penguatan ka-
pasitas guru agar proses belajar-mengajar dapat
menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan unik
tiap siswa. “Ini menjadi perhatian kita dan akan
kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat," kata Muhidi.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar melalui Ka-
bid PGTK Monica menyebutkan, bimtek angkatan |
yang digelar 10 Agustus diikuti 102 guru SLB asal
Padang, Pariaman, dan Padang Pariaman, disusul %
Angkatan Il pada 14 Agustus mendatang dengan
105 peserta,

“Pelatihan difokuskan pada penguasaan tek
nologi serta penyiapan kemandirian siswa,” ujar-

nya. (fai)
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G
Komisi V DPRD Sumbar

Pelajari Tata Kelola Olahraga
Sumsel, Cari Model Pembi

haan Atlet

OMISI V DPRD Sumatera Barat (Sum-

dear} mempelajari pola pembinaan atlet

an tata kelola olahraga di Sumatera

Selatan sebagai bahan Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah (Ranperda) Keolahragaan
Sumbar,

Studi komparatif tersebut dilakukan melalui
kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olahraga
[Di.ipora} Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Se-
lasa(11/8). Rombongan Komisi V DPRD Sumbar di-
terima Kepala Dispora Sumsel M, Alfajri Zabidi.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman
mengatakan, salah saty hal yang dipelajari dalam
kunjungan tersebut adalah pola pembiayaan dan
penganggaran olahraga, termasuk dukungannya
terhadap pembinaan atlet dan penyelenggaraan
kegiatan olahraga.

"Kita juga mempelajari pola penganggaran
agar tidak terhambat regulasi dan berdampak pada
sektor pengembangan dan event keolahragaan,"
kata Lazuardi,

Menurut dia, pembinaan olahraga tidak cukup
hanya berorientasi pada pencapaian prestasi atlet.
Sistem pembinaan berkelanjutan, kelembagaan,
sarana dan prasarana, serta kepastian pembiayaan
juga menentukan keberhasilan pengembangan
olahraga.

Karena itu, Komisi v menggali informasi men-
Egenai pola pembinaan atlet, pengembangan olahra
E3 prestasi, hingga tata kelola kelembagaan yang
diterapkan Sumatera Selatan,

Lazuardi mengatakan, hasil studi tersebut akan
menjadi salah satu referensi dalam pembahasan
Ranperda Keolahragaan Sumbar. Menurutnya, reg-
ulasi yang disusun harus mampu menjawab kebu-
tuhan nyata pengembangan olahraga di daerah,

“Kita ingin mendapatkan gambaran bagaima
na tata kelola yang berjalan di daerah lain,

A

termasuk bagaimana pembiayaan dan pembinaan
atlet dilakukan, Ini akan menjadi referensi bagi kita
dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan Sumatera Barat" ujarnya,

la mengatakan, model pengelolaan olahraga
di Sumsel tidak serta-merta diterapkan di Sumbar,
Kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kon-
disi daerah, kemampuan anggaran, serta potensi
olahraga yang dimiliki Sumbar,

Lazuardi menilai sistem pembinaan atlet perly
disusun secara berjenjang dan berkelanjutan, mu-
lai dari pembibitan, pembinaan hingga pening-
katan prestasi,

Dengan pola tersebut, potensi atlet Sumbar
diharapkan dapat dikembangkan untuk bersaing di
tingkat nasional maupun internasional.

Selain pembinaan atlet, ku{njungan tersebut
juga menjadi sarana bertukar pengalaman terkait
pengembangan kepemudaan dan membuka pelu-
ang kerja sama anta rlembaga,

Sementara itu, Kepala Dispora Sumsel M, Al-
fajri Zabidi menyambut baik kunjungan Komisi v
DPRD Sumbar. Menurut dia, pertukaran pengala-
man antardaerah dapat menjadi bahan untuk mem
perkuat kebijakan pembangunan kepemudaan dan
olahraga,

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum un-
tuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar in-
formasi, pengalaman, dan strategi dalam pengem-
bangan kepemudaan dan olahraga di masing-mas-
ing daerah," ujarnya.

Alfajri berharap komunikasi dan kolaborasi
antardaerah terus di perkuat sehingga program pe-
ngembangan pemuda dan olahraga dapat berjalan
lebih optimal.

Studi komparatif tersebut menjadi bagian dari
upaya Komisi V DPRD Sumbar mencari formula
pembinaan dan tata kelola olahraga yang lebih
terukur dan berkelanjutan untuk dituangkan dalam
Ranperda Keolahragaan. (#)

W

b

o
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KOMISI V DPRD Sumbar kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

Pravinsi Sumsel, Selasa (11/8). Kemisi

V'mempelajari pola pembinaan atlet dan tata kelola olahraga Sumsel sebagai referensi Ranperda Keolahragaan Sumbar.
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'KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 /
— i

agdadll

PALEMBANG, HALUAN — Komisi'V DPRD
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) -
mempelajari tata kelola pembinaan dan
pengembangan olahraga di Sumatera ¥
Selatan (Sumsel), mulai dari pola | ™/ ¢
pembinaan atlet, pengembangan olahraga
prestasi hingga penguatan kelembagaan

melalui studi komparatif ke Dinas Pemuda
an Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera
(Sumsel), Selasa (11/8), =

membangun ekosistem olah-
raga mampu melahirkan ng
atlet stasi,
Karenaitu, Komisi V meng- at menjadi salah satu refe-
gali informasi terkait ;:)IFa ensi untuk kemudian dise-
embinaan atlet, pengem- ‘dengan kondisi, ke-
Eﬂnganolal'm? tasihingga ~ MAampuan anggaran dan po-
tata kelola ke enﬁlﬁt:gaan yang, teask "‘%m 3
diterapkan di Sumsel. Penga-  Dengan tata kelola yang
lammmbutnmun}ramm lebih baik, pembinaan ater
bahan evaluasi sekaligus re- diharapkan tidak dilakukan
ch}et;i;r:ialam penyusunan  S€€ara sporadis, melainkan
ebij olahraga di Sumbar.  '€rencana sejak tahap pem-
lazuardimengamknn, studi b”f‘hl_tan, pembinaa‘n Fl,ﬂlljlgga
"'-"kme ”ﬁgfpféﬁ i .. &laimkan It)chcbut ﬂ;@;ﬂ;}ég %I;:hr
Emcltlnm an yar #. gkan EOtEHSibaﬂct Sur}r:bar;dacFai
: ' heolahragas etkembang maksimal dan
By : Penganggaran " tidak _._!_:cr enti pada ‘aspek.  mampu bersaing di tingkat
| et | SRS e ! o g e
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anggaran agar tidak @ |
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si Sumatera Barat (Sumbar)

i, daan dan olahraga,
- la berharap sinergi vang
3 n dapat memberikan
: k«c.fqt_rigl:lsi positif terhadap
+ lahiraya generasi muda vang
ireatiﬂ berprestasi dan
memiliki daya saing,
*“Kunjungan kefja ini men-

i’:ﬁ’-momcnmnx unmuk mem-

- ;
. ererat silaturahmi sekali
o o sl sl
i dan pengalaman antar- man dan strategi da;am pe-
“daerah penting untuk mer—na:.;-mfgmbmgmkcpemudmdan

perkuat kebijakan serta prog- o ahrkﬁa- di masing-masing
ram pembangunan kepem - dacrah,” ujarnya.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

tere ~mamﬁ'atajarl tata kelola pembinaan 'dan
a di Sumatera Selatan (Sumsel), mulai dari pola pembinaan atlet,

W’ma penguatan kelembagaan melalui studi komparatif ke Dinas
spora) Provinsi Sumatera Selatan Sumsel), Selasa (11/8).

Menurut Alfajri, kolaborasi
antardaerah perlu térus diper-
kuat agar berbagai program
pengembangan pemuda dan
olahraga dapat berjalan lebih
optimal serta ' memberikan
dampak nvata bagi masyarakat.

Studi komparatif tersebut
sekaligus menjadi bagian dari

"Komitmén - Komiigi \' DPRD
Sumbar untuk mendorong
lahirnya tata kelola olahraga
vang lebih profésional, terukur,
berkelanjutan dan berorientasi
pada prestasi. (h/len) :




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

HARI/TANGGAL

HALAMAN

KORAN PADANG |

SABTU, 15 AGUSTUS 2026

o

Simak Pidato P;esiden Prabowo, Muhidi

PADANG, KP — Ketua DPRD Sumbar, Muhidi,
mengajak seluruh elemen masyarakat untuk
memperkuat kebersamaan dan komitmen ke-
bangsaan dalam men gisi kemerdekaan sekaligus
melanjutkan pembangunan daerah,

Pesan tersebut disampai kannya usai memim
Pin Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda
mendengarkan pidato Presiden Rl Prabowo Subian
to dalam rangka Sidang Tahunan MPR R serta
Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang
Sidang Utama DPRD Sumbar ini turut dihadiri para
Waldl Ketua DPRD Sumbar, yakni Evi Yandri Rajo
Budiman, Nanda Satria, dan Iqra Chissa. Dari pihak
eksekutif, hadir Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ru-
seimy besertajajaran dan unsur Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar.

Muhidi menyebut, pidato kenegaraan Presi-
den tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Ke-
merdekaan RI, melainkan jugainstrumen penting
bagi daerah untuk mengukur capaian sekaligus

Tekankan Pentingnya Evaluasi Kinerja

mengevaluasi program kerja yang masih berjalan,

"Kita sama-sama telah mendengarkan lapo-
ran atas kinerja lembaga-lembaga negara yang
disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia
Pada Sidang Tahunan MPR RI dan pesan-pesan
kemerdekaan pada Sidang Bersama DPR Rl dan
DPD RL” tutur Muhidi,

Menurutnya, laporan kinerja tersebut mem-
beri gambaran objektif mengenai sejauh mana
efektivitas lembaga negara dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat, yang juga menjadi tolok
ukur akuntabilitas bagi publik.

Menyesuaikan dengan tema HUT Rl Indone-
sia Berdaulat, Adil dan Makmur', Muhidi mene-
gaskan bahwa pembangunan Sumbar harus terus
diakselerasi dengan menjaga nilai budaya dan

it vhalss :

kaan, mari kita lanjutkan pembangunan daerah
yang sedang dikerjakan agar Sumatera Barat se-
makin maju, sejahtera, serta beradab dalam
bingkai NKRL,” tutupnya. (fai)

i o (g

KETUA DPRD Sumbar Muhidi mengetok palu saat memim

pin Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan
RI pada Sidang Tahunan MPR Rl serta Sidang Bersama DPR
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DILEPAS DARI PADANG PANJANG

762 Anggota Kontingen Pramulla

:".;Gi' ]= 1 yang
tergabung dﬂmrlﬁ:nﬂuguu Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumatera
Bars memulai pe-rjnhnln mamﬁu Jnaimrpa Nuipnal (m
P ] 1-2 . . | g menjadi

g dilak Kntm Kw:rﬁkd:(ianm I‘ruluh
uma.larq arat otnaldy ampingi W; ta Padang Panjang
_{ dll&v h&hmlflﬁﬁda&ou Padang Panjang,

yak 762 d:ng m'p.bung dalam kontingen Sumbar
tas peserta Jambore Pramuka Penggalang, Elmp{:n!g

‘pendamping, serta unsur
agar seluruh peserta tidak hany

gﬂﬂmt tetapi juga men umbi&
miliki kese M -/ 1.::!‘-i Ja:mmnmmmn'i
me

budaya Sumbar dan m wmmmmtﬁndenm

la mwnr?mhnh Kota Padang Panjang yang telah
memfasilitasi pelepasan kontingen Smnharu%{enmuhlyu. Jamnas
menjadi kesempatan b bagi peserta untuk mendapatkan
pengalaman I!nﬂlm mereka ymlg hm pertama kali

ng-orang yang dipilih Immkmmhiﬁsm
Ini meruy ek . . Manfaatkan kesempatan ini untuk
mendapatkm “dan bertemu dengan Pramuka dari
Smm ftu, m:. Hendri yang juga Ketua Majelis Pembimbing
Panj mmgltl,kl:n kahenngka.}nzn%w adang P“h g A Bll:i
ang ari P anjang mem
makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan
unmmm nama Sumbar ke tingkat nasional. 2o
ta Padang Panjang inilah adik-adik memulai perjalanan
membawa nama Sumatera Barat. Kami berharap perjalanan ini

a:éadi awal da.ri penplumm yang baik dan prastui fug
manslnguhm peserta menjaga nama baik Stlﬂnr
melalui sikap disiplin, santun, mum duhenmgmmgjam Ia

B e g

T a 8 me on

manj;]:ii ;Bniul, e mle me nlumxim l?ml:ﬁpr.
terhadap lingkungan

kepemimpinan, 1 :

setelah kembali ke daerah,
hhmmmmmdmmwuwmwnﬂummu

- Sekretaris Daerah Kuartini Deti Putri, Kepala Kantor Kementerian

 Agama H,Dlnmbﬂmbkompdmmmm
pqldut
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SOSTALISASI PERDA OLEH WAKIL ﬁETUA DPRD SUMEAR

Evi Yandri Ajak Warga Rang

PADANG - SINGGALANG

Wakil Kot 2 DPRD
surnatra Baru { Sumbar), Evi
Yandri Rajo 8udiman,
imenegaskan bahwa
masyarakat periu mengubah
pola pikir negatif terhadap
pelaku penyalahgunaan
narkoba. Menurutnya, para
pecandu bukanlah sampah
masyarakat, melainkan
korban yang bisa sembuh,
kembali berkontribusi, bahkan
berprestasi,

‘Mereka bisa direhabilitasi dan
sembuh. Kecuali jika mereka ikut
mengedarkan narkoba, itu urusan
berboda dan harus ditindak secara
hukum.” tjar Evi Yandri saat
ienyosialisasikan Peraturan Dae-
rah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pencegahan Penyalah-
gunasn Narkotika, Psikotropika,

dan 2&1Adiktii‘ Lainny: ‘
va di Gedu
Rohanna Kudus, Kompleks Ggg

Agus Salim, P
(/872026 " "€ Minggu sore

narkoba. Evi menyadari, berhagai

upaya pemerintah dan aparat

penegak hukum di Sumbar selama

ini belum memberikan hasil signi-

fikan me. peran aktif masyarakat.
S a

r bukan lagi sekadar |

daerah perlintasan, melainkan
sudah menjadi tempat peredaran.
Karena itu, saya konsisten me
nyosialisastkan perda antinarkoba

ini karena ancamannya sudah
sangat masif,” tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut,
perwakilan Dinas Kesehatan Sum-
bar, Fradila, turut memaparkan
fasilitas medis yang tersedia. Untuk
Kota Padang, masyarakat dapat
mengakses layanan rehabilitasi di
Puskesmas Andalas, Puskesmag
Lubuk Begalung, Puskesmas Lubp’

Kilangan, dan Puskesmas Lubuk
Buaya. Selain itu, layanan jugaj
tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan
RS Jiwa Prof. HB, Saanin. ;

"Ada program restorative jus-
tice yang menggratiskan biaya
rehabilitasi pasien penyalahgu-
naan narkoba. Jadi, jangan ragu
untuk mengusahakan kesembuhan
mereka,” kata Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didu-

&

q
)
v

kul Pecandu Narkoba un
tuk Direhabilits2:

i " pmlirf] :;-.gnegmk?a?;h;“pdl I kung o(l;#ﬂ‘;’ayya;s;ré'hhu JS:;
i korban. Oleh kareng i:u ad?]::&h Evi Yandri sejak tahun 2014.
¥ u%a.n enggiat antinarkohs " [ Kepala YPJI, Syafrizal, meng-

le _ih_m antinarkoba, mareka . ungkapkan bahwa banyak mantan

tepat :
%@mmw[m’ % pasiennya yang kini sukses di

& masyarakat setelah dinyatakan E

A TR S

rehabilitasi, dan disembuhkan
Daripada mereka terciduk apu:':i
hu‘kdm. sebaiknya lebih duly diba-
wa untuk rehabilitasi " paparnya.
la menambahkan, rehab
merupakan bagian krusial dari
z;p:gla pencegahan. Dengan me-
: para pengguna, ma-
syarakat secara udal;; langsun Eﬂt ;
menghambat perluasan pe an

sembuh.
"Ada pasien kami yang sudah |

sembuh kini lulus menjadi anggota

TNI Angkatan Darat, bekerja di PT

KAL hingga menjadi PNS. Ini bukti -

nyata bahwa mereka bisa pulih dan iy

berprestasi,” ungkap Syafrizal, *

yang dalam acara itu juga mengha-

dirkan empat pasien rehabilitasi

untuk berbagi ﬁnga[aman sebagai

' pembelajaran bagi peserta.()

-

i o P, S

S0 Yool L 06 TR et o

(U —————
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BIMTEK KOMPETENSH GURU PENDIDIKAN z:ﬁmtw

Ketua DPRD Sumbar coqosm
nm:a_n__r jadi Inspirator Siswa

_fo»zn w_:mg_bzm . Pendidikan Khusus di Kota

Ketua Dewan _u_u__._....n_aw:
Rakyat Daerah (DPRD) '
Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar), Muhidi,
menekar.nan pentingnya
penguasaan keterampilan
bagi para pendidik. Hal
tersebut krusial dalam
menghadapi arus perubahan

teknologi dan informasi yang

kian cepat.

-Pernyataan itu disampaikan
Muhidi saat menghadiri se-
kaligus membuka kegiatan
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Peningkatan Kompetensi Guru

Padang, Senin (10/8).
Langkah ini sejalan dengan

- komitmen DPRD Sumbar da:

lam nﬁﬁuﬁw:& kualitas ke-

. pemimpinan, manajemen, ser-

ta mutu. uwﬂ&&wﬁ. di ranah
Minang.

Dalam a.ﬁrmubqw K___E&
‘mendorong tenaga pendidik
(tendik) agar tidak sekadar
mentransfer ilmu secara kon-
vensional di kelas.

Pendidik Bumrrﬁ &Enﬁ.
mampu bertransformasi men-
jadi sumber inspirasi, fasilitator
yang andal, serta motivator
bagi para peserta didik.

"Jika ibu-ibu datang ke
sekolah hanya untuk mengajar,
maka kualitas peserta didik

- pasti berada di bawah kualitas

ibu-ibu sekalian. Itu sudah

pasti, karena belum tentu apa
yang diajarkan dapat diserap
secara baik oleh siswa,” ujar
Muhidi di hadapan peserta.

Oleh karena itu, ia meminta

guru Emnmounﬂhwpn fungsi-
fungsi edukasi modern lainnya.

"Gunakanlah fungsi yang
lain, yaitu sebagai inspirator,
fasilitator, dan motivator. Ben-

- tuklah karakter siswa sehingga

mereka memiliki rasa tanggung
jawab, kejujuran, serta ke-
mandirian,” imbuhnya.

Mubhidi juga menambahkan
bahwa guru harus mampu
bertindak sebagai agen peru-
bahan (agent of change) yang
membentuk karakter kuat pada
generasi muda.

Di tengah tantangan era
digital, peran guru sekolah luar

biasa (SLB) menjadi fondasi

/'

utama dalam melahirkan sum-
ber daya manusia (SDM) yang
mandiri untuk mendukung visi
jangka panjang Indonesia.
Bimtek Peningkatan Kom-

petensi Guru Pendidikan Khu-
sus ini digelar secara berke-
lanjutan guna mendongkrak
kompetensi profesional para
guru SLB.

Selain itu, program ini bertu-
juan memperkuat implemen-
tasi sistem pembelajaran yang
inklusif, adaptif, dan berpusat
pada kebutuhan spesifik pe-
serta didik berkebutuhan khu-
5us.

Agenda strategis ini diikuti .
oleh puluhan Guru SLB yang
berasal dari tiga wilayah kerja,
yakni Kota Padang, Kabupaten -
Padang Pariaman, dan Kota
Pariaman. (401)
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Warg Ketaping Diajak

'Kenali Potensi Bencana

PADANG PARIAMAN - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi
Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menyosialisasikan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan
Bencana kepada warga Nagari Ketaping, Kecamatan Batang

 Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu pagi (9/8).

"Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab

erintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen

~masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman regulasi dan
langkah evakuasi harus terus ditingkatkan," ujar Sitti,

Sitti menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023
menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan
masyarakat untuk bergerak secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, serta menyeluruh.

la juga mengajak warga Ketaping mengenali potensi
bencana di lingkungan sekitar demi memahami langkah
antisipasi sebelum, saat dan pascabencana. _

"Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, Dengan bekal
pengetahuan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko
sekaligus menyelamatkan lebih banyak jiwa saat terjadi
darurat,” tambahnya.

Senada dengan hal itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda
BPBD Sumbar, Acil Erbara, mengingatkan bahwa masyarakat
adalah garda terdepan saat bencana melanda.

Menurutnya, penguatan kapasitas warga di tingkat nagari
harus menjadi prioritas bersama.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, mengapresiasi
edukasi regulasi ini. [a berharap sosialisasi tersebut mampu
memberikan panduan praktis bagi warga dalam menghadapi

situasi darurat di lapangan. (401)

M ]
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Ketua DPRD Sumbar
Dorong Guru Jadi Ins
prrator Peserta Didik

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar),
Muhidi, menekankan pentingnya tenaga
pendidik (tendik) memiliki keterampilan
atau skill, terutama dalam menghadapi
perkembangan teknolagi dan informasi
yang berlangsung begitu cepat.

Halito disampaikan Muhidi ~ Meaurutaya, gurujugaha- .o erpusat pada kebutuhan

didik berkebutuhan
Tek. rakter peserta didik agar me- Ehesmem,s. i

: rus mampu membentuk ka-
buk Bimbi

nis Peningkatan Kompetensi

ggf{ua)f’mdkiﬁm[{hnms,senin
Muh1d1 mendorong tenaga
pendidik tidak hanya hadir di

sekolah untuk mengajar, tetapi
juga mamg:_meniadi sumber
i, tasilitator dan moti-
vator bagi peserta didik. Peran
tersebut dinilai penting untuk
mendorong siswa lebih giat
belajar dan memiliki semangat
untuk meraih masa depan yang
lebih baik.
Selain itu, juga me-
: miliki peran sgtruar:legl};gadalam
by membentuk karakter peserta
e didik sekaligus menjadt agent of
A T éblitmge di lingkungan pendi-
o :

sekolah hanyar

tentu apa yang diajarkan diserap
yang lain, yaitu sebagai ins-

wRY m # u’ghiu—h%dl.

“Kalau ibu-ibu datang ke

W peserta didik pasti di bawah o
Ealms’ ibu-ibu. Karena belum '

dcngan baik. Gunakan fungsl B R S

pirator, fasilitator dan mo-

thki rasa tanggung jawab,
kejujuran dan kemandisian. -

--.la menilai, peningkatan
kompetensi guru menjadi hal

penting seiring perubahan
zaman dan perkembangan
teknologi, Karena itu, gury
dituntut terus meningkatkan

“mpuan agar proses pem-
belajaran. tmenyesuaikan

gedfkgﬂn kebutuhan peserta

Bimbingan Teknis Pening-

katan Kompetensi Guru Pen-
didikan Khusus tersebut di

untuk meningkatkan kom-

petensi profesional guru pen-
didikanEhusus,_ ali mp;_
etkuat implementasi pem-
lajaran yang inklusif, tif

T L
(R

£
s

S
R \\

Pcssi‘élnh Biasa (SLB)

ari Kota Padang, Kabupaten
Padang Pariaman dan Kota
Pariaman. (h/adv)
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PADANG, HALUAN —
Fenomena udarabcrl\ahutyang
terlihat menvelimuti Kota
Padang dan sejumlah wilayah di
Sumatera Barat dalam be-
berapa hari terakhir mendapat
erhatian dari Wakil Ketua
PRD Provinsi Sumatera
Barat, Nanda Satria.
Fenomena baze atan udf;ra
akan

berkabut merupakan kondisi
ketika udara dipenuhi partikel-
partikel sangat kecil dan kering

yang tersuspensi di atmosfer,
seperti debu, aerosol, asap,
maugun poiutan Kondisi
tersebut membuat pandangan
terhadap objek yang jauh
menjadi gm:g‘f‘ilas dan langit
tampal-: berkabut atau keabu-

a:?( berbeda dengan kabut
biasa. Kabu

t umumnya ter-
bentuk dari butiran air, se-
dangkan bage lebih banvaL

garuhi partikel kering di
dara. -

Kondisi udara yang tampak

berkabut tersebut sebelumnya

dengan minimnya curah
kondisi udara yang kmag
lemahnya pergerakan
serta adanya sumber parti
dari aktivitas manusia mdupuu
g;]lgkungan di Sumatera Barat
m beberapa hari terakhir. -
- Kondisi itu memb:
- mukaan tanah mer

&ltnosfar dan mehvehabfmn
]ﬁakpﬂmdangberkung.
- Nanda Satria mengatakan,
-~ kondisi tersebut perlu menjadi
hatian bersama, terutama
ﬁ;ena perubahan kondisi
aapat berdampak
aktivitas

dijelaskan BMKG berkuan  vang

i Lot

PADANG DISELIMUTI KABUT

Nanda Satria Imbau Warga
Tidak Panik dan Tetap Waspada

wrm?qumew Sumatera Baral, Nanda Satria.

cﬁja.l'a_;:'ray&.- :

“Kita ‘memahami dulu
penyebabnya secara tepat.
Jangan sampai masyarakat
ANGSUNg 11 bahwa
udaraberkabutxm merupakan
kabut  akibat karan.
Informasi dari BMKG perlu
menjadi rujukan agar masya-
ra.kat mendapatkan mformaqr

benar,” u}arflghmd& di
I’ndmg Kamis (13/8)

Menurufnya, kondisi udara
berkabutg, uga perlu diantisipasi

erl

apabila angsung dala

waktu cukup lama. Sclam

berpotensi mengurangi jarak
kondisi atmoster vang

m&"‘f-ﬁi‘h“f*‘f&ﬁ

di Eate:usi kondisi “udara ber-
fkawasm lainnya di

dit juti.

“Kita berharap kondisi ini
tidak berkemban men;ach
perspalan yang lebih serius.
Pemantauan harus terus dila-
kukan, terutama terhadap
E:Itenm tittk panas dan keba-

an lahan. Masyarakat j

harus ikut menj L
dan tidak melakukan aktivitas

ang dapat memicu keba-
imn," katanya.

lajuga mengjmbau masya-

rakatuntuk
kondisi cuaca se melakukan
aktivitas di luar . Bagi

masyarakat yang berkendara,

n.nnmnapadapaglmuheﬁkammk

: _pa.ud..mg bcrpoxensl mm

padaan dan menvesualkan
Y gmgnmnkmdam
erdasarkan pembaruan

rakiraan BMKG pada 13
Kora Padang masih mencatat

but”, sementara bebmpa'

i kondisi kabut/asap
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Nanda Satria Im

PADANG - Wakil Ketua
DPRD Pri Sumatra
Barat (Sumbar), Nanda
Satria, mengimbau masyara
kat untuk menjaga kesehatan
dan mengenakan masker
saat beraktivitas di luar
ruangan. Langkah ini perlu
diambil untuk menganti-
sipasi dampak fenomena
udara berkabut yang
menyelimuti Kota Padang
dan sejumlah wilayah
Sumbar dalam beberapa hari terakhir.

Selain menjaga kesehatan fisik, Nanda
meminta warga yang berkendara,
terutama pada pagi hari saat jarak
pandang berpotensi menurun, untuk
meningkatkan kewaspadaan dan
menyesuaikan kecepatan kendaraan.
Warga juga diharapkan selalu
memperhatikan kondisi cuaca sabaimn
beraktivitas di luar

"Yang paling penting sehrnng adala.h
masyarakat tidak panik, tetapi tetap
waspada. [kuti informasi resmi dari
BMKG dan pemerintah daerah. Kalau
kondisi udara semakin memkuruk atau
jarak pandang semakin terbatas, tentu
kita harus lebih berha. ti dalam
beraktivitas,” ujar Nanda, Kamis (13/8).

dea?;ga menglngatkm masyarakat
lmtuk' ner ngkungan daugan

saat ini perlu diwnspadni karena
berpotensi meningkatkan risiko
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
beberapa wilayah. 3

"Kita berharap kondisi ini tidak
berkembang menjadi persoalan yang
lebih ‘serius. Pemantauan harus terus

dilakukan, terutama terhadap potensi titik

4 {7 e panas (hotspot). Masyarakat juga harus
; : ikut menjaga lingkungan dan tidak
melakukan aktivitas yang dapat memicu
kebakaran,” katanya.
o i S ~ Terkait hal mraahut. Nanda meminta
AR e | pemerintah daerah bersama instansi
terkait untuk terus melakukan
pemantauan intensif terhadap

# '_'I"' o4 udara dl Sumbar Lnngkah anﬂsipasi ini

bau Warga Padang |
dan Jaga Kesehatgn di Teng

Nanda Sutria, S.1P

diar R R i b B

perkembangan kondisi cuaca dan kualitas
tertentu.(401)

ah Udaré Berkabut

t éﬁéﬁ‘ﬁnm&

dapar. segera diketahui dan
ditindaklapjutl. .,

la juga | menglﬁﬁatkan agar
'masyarakat tidak langsung
mengambil kesimpulan
sendiri secara sepihak terkait
fenomena ini;

"Kita perlu memahami dulu
~ penyebabnya secara tepat.
Jangan sampai masyarakat
langsung menyimpulkan
bahwa udara berkabut ini merupakan
kabut asap akibat kebakaran. Infoermasi
dari BMKG perlu menjadi rujukan agar
masyarakat mendapatkan informasi yang

" benar," tambah Nanda.

Sementara itu, Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

.sebelumnya telah meujelasl:m hahwa

* kondisi udafay
" berkabut H‘I.l

! mnya
curah hujan; ‘!ondisi udara yang kering,
lemahnya pergerakan angin, serta
adanya sumber partikel dari a.ktlvitls
manusia maupun lingkungan di Sumbar
selama beberapa hari terakhir. Kondisi
tersebut membuat permukaan tanah
menjadi lebih kering sehingga partikel-
partikel kering lebih mudah bertahan di
atmosfer dan menyebabkan jarak
pandang berkurang.

- Fenomena ini dikenal sebaga.l haze
atau udara kabut, yaitu kondisi ketika
dipenuhi partikel-partikel sangat
kering yang tersuspensi di

annosi’er. seperti debu, aerosol, asap,
. maupun polutan. Hal ini membuat

pandangan terhadap objek yang jauh
menjadi kurang jelas dan langit tampak
keabu-abuan. Haze berbeda dengan
kabut biasa karena kabut umumnya
terbentuk dari butiran air, sementara

‘haze lebih banyak dipengaruhi oleh’
partikel kering di udara. i

Berdasarkan pembaruan prakiraan
BMKG pada 13 Agustus 2026, sejumlah
wilayah Kota Padang memang masih
mencatat potensi kondisi "udara
berkabut", sementara beberapa kawasan '
lainnya diprakirakan mengalami kondisi
kabut atau asap pada periode T K

- Cg N
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Komisi V DI
Ranper

PALEMBANG, HALUAN — Komisi V DPRD

. &
RD Sunbr

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar] mem-
pelajari tata kelola pembinaan dan |:na|-l
ngembangan olehraga di Sumatera Sela-
tan (Sumsel), mulai dari pola pembinaan
atlet, pengembangan olahraga prestasi
hingga penguatan kelembagaan melalui:
studi komparatif ke Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera
Selatan (Sumsel); Selasa (11/8).

Studi komparanf tersebut

dilakukan sebagai bagian dari
upaya Hor'm:cia\%ljpmuﬁt-j
bar meneari referensi dalam
pembahasan Rancangan Per-
aturap Daerah (Ranperda)
tentang iceolahragaan Sumbar.
Kunjungan Komisi V DPRD
Sumbar ke Sumsel disambut
Kepala Dispora Sumsel, M.
Alfajri A

Ketua Komisi V DPRD
Sumbar, Lazuardi Etman,
' tersebut

menjadi momentum untuk

menggali Sumsel
dalam mmpg elola sektor olah-

raga, .'kh@u;:ga terkait pola

pembiayaan

atlet serta pe

SERaAR.
juga mempelajari

terhambat

dampak pada sektor pcn%em-
bangan dan event keolah-

ragaan,” kata Lazuardi.

Menurutnya, pengemba-
- 0gan olahraga tidak hanya
" berkaitan prestasi atlet. }
4 Tatakelola istern
i pembinaan berkelanjutan, du-

E“ﬂg*m' sarana dan prasarana, |

menisd bagia pentiog dat |

! olaan olahraga v:
sistem | pengel 'Sma:lhrggamg

membangun ekosistem olah-
E mampu melahirkan
a g:;grcsmm

Karena itu, Komisi V meng- .
gali informasi terkait ;gij"
embinaan atlet, pengem-
0 PIBSﬁSlh.‘I.!IggR
tata kclom yang
diterapkan di Sumsel. Penga-
bahan evaluasi sekaligus refe-
rensi dalam sunan ke-

bijakan o i Sumbar.
hhm&nr :

mengatakan, studi
komEareti-f' penting dilakukan
tidak berhenti pada ak
api mampu menija-

an nyapfa dalam

LITDET OOIAINT

kebu

pengembangan olahraga di
| ga i

“Kita

referensi l;agi kita dalam me-

nyusun kebijakan yang sesuai '

dengan kebutuhan Sumatera
Barat”’ ujarnya.

Ia menambahkan, model

dapat menjadi salah saru gefe:
rensi untuk kemudian dise-
suaikan dengan kondisi, ke-

mampuan anggaran dan po-
tensi olﬂhraga%gumba: %
Dengan tata kelola yang
lebih baik, pembinaan atlet
diharapkan tidak dilakukan
secara sporadis, melainkan
terencana sejak tahap pem-

b_iblitan, pembinaan hin ga
pmmgkatanpresmuln_angiah
: g
Eotcnsi atlet Sumbar dapat
erkembang maksimal dan
mampu bersaing di tingkat
nasional maupun internasional.
Selain bertukar informasi,
untuk membuka ruang
nikasi dan kerja sama antarlern-

baga dalam pengembangan
e dgn ,

kepem
Sementara itu, Kepala Dis-
pora Sumsel, M. Alfajri Zabidi,

menyambut baik kunjun
" Komisi V DPRD Sumbar.é.

Menurutnya, pertukaran infor- -
masi dan pengalaman antar-
daerah penting untuk mem-
perkuat kebijakan serta prog-
ram pemban kepemu-




Ia btrhamp smcrﬁ
te

kontri usi posmf terhadap
lahirnya generasi muda yang
aktif, kreatif, berprestasi dan
memiliki daya saing,
“Kunjungan ketja ini men-
jadi momentum untuk mem-
Eﬂ ererat silaturahmi s 5
tukar mformaﬂ,
man. dan strategi dalam e~
bangan kepemudaan gan
ahraga di masing-masing
u]amya,

STUDI ko
Selatan
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Menurut Alfajri, kolaborasi
antafdurahpeﬂmerus diper-?

bamgan uda dan
Iﬂhn‘gh dapat 'beqalm lebih™
optimal serta memberikan
dampak nyata
Studi Rom !
sekaligus men;
komitmen Ko}:udlm DPRD
Sumbar untuk m,endo:ong.
lahirnya tata kelola o
Iebih profesional, terukaur,
E:fdmumn dan berpn:nmsa
pada prestasi. (*¥)

omparatif Komisi V DPRD Sumbar ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera
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DPRD Sumbar Ketok
Palu KUA-PPAS 2027
dan Perubahan 2026

PADANG, KP -
DPRD Sumbar
menggelar maraton
rapat paripurna den-
gan tiga agenda
strategis sepanjang
Jumat (14/8). Pemba-
hasan intensif dari
pagi hingga malam
tersebut bermuara

rex | padapengesahan Ke-
L . MAIFRIZON sepakatan Kebijakan
Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Rangkaian sidang diawali pagi harinya
dengan mendengarkan Pidato Presiden Rl pada
Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama
DPR dan DPD RI Tahun 2026. Maraton dilan-
i jutkan dengan penyampaian pendapat akhir
fraksi-fraksi, hingga bermuara pada pengambi-
lan keputusan bersama pada malam hari.
Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon mem-
beberkan, penuntasan dua dokumen pengang-
garan ini sangat krusial karena menjadi fondasi
utama penyusunan Perubahan APBD 2026
serta APBD 2027.
"Dua agenda tersebut penting sebagai
landasan penyusunan Perubahan APBD 2026
dan APBD 2027,” ujar Maifrizon.
la juga menegaskan, proses ketok palu ke-
sepakatan anggaran telah berjalan sah sesuai
aturan tatib DPRD Sumbar lantaran jumlah leg-
islator yang hadir melebihi ambang batas kuo-
rum dua pertiga anggota. Penetapan ini memas
tikan arah program pembangunan Sumbar un-
tuk dua tahun anggaran ke depan tetap ber-
ok e R jalan di jalur yang tepat. (fai)
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KUA-PPAS 2027 Disepakati
Rp5,976 Triliun, DPRD Sumbar

Dorong Optimalisasi Pendapatan

PRD dan Pemerintah Provinsi Su-

matera Barat menyepakati Kehi-

jakan Umum Anggaran dan Prio-
ritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) 2027 dengan proyeksi belanja
daerah Rp5,97 triliun, Dj tengah ruang
fiskal yang terbatas, DPRD meminta
anggaran tersebut diarahkan pada pro-
gram yang benar-henarmenjadi prioritas
dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sum-
bar, Jumat (14/8). Dalam fapat yang sama,
DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati
Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026,

Ketua DPRD Sumbar Myhidi mengatakan,
kesepakatan ity menjadi dasar bagi pemerin-
tah daerah untuk menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
2027 dan Perubahan APBD 2036, Namun, ia
mengingatkan keterbatasan kemampuan
fiskal harus menjadi perhatian dalam menen-
tukan arah penggunaan anggaran.

“Kesepakatan inj menjadi pijakan awal
menuju pembahasan APBD, Tantangan beri-
kutnya adalah memastikan ruang fiskal yang
terbatas diarahkan pada program yang benar-
benar prioritas,” kata Muhidi.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang
telah disepakati harus diterjemahkan dalam
Program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi
anggaran yang terukur. DPRD juga mene-
gaskan angka pendapatan dan belanja dalam
KUA-PPAS 2027 Maupun Perubahan KUA-
PPAS 2026 masih akan didalami dalam pem-
bahasan Ranperda APBD,

Pendapatan 2027

Ditargetkan Rp6,03 Triliun

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan
daerah Sumbar ditargetkan Rp6,03 triliun.
Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Rp3,26 triliun, pendapatan
transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain penda-
Patan daerah yang sah Rp17,87 miliar,

Sementara ity, belanja daerah diren.
canakan Rp5,97 triliun, terdiri dari belanja op-
erasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708.60
miliar, belanja tidak terduga Rp3 5 miliar, serta
belanja transfer Rp932,64 miliar,

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan,
Penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertim-
bangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan
pemerintah pusat, serta arah pembangunan
daerah, Keterbatasan anggaran, katanya,
membuat pemerintah harus lebih selektif
dalam menentukan alokasi, "Dengan keter-
batasan anggaran yang tersedia, kita beru-
Paya agar anggaran yang terbatas tersebuyt
dialokasikan secara tepat,” ujarnya.

Pemprov Sumbar menargetkan pertum-
buhan ekonomi pada 2027 mencapai 6,9
persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun
menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran
terbuka 5,23 persen, dan Indeks Pemba;
nan Manusia meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut mengacy pada tema
pembangunan Sumbar 2027, yakni "Aksel-
erasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial,
dan Ketahanan Pangan®,

Delapan Prioritas Pem bangunan

Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah
menetapkan delapan prioritas pembangunan,
Di antaranya pemerataan pendidikan dan
peningkatan kualitas kesehatan, penguatan
lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan,
pengembangan nagari dan desa, serta pen-
Euatan Sumbar sebagai Pusat perdagangan
dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat,

Prioritas lainnya meliputi pembangunan
infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh
terhadap bencana, Ppenguatan kehidupan be-
radat dan berbudaya, peningkatan daya saing
pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan
UMKM, serta pembenahan tata kelola pemer-
intahan dan pelayanan publik,

DPRD Sorotj PAD

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD
juga menyoroti kondisi PAD vang dinilai
belum optimal. Sejumlah sumber penerimaan
pada semester | 2026, seperti Pajak Air Per-
mukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak
Alat Berat, belum mencapai target maksimal.

DPRD menilai kondisi tersebut tidak be-
rarti potensi pendapatan daerah telah berku-
rang. Pemerintah daerah masih diminta meng
optimalkan pemungutan dan menggali sum-
ber pendapatan Lain yang sah untuk mening-
kathkan PAD.

Perubahan APBD 2026

Sementara dalam Perubahan KUA-PPAS
2026, pendapatan daerah ditargetkan menca
Pai Rp6,61 tritiun atau bertambah Rp315,84
miliar dibandingkan target awal Rp6,29 tril-
iun.

Belanja daerah juga meningkat menjadi
Rp6,97 triliun atau bertambah Rp570,01 mil-
iar dari alokasi awal sekitar Rp6,40 triliun, Pe-
rubahan tersebut turut mempertimbangkan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuan-
Ban atas Laporan Keuangan Pemerintah Dae
rah 2025,

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2025 sebesar Rp284,67 miliar,

Sebanyak Rp155,66 miliar di antaranya
merupakan sisa dana Transfer ke Daerah yang
telah ditentukan PeNggunaannya dan wajib
dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD
2026.

Mahyeldi mengatakan kondisi fiskal ter-
sebut menuntut pemerintah daerah menge-
lola anggaran secara efisien, efekaif, disiplin,
transparan, dan akuntabel,

Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditetap-
kan, Pemprov Sumbar selanjutnya akan me-
nyusun dan menyampaikan Ranperda ten-
tang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda
tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama

DPRD Sumbar. (%)

FLL % i
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m'r parl,:un;n; 3:‘:%:?:;?; i?,;:r:: FeTmmc;h Provinsi Sumatera Barat dalam penetapan KUA-PPAS 2027
an Peruba a ‘ ng, Jumat (14/8). DPRD i
diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat bagi x:]i:ffim T D ol
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POLEMIK PAJAK AIR PERMUKAAN
Pemprov Sumbar Diminta

Tidak Tebang Pilih

PADANG, KP - Wa
kil Ketua DPRD Sumbar,
Evi Yandri Rajo Budi-
man, meminta Pem-

W prov Sumbar bertindak
W tegas mengoptimalkan

Pendapatan Asli Dae-
_— rah (PAD) dari Pajak Air
I Permukaan (PAP) sepa-
i njang dipayungi regu-
i e
Evi menegaskan,
pemungutan PAP bukan sekadar upaya me-
nambah penerimaan, melainkan fondasi untuk
memperkuat fiskal daerah dalam membiayai
infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan,
hingga penanganan bencana. Langkah optimal-
isasi ini sepatutnya tidak selalu dipandang an-
tagonistis terhadap dunia usaha.

"Kalau memang tidak ada dasar hukum-
nya, silakan lawan. Tetapi kalau dasar hukum-

i nya ada, kewajibannya ada, dan objek pajaknya
ada, maka kewajiban tersebut harus dibayar"
kata Evi.

Ia juga mengingatkan agar perdebatan PAP
tidak disempitkan hanya pada persoalan alat
ukur atau ‘flowmeter’ semata. Penentuan kewa-
jiban pajak harus ditinjau secara komprehensif
dari konstruksi hukum, pemanfaatan air per-
mukaan, hingga Nilai Perolehan Air Permukaan.

Meski menghormati hak perusahaan yang
menempuh sengketa hukum, Evi meminta Pem
prov Sumbar tidak ragu menagih hak daerah
tanpa membeda-bedakan skala bisnis wajib
pajak.

"Jangan hanya tegas kepada pengusaha
kecil, tetapi ragu kepada perusahaan besar. Se-
mua harus sama di hadapan hukum dan pajak.
Dunia usaha silakan tumbuh, tetapi ketika me-
nggunakan sumber daya yang menjadi objek

it pajak, kewajiban membayar pajak harus dihor-
# mati," tegasnya. (fai)

1




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

ARTANGCAL




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

v




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

| KORAN | HARI/TANGGAL HALAMAN




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- | ]
ARME_N% 8 §

A




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

rangka mempeérin-
(gati Hari Ulang Ta-
.hmitemelﬁm'
epubli Indonesia

ke 81, diﬂ.um

!ma (‘Wﬂ}

KETUlDPRDSumhnr Muhidi saal maﬂmpm rapat-panmmewada
Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo
Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia ke 81, di ruang srdanglﬁam Jumat, (14:3}

W Hari uumahun Kamaaem Flepm Indonesia
di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (14/8).

® KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi waki ketua Evi Yandi Rejo
&4 Budiman dan M. Igra Chissa HmwmmHIWMome
" saat mpa{parbam .
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DPRD SUMBAR DORONG OPTIMALISASI PENDﬂPATAN

KUA-PPAS 2027 Disepakati

Rp5,976 Trili

PADANG, HALUAN- DPRD dan
Pemermt:ah Provinsi Sumatera Ba-
rat (Sumbar) merarepakat; Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Pla-
fon An?_ garan Sementara (KUA-
PPAS) Tahun 2027 dengan total
Rp5,876 triliun. Kesepakatan terse-
but ditetapkan dalam rapat pari-
ﬁﬁéﬁ DPRD Sumbar, Jumat malam

at sa-

ma, DPRD dgn emgrov

yepakati

Perubahan KUA dm-

gS’Saahun 2026.

endapatan dalam

perubahan tersebut dmu-
getkan mencapai

triliun, naik
miliar atau 5 Oé) pcrsen

d1bandmgkan ;%ct awal

sebesar kan pada taha =
Ketua PRD Sumbar sunar;a dan pmbghs:z.;n

Mubhidi takan, kese- erd BD 2027

pakatan KUA PPAS 2027
APBD 2(526

g%RSPgaubahan KUA-
26 menjadi lan- Dalam pembahasan
dasan penyusunan Renca-  KUA.- PPASP DPRD me-
na Kerja dan aran  nyoroti kondisi pendapa-
(RKA) perangkat daerah tan daerah yang men,
serta Rancangan Peraturan hadapi tekanan sctelsﬁ:
-~ Daerah (Ran ]:];}erdag AP-  bencana hidrometeoro-
BD 2027 dan logi msmda akhir 2025 serta
APBD 2026. astian ekonomi
Mﬂmkﬁlﬁm global lwc:ndisi tersebut
yang te Sc-  antara lain tercermin dari
harus d:teqaml-zﬁan realisasi sejumlah sumber
¢ dalam program, k Pendapatan Asli Daerah
tani{ target kmerja, n
alo

s SSAD pada semester [
ran yan
terukur. Pemerin . tahdgcmﬁ

umopt:mal
Bebmpa sumber peneri-
dan seluruh organisasi menjadi petha-
perangkat daerah (OPD)
' diminta konsisten mem-

tian yakm Pa aL Atr Per-
b pedomani kesepakatan b e
b tersebut. i

Bermotor (PKB), dan
Pajak Alat Berat. '
Rendahnya realisasi

pada semester pertama
turut mmenganﬁn prog-
pendapatan

padic program yang be-
nar-benar prioritas,” u
Muhidi. ’ 5
DPRD juga men,
ngatkan bahwa proy
endapatan dan aiokas:
ja dalam KUA PPAS
2027 mau
KUA—PPEMZO% masih
bersifat tentatif. Penda-
laman masih dapat dilaku-

“Kesepakatan ini men-
, jadi Eqakm awal menuju
a}];asan APBD. Tan-

tangrm tn
etikutnya adalah

nosis semester -
ruang fiskal

II ya.ng men;adl pertim

Em e e

t Perubahan APBD
2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD me-

nilai penurunan target

- PAD tidak serta-merta

menunjukkan berkurang-
nya potensi penerimaan
daerah. Berdasarkan hasil
pembahasan, masih terda-

E:;;uﬂangmmkmﬂmmﬁ%l

O 4sl pemungutan
f::hOPDterkma
Gubermur Sumbar Mah
yeldi mengatakan penyu-
sunan [A-PPAS 2027
mempertimbangkan

asumsi ekonomi makro,

kebqak:m nasional, serta
bangunan dae-
rah amun, keterbatasan
fiskal membuat pemerin-
tah harus menetapkan
prioritas secara selektif,
Dalam KUA-PPAS
2027, pendapatan daerah
sekitar Rp6,03
ka tersebut
terdiri atas PAD sekitar
Rp3,26 triliun, patan
transfer RpZ 5 ttiliun,

triliun. A

serta lain-lain pendapatan
daerah sah sekirtar
an,m"

daemh dlﬂjakasnkan sekitar

Rp5,97 triliun, terdiri atas
beian]a operasi Rp4, 29
trlhun belanja modal [

ngunan Manusia (71
t menjadi 78

Ma%nyeldi meny cbut
perekonomian Sumbar
ada triwulan I 2026 tum-
suh 5,02 persen secara
tahunan.Pcrtumbuhan tet-
sebut meningkat diban-
dingkan triwulan IV 2025
vang hanya mencapai 1,89
rsen setelah ter ak

encana alam. Untuk
pemenntah memper—

ckm:miﬁar 5,70 persen

melalui penguatan snmulus
fiskal dan percepatan proyek.

is dactah.
Berdasarkan hasil pe-

meriksaan Badan Peme-
riksa @PK)W
Laporan Pe-
menmahDamh D)
2025, terdapat Sisa Lebih
Perhjtun an Anggaran
%S;LPA} 2025 sebesar

p284,67 miliar. Dan
jumlah tersebut, terda
sisa dana yang diten

ya (earmark)
5 f’““ii"; o155 66
KD) sebesar

(I' ) Wa]II%' d.la.ng-
rkan kembali dalam

. Berubahan APBD 2026.
Dalam Perubahan
KUA-PPAS 2026, pen-
' dapatan daerah dstargct
kan' Rp6,61 triliun, naik
© Rp31 B4n'nharatau5(}2

708 Gﬂ miliar, befan]a ersen target awal
é‘iﬂktﬂdm;ﬁnnéiar & Ep6£9mﬁné.36gmmma -
a crsekitar . belanja dacrah meningkat
Rp932 64 miliar, / m}g}dﬂ?‘s 97 triliun, atau
gan postur terse- 01 miliar dari
. but, Pemprov Sumgar alokam awal Epﬁ 40 gaEE
menaxge <an pertumbu- iliun.Den; ndisi
han ekonomi 2027 mcn-‘ b gan o )
capai 6,9 persen. Tin,
kemiskinan ditargetka *

turun menjadi 4,64 persen,
nngkat pcugaxég’guran

Sen dan Indt;ks Pemba—
OB "
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Danantara, saya justru teringat kepada seorang
\ mentor saya uda Dony Oskaria.

wowmmo)  Rismens

Saya Pernah Menjadi M
Dan dari sana, saya melihat perjalanan Uda
Dony bukan hanya sebagai perjalanan seorang
profesional berhasil. Saya melihatnya
b i g g o
besar Indonesia. saya, ada sesuatu yang
T TN
Selesai
‘Kita bisa memperdebatkan banyak hal
tentang BUMN. Tetapi satu hal sulit untuk
diabaikan: aan negara dalam beberapa

tahun hir telah me perubahan kinerja
besar. Ketika Dony dipercaya Presiden
rabowo sebagai Wakil Menteri BUMN

Oktober 2024, 1a masuk dalam fase transformasi
yang sedang berjalan. Pada 2025, BUMN
membukukan laba bersih sekitar Rp335 triliun.
Memasuki 2026, sejumlah perusahaan pelat
merah masih menunjukkan tren positif. Hi

Mei 2026, Pelindo mencatat laba Rp2,01 triliun,
tumbuh 94 persen dibandingkzn uienodc yang
sama tahun sebl:]];mnya‘.m ::Emn, Indonesia
Group mencatat laba Rp6, jun, meningkat
230 persen secara tahunan. Data tersebut masih
bersifat unaudited. (Antara News)

Bagi saya, angka-angka tersebut bukan
sekadar . Ia menunjukkan bahwa tata
kelola, dt;ﬁsicnsi, konsolidasi, dan transformasi
bisnis dapat mengubah cara perusahaan negara
bekerja. Tetapi saya w;mgn berhent pada
rasa bangga terhadap ba. Karena laba
bukan tujuan akhir sebuah BUMN. Pertanyaan
Ezg jauh lebih penting adalah: untuk apa

uatan ekonomi sebesar itu di
3 Menurut saya, BUMN harus menjadi lebih

ari sekadar pe in yang menghasilkan
keuntungan. Ia harus menjadi salah satu mesin
utama yang memperkuat industri nasional,
menciptakan rantai nilai di dalam negeri,
membuka bagi p nasional,
dan membuat Indonesia memiliki posisi tawar
yang lebih kuat. Di sinilah saya melihat Danantara

menjadi penti

" gmm%nm dan Keberanian Menjadi
i Negara Besar
o Saya melihat Danantara bukan hanya sebagai
4 institusi baru untuk my aset negara. Saya
melihatnya sebagai sebuah keberanian untuk

. mengubah cara kita memandang keka
|| negara. Indonesia memiliki sumber daya,
mahm aset, pasar, talenta, dan modal yang
£, .Taqmngannmdahh

investasi strategis, memperkuat perusahaan
nasional, dan eg,ls or o industri
memiliki nilai tambah, maka dampaknya
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mengoptimalkan aset negara, mendorong N

schamliﬁn jauh lebih besar daripada sekadar

tinggi. Kita tidak ha;ﬁm'adl pasar. Kita
m:n}adaﬁmm.l(m idak hanya menjual bahan |
mentah. Kita menguasai rantai nilai. Kita tidak
hanya mengundang modal dari luar. Kita juga
memiliki kekuatan modal untuk melakukan
ekspansi. Dan ny.;ng tidak kala:l penting,
peﬁsalmmsio mendapatkan kesempatan
untuk naik kelas. o i
—Saya percaya Indonesia tidak akan menjadi
n yamaju hanya karena pemerintahnya kuat.
sia akan melgadi negara maju ketika
pemerintahnya kuat, BUMN-nya kuat, industri
nasionalnya kuat, dan va juga kuat.
Itulah seﬁbn saya melihat kepercayaan
Presiden kepada Dony Oskaria dalam konteks
lebih besar dari sekadar jabatan.
yang jauh lebih besar: i ndonesia
mengubah kekuatan yang kita miliki menjadi
kekuatan yang benar-benar terasa dalam

kehidupan ekonomi .
ik &pmw
i itik ini, sa kmhnhpadapﬂmhmm
- al Uda Dony sekitar 10

ribadi. Saya men?m
tp;hunlnhx,padam 6, ketika saya menjadi salah
sBatu_ e} mdmnEnpmma M'tnqngckabau

usiness Schoo enter
atau MBS-EC. e

Di tan pertama it ada Fadly

Amran dan Adi dari Solok Radjo. Yang
kami dapatkan saat itu bukan sekadar motivasi
untuk menjadi pengusaha. Kami diajarkan
bagaimana mengelola bisnis secara profesional.
ﬁfimzm membuat laporan keuangan yang
.?mse?hﬁ:iﬂshn usaha agar bisa menjadi besar.

etapi bagi saya, an yang paling pen
justrg cara bcrplﬂgmukan unut‘:f
tidak melihat Sumatera Barat sebagai batas.

.r’l_xsm

juga ruang bermain. dunia harus
52 . . 1

blorsk M sy B




medan, mengambil tanggung jawab, dan

——— m:mbn:ﬂn itas. Karena itu, ketika anak
* muda m da Dony hari ini, saya
mereka tidak hanya melihat jabatannya. Lih:
perjalanan sebelum jabatan itu datang, Sebab
i;ug paling inspiratf dari sebuah keberhasilan
ukanlah posisi akhirnya, tetapi proses ymﬁ
membuat seseorang layak dipercaya berada

posisi tersebut.
Harus Naik Kelas
Dony adalah putra Tanjung Alam, Tanah
tradisi panjang: merantau, g, belajar,
dan mem jaringan. Tetapi saya merasa
kita tidak boleh terus-menerus hanya
membanggakan tradisi itu tanpa

Dulu u awak merantau membawa
Hari ini, anak muda Minang harus
berani merantau membawa perusahaan,
logi, investasi, pengetahuan, dan jaringan.
Dunia sudah berubah. Cara berjuangnya
berubah. Tetapi semangatnya tetap sama:
mandiri, berani mengambil IiSiED, dan
membawa hasil perjuangan untuk sesuatu yang
lebih besar.

Saya percaya diaspora Minangkabau
mcmiEkiEr.kuatm}'ang uar biasa. Kita ada di
bagai kota dan negara. Ada pengusaha,

profesional, akademisi, investor, birokrat,
ncknokmt.danbeﬂngmﬁrofesﬁmnnya. Namun,
pertanyaan besarnya bukan berapa banyak

ang Minang yang sukses. Pertanyaannya
m: berapa banyak keberhasilan itu yang

berhasil kita hubungkan menjadi kekuatan
bersama?

Saya tidak ingin diaspora kita hanya menjadi
daftar nama orang-orang sukses. ingin

dinsgura menjadi jaringan. Yang suﬁ:;:
jalan. Yang punya jaringan mem
akses. Yang }'ailmupm ilmu. Yang
ya modal membuka kesempatan. Dengan
;1& keberhasﬂmMmmgadlﬁdak berhenti
menjadi cerita pribadi. Ia menjadi tangga bagi
m berikutnya. Saya Tidak l!ngm Hanya ﬁ
tu Dony Karena itu, saya punya satu mimpi.
Kita jangan puas hanya memiliki satu Dony

Kita harus melahirkan 100 Dony
Bukan berarti 100 orang harus menjadi
pejabat atau CEO. Saya membayangkan
-yang menjadi pengusaha Ada y

tidak cukup

£

sia menuju 2045

ar ()

yang menciptakan teknologi

ologi.

" dta membutuhkan orang yang
yang menarik investasi. Kita membutuhkan
orang berani membawa perusahaan
: méu?ﬁdw dari batas Indonesia. Dan

‘Sumatera Barat tidak boleh han
i JEREe

menjadi
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gcnonton. Ini Bukan Hanya Tugas Anak Muda
aya juga sadar, mengatakan anak muda harus
maju jauh lebih mudah daripada menciptakan
jalan agar mereka bisa maju. Karena iru, ini bukaq,
ya tugas anak muda. Ini juga rjawab
“kami yang berada di pemerintahan dan politik.
Kalau kita ingin melahirkan saha besar,
kita harus mcnciptakanbﬁhosmtcm yang
memungkinkan mercka rumbub. Kampus harus
melahirkan talenta yang sesuai dengan kgsumhan
zaman. Pemerintah harus membuka rang
kebijakan. Perbankan dan investor harus
maugd:tmsakscs biayaan. P aha harus
membuka jaﬁngm pasar. Media harue
memberi ruang bagi gagasan dan karya.
Organisasi aha harus menjadi tempat
bammD buh, m sekadar tmpﬂRanalg ul,
an paling ing, dan Rantau
harus kﬂh mrhubf:lm;g.ugagya ya Sumatera
Barat memiliki orang-orang hebat. Yang kita
kurang adalah bagaimana orang-orang hebat itu
saling menemukan, saling pcrca;,nﬁzn saling

Merajut Indonesia Mz

Delapan puluh satu tahun lalu, i
mendeklarasikan kemerdekaannya. Dalar.
Ez’alamn menuju kemerdekaan itu, putra-putn

i ikut memainkan peranan

penting. Mereka hadir dengan gagasan,

emikiran, perjuangan, diplomas:, dan

Eebcmnian untuk ikut merajut Indonesia sebag

sebuah bangsa. Kemerdekaan itu sekaranp

menjadi warisan kita, Tetapi saya tidak melibat
kemerdekaan sebagai garis akhir.

Merdeka warisan. Membawa negara
ini menjadi maju adalah tantangan. Dan
menjadikannya kuat, mandiri, berdaulat secara
ekonomi, sermdiseg.ni dunia adalah tanggung
jawab generasi kita. Saya adalah anak muda y
optimistis. Saya percaya generasi saya tidak
hanya menjadi penonton dari perubahan besar
ﬁﬂg sedang terjadi. Kami harus ikut bekerja.
embangun perusahaan. Menciptakan lapangan
ologi. Menarik investasi.

uan. Membawa

Saya percaya, Indonesia merdeka karena
banyak peran putra-putri Minangkabau. Dan
sah i peci ikonceia akad aji ketika
generasi Mxﬁi gkabau hari ini kembali

~ Indonesia majul. (*)
ST TN
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Bank Nagari Salurkan Dividen

dan Bantuan Pendidikan Rp341, 894 Miliar

KHUSUS untuk e | =
Pemerintah g e |
Provinsi A ; a
Sumatera
Barat, dividen
mencapail
Rp110415754634
yan
diserahkan di
Istana
Gubernur |
Sumbar, Senin
£0(1718). IST &

PADANG, HALUAN—PT Bank mencapai Rp110.415.754.634.

Nagari menyalurkan dividen dan bantuan Direktur Kredit dan Syariah PT Bank
pendidikan senilai total Rp341, 894 miliar ~ Nagari, Hafid Dauli, mengatakan
untuk Sumatera Barat. kontribusi tersebut merupakan bagian

Direktur Kredit dan Syariah Bank

Nagari Hafid Dauli serta Komisaris ~ tumbuh bersama daerah.

Utama Bank Nagari Andri Yulika “Bagi Bank Nagari, pestumbuhan
ukan hanya tentang pencapaian
bisnis, tetapi juga bagaimana hasil dari

menyerahkan secara simbolis kepada  kinerja

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi

Ansharullah usai Upacara HUT RI ke-81  kinerja tersebut dapat memberikan

di Istana QEEEWWSE..ED (17/8),  manfaat kembali kepada daerah dan
Dari total kontribusi tersebut, dividen ~ mas t. :

Tahun Buku 2025 mencapai Rp339.354.- ividen merupakan bentuk kon-

950.155, s zkan bantuan sosial bidang
pendidikan sebesar Rp2.540.000.000
untuk Provinsi Sumatera Barat dan
kabupaten/kota.

usus Pemerintah Provinsi Suma-
tera Barat, dividen yang diserahkan

iy

Barat,” ujarnya. -

- pembangunan daerah,
dari komitmen Bank Nagari untuk terus

ﬁm_usm:_ﬂnmnnws mnrﬁﬂ.mn-
‘mentara m%ﬁ:ﬁuw &%hmmwg&% ikan
Bank Nagari untuk ikut membangun
kualitas sumber daya manusia Sumatera

St S

UWanHCHPBmep:wZ»mn&..
Gusti Candra mengatakan kemajuan
daerah tidak dapat dilepaskan dari /
kekuatan ekonomi dan kualitas sumber
daya manusia.
“Kami melihat pendidikan sebagai
investasi jangka panjang karena itu, Bank
Nagari ingin mengambil bagian dalam |
mendukung peningkatan kualitas pen-
didikan dan sumber daya manusia agar &
memberikan manfaat nyata bagi ma-
syarakat Sumatera Barat,” katanya, F
Gusti menambahkan, Bank Nagari
akan terus menjaga keseimbangan antara
pertumbuhan bisnis, tata kelola pet-
usahaan, pengelolaan risiko, kualitas
layanan, serta kontribusi terhadap ~
Sebagai bank pembangunan daerah,
Bank Nagari ingin memastikan per-
tumbuhan perusahaan berjalan seiring

dengan semakin luasnya manfaat yang
dirasakan masyarakat. : 3

# Oﬁwﬂm»_m»nmh» menegaskan, Bank !
dan masyarakat. i :

“Kepercayaan masyarakat dan M._n. ;
megang saham adalah amanah ?
_‘E,Emrﬂﬂﬁanmu:g w-,- Banl
e
daerah dan masyaraka " ujarnya. (h/ita)
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Padang, Singgalang w *u&ﬁ:ﬁw.ﬁ untuk me Eyi.

‘Budiman. . ‘di Sumbar saat ini membu-  rang bantuan ini dengan baik. " " Eﬂqﬂgﬂmgﬂ&%ﬂu

Lima Kelomj uoma_.m_zg_ ﬂ:a nj
Terima Bantuan E

: ¥
W -
w ¢ .: i
filsiis

hanya lewat sosialisasi. -
mpa dukungan dana E.Ew
i anggota dewan, program ¥

Lima kelompok FEEﬂ.anr muhi kebutuhan masyara
matan Kuranji, Kota Padang, -..”.. " ujar Evi Yandri. '
menerima bantuan becak mo-  “Menurut Evi, program _a ami tidak akan berjalan mak
tor (bentor) yang bersumber - basis aspirasiini dapat berjalan  tingan seluruh waﬁeﬂ _EFE simal. Kolaborasi inilah yang
dari dana Pokok-Pokok Pikiran  berkat sinergi yang kuat antara - pok, bukan untuk kepentiigan  membuat petani bisa langsung
(Pokir) Wakil Ketua DPRD Su- legislatif dan eksekutif. pribadi pengurus. © ' menerima asas Bnﬂg.. EEu
matera Barat, Evi 5:&1 Rajo la menilai sektor pertanian ~ "Tolong rawat dan jaga ba-+ + Afniwirman. - ;

Bantuan tersebut Emaum_u- tuhkan perhatian khusus, ter- Gunakan bersama-sama demi bantuan bentor ini ﬁ_ww:nsum o
kan secara resmi oleh Dinas utama dalam menghadapitan- kemajuan kelompok, uﬁpp. untuk menekan biaya opera:
Perkebunan, Tanaman Pangan, ﬁaﬁa petani. Ter- E_Ew ketua saja,” ﬂmnmm ; mz.sa ma.wmbm...._m HmE:&wwwE_ L
dan Hortikultura Provinsi Sum- mﬁ pangan me: w.ﬁ ok tani pe um; ut hasil panen. -
bar pada Selasa (18/8). Penye Euwrwa program prioritas. ;.FW rsebut ah *
rahan yang berlangsung di - Presiden Prabowo Subianto . Lapau ?Euwm,n Tuah Sakato, :
ruang rapat dinas terkait ini yang harus diselaraskan oleh Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, ~ Namun, ia anﬂ mﬂwnu
juga dirangkaikan dengan pemerintah daerah. &Emﬁp Gadang, | ' _agar ‘kelompok
agenda sosialisasi. i "Sektor pertanian butuh = Sementara itu, _Wm_u&n _H#m% ‘aset tarsebut karera Hmmm_w

F d _ perhati esar karena mayo- Perkebunan, Tanaman Pangan, banyak __s_onﬁbwﬁﬂﬁuwﬁw
; ahwa ...,;. AT m-:um ani kita sudah ber- dan Hortikultura Sumbar, Afni- mengantre un .
meru akgn .s:a:m nyata umur.Jika tidakada nerasi wirman, mengapresiasi kola- - giliran bantuan. .
asi aspirasi masyarakat dalam 10 tahun ke depan, kita borasi konkret ini. lamengakui  "Kami ingin _E.E yantu,
hw ma.ww m&ﬁﬁw ,Enme bisa terancam.bergantung keterbalasan Eﬁu&g &Em}“ tetapi petani juga.harus berko- .
- > pada impor. Pendapatan petani .a&mﬁ.ﬂmﬂﬁ._nus an.petani EHH.»HB i. .ms_..____...
harus ditingkatkan agar sektor fanpa naﬁip d amn..lm_ nwﬁ AT rusak
R ...T..! . bl b i3 B

A AL
Y

R Rl W

RS e

& #ms ~ini kembali dilirik sebagai legislatif. o
. Dana pokir Emﬁnw_m profesi yang menjanjikan,” urai "Masyarakat tidak

v
L.-m. i o
| i

1]

IKasnya A
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Evi Yandri Salurkan

Guna menjaga kelangsungan sektor pertan-
ian sekaligus mendongkrak Pendapatan warga,
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budi-
man mengalokasikan dana Pokok-Pokok Pikiran
(Pokir) untuk membanty 5arana transportasi hasil
Panen bagi para petani di Kota Padang.

Sebanyak lima kelompok tani di Kecamatan
Kuranji menerima bantuan armada becak motor
(bentor). Penyerahan bantuan ini difasilitasi oleh
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hor-
tikultura Provinsi Sumbar, Selasa ( 18/8).

Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sumbar
ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan men-
dasar para petani di lapangan, khususnya dalam
memangkas biaya distribusi hasil bumi menuju
pasar.

Evi Yandri mengungkapkan, mayoritas pela-
ku usaha tani saat ini sudah memasuki usia lanjut,

Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan
tingkat kesejahteraan agar profesi petani kembali
diminati oleh generasi muda,

“Mayoritas petani kita sudah berumur. Jika
tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita
bisa terancam bergantung pada impor," katanya,

la menegaskan, peningkatan pendapatan

Petani tidak hanya bergantung pada bantuan sa- W
rana produksi seperti bibit atay pupuk, tetapijuga |
efisiensi angkutan hasil panen. Bantuan bentor | :
ini diharapkan mampu menekan biaya transpor .
tasi dari area perkebunan atay sawah menuju ti- |

tik kumpul.
Wakil pimpinan dewan tersebut mengingat
kan agar unit bentor yang disalurkan tidak dimo-
nopoli oleh pengurus kelompok. Fasilitas kenda-
raan roda tiga tersebut wajib dify ngsikan sebagai
milik bersama untuk seluruh anggota.

Eny:“ﬂ-? 3 i

gl

"Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini
dengan baik. Gunakan bersama-sama demi ke-
majuan kelompok, bukan untuk ketua saja," tegas
Evi Yandri.

Adapun lima kelompok tani di Kecamatan Ku
ranji yang menerima bantuan bentor terseb utme
liputi Kelompok Tani Lapau Munggu, Tuah Sakato,
Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Sumua Ga-
dang.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan,
dan Hortikultura Sumbar Afniwirman menyata-
kan keterbatasan anggaran pemerintah daerah
membuat dukungan dana Pokir dewan sangat
krusial dalam merealisasikan bantuan fisik bagi
masyarakat,

"Masyarakat tidak bisa sejahtera hanya lewat
sosialisasi. Tanpa dukungan dana Pokir dari ang-
gota dewan, program kami tidak akan berjalan
maksimal," ujar Afniwirman.

Ia berharap efisiensi biaya angkutyang dida-
pat dari penggunaan bentor ini dapat langsung
memangkas pengeluaran operasional. Dengan be
gitu, margin keuntungan yang diperoleh keluarga
petani bisa meningkat lebih optimal. (fai)
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Rafdinal Dorong Keterampilan Menjahit

bagi Kaum Ibu

BUKITTINGGI, KP - Anggota DPRD Sumbar,
Rafdinal menggelar pelatihan menjahit pakaian
wanita dewasa bagi 16 perempuan di Kelurahan
Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
(ABTB), Kota Bukittinggi. Kegiatan yang meman-
faatkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) senilai
Rp325 juta itu bertujuan sebagai wadah pember-
dayaan ekonomi perempuan.

Program bertajuk Pelatihan Kerja Klaster
Kompetensi Garment Apparel selama 240 Jam
Pelajaran (JP) ini digarap bersama Balai Latihan
Kerja (BLK) Payakumbuh. Selama satu bulan pe
nuh, para peserta yang didominasi ibu rumah
tangga usia produktif digembleng mulai dari tek
nik dasar hingga mahir membuat pakaian wanita.

Penutupan pelatihan berlangsung di Kelura-
han Aur Kuning, Rabu (19/8), dihadiri Lurah Aur
Kuning Suhendra, Kasi Pemerintahan Kecamatan
ABTB Reza, Kepala BLK Payakumbuh Satria Edi,
serta jajaran Dinas Koperasi, UKM, dan Ketena-
gakerjaan Kota Bukittinggi.
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Rafdinal menegaskan, pembekalan ilmu
menjahit ini bertujuan agar kaum perempuan
mampu membuka usaha mandiri demi meno-
pang ekonomi keluarga. Kendati demikian, ia me
nyoroti kendala utama yang kerap dihadapi lulu-
san pelatihan, yakni ketiadaan bantuan modal
alat seperti mesin jahit.

"Yang menjadi kendala saat ini adalah mere
ka tidak diberikan alat atau mesin jahit. Padahal,
mesin jahit merupakan kebutuhan utama untuk
mengembangkan keterampilan ini. Kalau tidak
dilengkapi, tentu akan sedikit sulit bagi mereka
untuk berkembang," kata Rafdinal

Meski regulasi pelatihan BLK tidak memuat
alokasi bantuan alat, legislator Sumbar tersebut
berjanji bakal berkoordinasi lintas dinas untuk
memperjuanghkan bantuan mesin jahit.

Selain pelatihan menjahit, alokasi dana pokir
Rp325 juta milik Rafdinal tahun ini juga menyasar
pelatihan servis telepon seluler dan program
kewirausahaan bagi masyarakat. (fai)

ANGGOTA DPRD Sumbar Rafdinal memberikan arahan saat penutupan Pelatihan Menjahit Pakaian
Wanita Dewasa di Kelurahan Aur Kuning, Bukittinggi.
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Tak Sekadar Raih Penghargaa;, .
JDIH DPRD Sumbar Permuda
Masyarakat Akses Produk

Hukum

Nasional kategori Jaringan Dokumen-
tasi dan Informasj Hukum (JDIH)
DPRD Provinsj menjadi bukt keseriusan
DPRD Sumatera Barat (Sumbar) membukz
akses informasj hukum kepada masyarakat,

P ENGHARGAAN Peringkat IV Terbail

Penghargaan yang diterima Ketya DPRD
Sumbar Muhidi dalam rangkaian Hari Pengay-

faatkan masyarakat.

Melalui JDIH, masyarakat dapat men
berbagai dokumen terkait kerja DPRD, muiaj
dari Peraturan Daerarl Rancangan per.
aturan Daerah Ranperda), keputusan DPRD dan

Pembentukan Perda juga menjadi bagian dari
informasi vang dikelola,

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan,
Penghargaan tersebyt menjadi dorongan untuk
terus meningkatkan kualitas Pelayanan infgr-

ngenai berbagai produk hukum Maupun prases
yang dilakukan DPRD,” uja mya.

Muhidi menegaskan, Penghargaan terse.
but bukan tujyan akhir. DPRD Sumbar akan te-
rus membenahi pen gelolaan JDIH, termasuk
Mmemperkuat digitalisasi 3gar informasi hukum
semakin mudah dijangkau Mmasyarakat,

membuat informasi hukum semakin mudah di-
Jangkau masyarakat,” tuturnya,

Penilaian JDIH tigag hanya didasarkan

Pada ketersediaan dokumen, tetapi juga inovasi
dan statistik PeNngunjung website. Hal ini me-
nunjukkan pentingnya memastikan informasi
yang tersedia benar-benar dapat diakses dan
dimanfaatkan publik.
' Sementara ity, pi¢ Kepala Kanwil Kemen
kumham SUMba:Alpile Sarumaha menekankan,
pengelolaan informas; dan pelayanan hykum
harus bermuara pada kepentingan masyarakat,

Menurutnya, keberhasilan pelayanan pe-
merintahan tidak hanya diukur dari tertibnya ad
ministrasi, tetapi juga manfaat Yang dirasakan
masyarakat. "Hukum tidak boleh terass Jjauh

Karena jty, semangat Pengayoman harys
diwujudkan melalui pelayanan ¥ang nyata dan
tidak berbelit, "Pengayoman memiliki makna
yang besar. Mengayomi tidak boleh berhenti
Pada rasa prihatin, Harus bergerak dengan kerja
Nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, te-
tapi benar-benar dirasakan Masyarakat,” pung-
kasnya, :

Penghargaan tersebut memperkuat peran
JDIH DPRD Sumba
ransi dan keterbykaan informasi hukum bagi
Masyarakat. (%)

r sebagai instrumen transpa it
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KETUA DPRD Sumbar, Muhidi menerima Piagam Penghargaan Peringkat IV Terbaik Nasional kategori Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi yang diserahkan Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha,
dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8).
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DPRD Sumbar Tetapkan
Rancg KUA-PAS

Padlng,ﬂlkylt&mﬂu'—DPRD
menetapkan

Provinsi  Sumbar

menjadi KUA Tahun 2027,

., Nomor:14/SB/ Tahun 2026 ten-
ImgPa'aequunDPRDlelnslSu
matera Barat

PPAS Tahun 2027 untuk

. Nomor : 11/SB/Tahun 2026

KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi para wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M. IméChEsa Putra,
Nanda Satria, Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Sekdaprov Ay Yuswandi, berfohbarsmaatmpalpeneta
RamanganKUA—PPhSEOZTdanRanmmanPambathU&-PP&S Eﬂwpadamngsadmgm'na Jurnat.

* (14/8) malam.

12 Tahun 2019, fokus pembaha-
san, diarahkan pada asumsi makro
ekonomi daerah, kebijakan pen-
dnpmnbelanjadmpembiqm
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SERAP ASPIRAS| MASYARAKAT

Ketua DPF

s

. perhatian khusus, terutamy

akil

dari dana Pokok-

Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua

DPRD Sumatra Barat (Sumbar),
EviYandri Rajo Budiman,

' Bantuan tersebut diserah-

kan secara resmi oleh Dinas
dan Hortikultura Provinsi Sum-
bar pada Selasa (18/8). Penye-
rahan yang berlangsung di
ruang rapat dinas terkait ini
juga' dirangkaikan dengan
agenda sosialisasi. - 5 f

Evi Yandri Rajo Budiman
menjelaskan bahwa bantuan
ini merupakan wujud nyata

realisasi aspirasi masyarakat

yang ia serap selama masa.
reses, :

"Ini adalah bentuk penye-
fapan aspirasi warga saat
reses. Dana pokir memang
kami prioritaskan untuk me-
menuhi kebutuhan masyara-
kat," ujar Evi Yandri,

Menurut Evi; program ber-
basis aspirasi ini dapat berjalan
berkat sinergi yang kuat antara
legislatif dan eksekutif. [a

. Menilai sektor pertanian di

1 saat ini membutuhkan

M menghadapi tantangan

.y membuat petani bisa
"1 menerima

- perhatian besar karena mayo-

_ritas petani kii“!g’:udnh ‘ber-
- umur Jika tidak a re@enﬁgm Si
dalam 10 tahun ke depan, kita
bisa terancam bergantung
padaimpor. Pendapatan ‘petani
harus ditingkatkan agar sektor
ini kembali dilirik sebagai

profesi yang menjanjikan, " urai
Evi. -

_ Evijuga mengingatkan agar
bantuan betor ini digunakar
secara komunal untuk kep
tingan seluruh anggota

! - . : i ;m-
pok, bukan untuk kepentingan

pribadi pengurus.

kemajuan kelompok, bukan
ugﬁ-ketun saja,” tegasnya. |
Adapun lima kelompok tani
penerima bantuan tersebut
adalah Lapau Munggu, Tuah
Sakato, Serba Usaha, KWT
Mekar Jaya, dan Sumua Ga-
dang. -

Pe

kﬂt—erhatasan anggaran dinas ;
~ dalam meny, hﬁmrak@'g_mi L
~ Negislatif N ki

"Masyarakat tidak bisa se-
j_ahterahmmlawat sosialisasi.
‘Tegenerasi petani. Terlebjh, i¥ Tanpa dukungan dana pokir . o
4 ketahaman ' dari anggota dewan, program . .
ka_m_iti&akgka.nhmfinlm mak- "

- Kolaborasi inilah
_.

W "..'?"-.' '_'l:’. H
TigE % SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
W g PROVINSI SUMATERA BARAT
_ﬁi“,"‘ "
2o B KLIPING BERITA
KORAN HARI/TANGGAL HALAMAN
SINGGALANG -/ Kamis, 20 Agustus 2026 &7
§ (6 Rabiul Awal 1448 H) g

_ Afmiwirman menambahkan,

g 5

bantuan betor in dirancang
untuk niénskan'hinya opera-

sional sekaligus memudahkan
petani mengangkut hasil panen
ke pasar guna meningkatkan
pendapatan keluarga. Namun,

- Ia mengingatkan agar kelom-

pok tani merawat aset tersebut
karena masih banyak kelom-
pok tani lain yang mengantre
untuk mendapatkan giliran~

"Kami ingin membantuw,
tetapi petani juga harus ber-
kamitman- merawat bantuan
ini. Jangan sampai cepat rusak
karena kurang pemeliharaan,*

_ pungkasnya.(*)

L

Evi Yandri Serahkan Ban

ak Motor
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DPRD Sumbar Raih Penghargaan
IDIH Nasional Tahun 2026

PADANG - SINGGALANG
DPRD Provinsi Sumatera

ngan _ ;
Informasi Hukum (JDIH) Nasional

2026, DPRD Sumbar sukses
‘mengamankan peringkat
hewmmbﬁkum#ﬁahgm
DPRD Provinsi.

Pencapaian ini sakaligus‘

mengukuhkan posisi mereka
sebagai satu-satunya lembaga
legislatif dari ranah Minang
yang memboyong penghargaan
tersebut.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi
menerima langsung penghar-
gaan tersebut pada perayaan

Hari Pengayoman ke-81 di

Padang, Rabu (19/8). Prestasi
ini menjadi buah dari kon-
sistensi pengelolaan data dan
keterbukaan informasi sepan-
jang tahun 2025. -
penilai nasional tidak
ha.nya mengecek kelengkapan
dokumen hukum, tetapi juga

mengukur efektivitas digita-

. lgr-ﬂ' g
1 |
- l

.\}

e TN

TERIMA PENGHARGAAN - mmmm
mmrmmwmmmmmﬂmmwmm

lisasi, inovasi sistem, jumlah
kunjungan situs web, hingga
kemudahan akses bagi publik.

‘Melalui laman JDIH, masya-

 rakat kini bisa memantau

produk hukum daerah mulai
dari peraturan daerah (perda),
rancangan perda, keputusan
pimpinan, naskah akademik,
hingga risalah rapat.

Muhidi menegaskan bahwa
penghargaan ini bukan seka-
dar pajangan, melainkan pe-

mantik untuk terus bertransfor- .

masi.

"Ini kebanggaan bersama.
Namun, esensi utamanya ada-
lah bagaimana JDIH benar-
benar membawa manfaat nya-
ta bagi masyarakat. Akses
informasi hukum harus sema-
kin transparan dan mudah
dijangkau,” ujar Muhidi seusai
menerima penghargaan. '

Senada dengan hal itu, Pe-
laksana Tugas (PIt.) Kepala
Kantor yah Kementerian
menkumham) Sumbar, Alpius
Sarumaha, mengingatkan pen-
tingnya memangkas sekat bi-
rokrasi demi pelayanan publik.

} _g,- v T

Ia manakankm bahwa re-
formasi hukum harus berorien-
‘tasi pada solusi masyarakat,

sekadar urusan admin-
istratif

"Kita bekerja untuk rakyat,

Jadi, saat masyarakat datang

mumbawa masalah, jangan

“dengan pe
‘baru yang -berbalit-bem_ Se-

e @ 81

;E
g

i —

.M

IR AT
E g

Wmuwmmwwnmmﬂmw‘
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tua DPRD Sumatera Barat
(Sumbar), Muhidi memanfaat
}{an masa reses untuk menyerap
ung aspirasi masyarakat.
gxlg-n kunjungannya ke Musala
Darussalam, Kelurahan Lubuk
Minturun, Selasa (18/8), berba
| persoalan masyatakatmen
(i baban talog, fuk dan
pendidikan, APBD
J]:;&i:;an menengah (UMKM),
Mubhidi mengatakan, reses
merupakan momentum pen
ting bagi DPRD untuk
dan persoalan yang dihadapi
masyarakat di lapangan. Aspi
rasi tersebut selanjutnya menjadi
Eaﬁmn- dal;;;? pembahasan
ebijakan nganggaran
daerah, o

'Menm’utnyﬂ, DPRD me
miliki peran strategis dalam

menentukan arah p ;
anggaran dae_raﬁ- bersama
. 'kepala daerah. Pemerintah

daerah udak dapat menggu- usahav berjd}!ﬁe ANy
nakan APBD begttu saja tanpa mgkapinvg -
melalui proses. .*_. asan. T’fﬁhidi Jjuga mengajak ma "~ |
dan persetujuanDPRD, . | s t membangun budaya
a:lAPBkE itu bukan hanya belajar dan tidak ragu gme
soal angka, tetapi bagaimana | ambil pengalaman dari 6rang
anggaran rersel?lftbﬂm-bm o L=ty
memberikan manfaat bagi S :
masyarakat. Karena itu, aspirasi

masyarakat menjadi bagian
penting dalam menentukan
rioritas pembangunan,” ujat
Mubidi. © e
Ia menyebutkan, dinamika
dunia yang terus bérubah
berpotensi memberikan dam

%2:: terhadap kondisi daerah.

dan guru scbagai garda rer
b

- depan dalam men
masa depan.
““Dinia‘hari ini terus beru
bah. Karena itu, pendidikan
harus kita perkuat. Mulai dafi
kepala sekolah, , Sampai
anak-anak sekolah harus diper
_isiapkan agar mampu mengha
“dapi tantangan ke dépan,”
katanya, '

Selain pendidikan, Muhidi
juga menyoroti pentingnya
peningkatan kapasitas masya
rakat, khususnya pelaku UM
KM, Menurutya, pelaku usaha
tidak cukup hanya memiliki
kemavan untuk berusaha, tetapi
juga perha dibekali pengetahu
an, keterampilan, dan pelatihan
agar mampu mengembangkan

“Kita harus masuk de
bimbingan dan pelatihan. UM
KM harus kita dérong agar
usahanya berkembang lebih
baik, mampu membaca pe

generasi

luang dan tidak berhenti pada

- oy |

“rintah, DPRD, dan
i JF) "

tetapl jugs
belajar, men
dan berada di |
mampu memb
positif.

“Kalau ingin sukses, carilah -
kawan yang sudah sukses.
Bukan untuk sekadar ikut
menikmati keberhasilannya,
tetapi untuk belajar bagaimana
mereka bisa sampai di titik itu,

‘Dari sana kita bisa menda

patkan pengalaman sekaligus -
motivast,” tuturnya. -
la berharap kegiatan reses

tidak berhenti sebagai forum

penyampaian aspirasi, tetapi

~menjadi awal dari upaya ber .

sama dalam mencari solusi atas
berbagai persoalan masyarakat.
Muhidi menekankan, pem .
bangunan daerah memburuh
kan kolaborasi antara peme
. kuat
p:ﬁk’an

langsung, kebijakan yang

WK
T

. dihasilkan dihagapkan semakin
~stsuai dengad Eébtiruha n masya
vrakat. (h/lem). o 2

i

~ Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memanfaatkan

masa reses untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di

Lubuk Minturun, K

e

ta Padang. IST .
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TINGKATKAN EKONOM| KELUARGA

ngembangkan kctcrampllan

3 Barat dari Komisi menjahit m

kaﬁ“ okok pikiran (pokir)
an menjahit bagi

- %wakﬂj Kasi Pemerintahan
uti za, Pe tar ja Fung- ba )
oot D o Dot
: dan Ketenagakerjaan Kota
Bukittinggi %szar, Kepala
BLK Pa buh Satria
serta M. @Tmm
BLK Payakumbuh. =
eéru-  Dalam sambytannya, Rafdi-
a- nal mengatakan, pelatihan
i tets;but dihar: kan udak

rampilan
ila it Sebanyak 16 peserta ini ﬂﬂra-
Tk /8) Aur  rapkan bisa mcmang;tknn
Kuning, (19 Kegmma ilmu yang didapat untuk me-
 tersebut dihadiri Rafdinal, nambah pendapatan dan me- n
tahan kemmatm dan  ningkatkan ekonomi keluarga,” m; mercka udsk chbe-
KEh:'u:nhm, ng u]arNIIl;fdmal. rikan alat atau mesin jahit.
- Koperasi, an Kete- urutnya, sebagian besar  Padahal, mesin }alufnm:ﬁ:am
nagakerjaan Kota Bukittinggi ~peserta masih bcmdapadausr.a kcbutuhm utama me- )
daﬂ’?aﬁl’ I;buh produktif. Bahkan,
tan ter- denganusmterﬁnggl u tidak ddmﬁkap; tentu
~ sebut Lurah Aur Kuning Su-  tahun. Kondisi t&rsebut-dinﬂai akan sedikit sulit bagi mereka .
. hendra Csu:nat ABTB yang menjadi modal untuk me-

g

Moot 08 SRS MRS A ot
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. habiiasr Demmpumdii{ammmnhurl(um

- Anggota DPRD Komisi 1] DPRD Sumbar, Rafmnal alakmnan pnkok pikiran

u;ekamqugﬂ'._ ;'k@m .. '.)( r
mereka hanya bisa mancﬁi!ia akmbrm encari
J%ﬁm”m_ | payz e almr dmsaﬁxpelmhan menj
bees ﬁdal; hmyam plhakﬁsdﬂn&ﬂidsferlmﬂ. " program tersebut menca]-mp
i ecara regui:i:; - ; pelatihan servis telepon seluler
Pu ﬁmgérﬁbmg kétea""-nahu aks:ﬂ kita'coba umm’ wﬂdphme} oyt
rampilan tersebur menysai-- card lain mﬁmwigkﬁkmm “D’itahun kz?fﬁﬁm
i3

‘usaha
idear k4 ?m@mm ﬁ aksm mencari um kegiatan varig kita' salurkey
erkait bantuan peralatan, mmmnyﬁymglxmmem M&@wﬁm

-selmm’l mehgn.buiihdlwa baﬂmbmmm;”-‘u}m ' servis handphene dan

PRt ToBahe faly TatEy

R R

= Lebih lanjut, Rﬁ’cﬁnal'ma A
¢ nyebutkan bahwa padz'l'ahun %mﬁ

Anggamn Z(;Iserdapa 4" pokir sekitar Rp325 juta”
melﬁ;x pungkas Rafdinal. (h/len)

) '
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Capaian tersebut sekalipus
menempatkan DPRD Sury _
sebagai satu-satunya DPRD g
Sumatera Barat yang mem-
peroleh penghargaan pada
ajang tersebur, Penghargaan
diterima langsung Ketua DP.
RD Sumbar, Muhidi, dalam
rangkaian Hari Pengayoman
ke-81 yang digelar di Hall
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum (Kemenkum) Sumibar,

Rabu (19/, E%I'D
Bagi DP Sumbar, peng-
hatgaan tersebut bukan se-
Mata-mata tentang posisj da.
PeMerningkatan. Capaian ity
menjadi atas upaya
lembaga dalam mengelola
4 dokumen hukum dan
menyajikannya sebagaj infor.
Mmasi yang dapat diakses maq.

syara.katng i

Penilaian JDIH mencakup
mlah aspek, mulai darj
@'roses peﬂgumgulan, pengo-

# lahan, penataan b
barluasan dokumen Pm !
DPRD yang d
- melalui websie [DTH DPR
Sumbar,

Dokumen yang menjadi
1an dari penifaian antara Jain
Peraturan Daerah, ranc
gemturan’ daerah er:‘:ia), ]
urat Keputusan K) BPRD,
SK le%nan DPRD, SK Sek- '

o e iy

dan kerja DPRD, o - ?
' ;ﬂ:ius Satumaha,

Sumatera

DPRD Sumb

nasional kategori DPR

PADANG, HALUAN —

Prestasi DPRD

Barat dalam pengelolaan
informasi hukum mendapat pengakuan di
tingkat nasional. Melalui Jaringan e
Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH),
peringkat IV terbaik
D Provinsi pada

ar meraih

ajang JDIH Nasional 2028

pengunjung website turit men-
Jadi ind.iﬂ:'gr penilaian,
Dengan caky tersebur,
gengeloﬁszI tidak hanya
erkaitan den; penyimpanan
dokumen hukum. Lebih dari
itu, bagaimana berbagai infor.
masi tersebut ditata dise-
barluaskan schingga dapat
ditemukan, dj ahami, serta

dimanfaatkan oleh maésﬁamkat.
Melalui JDIH DPRD Sum.
bar, masyarakat dapat mem-
pcmlgh E::rbagai informasi
erkaitan dengan pelak-
!;jmmaganﬂmgsi- i ngal:llﬁ)rmam
tersebut mencaku produk
hukum sekaligus do ntasi
proses pembentukan
vang dilakukan DPRD),
iluh.idi mengatakan, peng-
hatgaan tersebut harus menjadi
penyemangat untuk terus mem.-
perbaiki pelayanan informasi
publik, terutama informas;
yang berkaitan de

“Penghargaan ini tentu
Ry &

menjadi kebanggaan, Tetapi -
Iy:;s.lng lebih penting adalah
agaimana keberadaan JDIH
memberikan manfaat
kemudahan b
kata Muhidi,

dan I

retaris DPRD, naskah aka- ! Menurutnya, masyarakat

demik, notulen rapat, risalah f memiliki hak unnuk mengetahui

rapat, serta buky perpustakaan, | produk hukum mat;g;n proses

4 Selain kelengkapan do- f; Ectglbcnt}tkann a'th emdiism,

*., kumen, dokumentas;j roses | Informasi terseby arus disa-

pembahasan Peraturan &m}f -~ jikan secara terbuka, jelas, dan
Juga menjadi ba ni temukan. 8

JDIH serta statistik 4

lan_yang |
dinilai. Ii;pek inogasi ‘dalam e ®
o ] et

agi masyarakar,” k

= W dirk

“Informasi hukum harus
semakin mudah diakses, Ma-
syarakat petlu mendapatkan
informasi yang jelas mengenai
berbagai produk hukum mau-

un proses yang dilakukan
BP ,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, ca-
aian di tingkat nasional terse-
Eut tidak boleh membuat
DPRD Sumbar berhenti mela-
kukan pembenahan. Pengem-
bangan JDIH akan terus dia-
rmn pada emanfaatan
teknologi dan gi_gitﬂiﬂﬂ se-
hingga masyarakat dapat mem-
peroleh informas;j hukum
dengan lebih cepat dan prakris,

“Penghargaan ini bukan

ir. Justru menjadi motivas;
untuk terus meningkatkan
pelayanan, memperkuat digj-
talisasi, dan membuat informas;
hukum semakin mudah dijang-
kau masyarakat ” tuturnya,

Plt epala Kanwil Ke-
menkumham Sumatera Barat,
menga ,

hukum pada akhir-
nya memberikan manfaat {
nyata bagi masyarakat, ;

Menurutnya, ukuran ke. ;
berhasilan pelayanan bukan
anya terletak pada tertibnya
administrasi, tetapi juga pada
kcmampuan emetintah dan *4
Iembagawisc ayanan meng- | =%

hadirkan solus bag; E'm.rakat. L
“Hukum ddﬁg@'tcmsa i
jauh dari masyarakat. Hukum [ Pl
harus memberikan kepastian,
perlindungan dan mengha-
irkan solusi,” katanya,
Ia menilaj semangat penga-
yoman harus diteriems b oo |
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melalui  pelayanan yang —
responsif dan tidak mem-
persulit masy:glakat. Setiap 1T
persoalan ibawa masya-
mkatselmmy:?ngnmdapati e
keluar, bukan justru me-
nimbulkan persoalan baru akibat
proses birokrasi vang berbelit.

“Pengayoman memiliki

makna besar. Me

tdak boleh berhenti pada rasa
prihatin. Harus bergerak de-
ngan kerja nyata, bukan sekadar
seremoni dan slogan, tetapi
benar-benar dirasakan ma-
syarakat,”pungkasnya.

Pen hpargaan JDIH Na-
sional 2026 tersebut menjadi
dorongan bagi DPRD Sumbar
untuk terus memperkuat keter-
bukaan informasi hukum.
JDIH ﬁS:’Imr-apk:m tidak sekadar
menjadi tempat penyimpanan
doklimen, ’:;i:: iP&ﬁMng

L pg JDIH DPRD Sumbar
ar mcngikuufptoses_

kerja lembaga legislatif secara

lebih terbuka. (%)

e sarana bagi mas t SSCHOBL s - af |12 e S .
antal S mmaham; pmdyum- RSTUA DPRD Sumbar, Muhidi saat menerima penghargasn untuk

KETUA DPRD
- Sumbar, Muhidi
ikEgy  (Kir)) saat
menerima
penghargaan
DPRD i

‘D Sumbar
dari Pjt
Kanwil,
Kemenkumham
Sumatera
Barat, Alpius
Sarumahm
kanan)
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Masyarakat harus Manfaatkan
- Program Pembangunan |

Laporan kan secara maksimal untuk men-  lam perencanaan setelah dilaku- rus memanfaatkan momentum
# HANDI YANUAR yampaikan kebutuban masyarakat, kan survei. Pekerjaan ftersebut rembuk RW, kelurahan, kecama-
Harian Rakyat Sumbar baik ~pengembangan ekonomi, ditargetkan mulai dilaksanakan tan hingga tingkat kota dan pro-

Ketua DPRD Provinsi Su- mﬁmﬁmmmd& _ “Alhamdulillah, m‘ﬁﬁﬁ kan kebutuhan secara terukur.
”,':fg: mﬁfa’?&”ﬁ han i Padang, Rabu (1975, dak lanjuti. Untuk pembangunan bahwa berbagai program semer.
oo la_menyebut Kelurahan Jati jalan di RW 1 sudah dilakukan intah akan berjalan maksimal jika
lebih aktif memanfaatkan selamaini telah menjadi salah survei dan masuk dalam peren- dibarengi kemauan dan partisipa-
berbega!pmgmmpemba— satu kawasan yang ikut mendapa-  canaan, insyaallah bulan depan  si .
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| KORAN | HARI/TANGGAL I HALAMAN
KORAN PADANG  SABTU, 22 AGUSTUS 2026 Cos

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar Beri
Catatan Strategis untuk APBD

2027 yang Lebih Produktif

RAKSI-FRAKSI DPRD Provinsi Belanja modal dan pemerataan in- Sektor UMKM, koperasi, pertanian,
Sumatéra Barat (Sumbar) frastrukturjuga menjadi perhatian.PAN - g erjianan, peternakan, pariwisata, in-
meniberikan sejumlah catatan me:;:;a ur'i':;";:;"?; mr;:t:‘r??;t?:gt dustri pengolahan dan perdagangan di
. e F " Thad
e ey KA AN o (IS L CT N
Anggaris 202? dan Perubahan KUA- rasional harus dikendalikan serta die- ertumbuhan ekonomi dan penyera-
PEAS Eﬁﬂi:.] [:;Pt;r[\]gah keterbatasan  51,asi berdasarkan keluaran dan hasil :an tenaga kerja.
ruang fiskal, meminta pemer-

: . ) program. Fraksi Golkar melalui Sitti lzzati
intah daerah tidak hanya mengejar Untuk penyertaan modal kepada  p.i; juga menyoroti target makroeko-

peningkatan pendapatan, tetapi juga  BUMD, PAN men?inta_ pemerintah mene  .omi dalam KUA-PPAS 2027. Pemerin-
memastikan setiap rupiah anggaran  tapkan target kinerja, rencana b1sms: tah menargetkan pertumbuhan ekono-
menghasilkan dampak nyata bagi ~targetdividen dan mekanisme evaluasi 6 g persen, tingkat kemiskinan 4,64
masyarakat. yang jelas. persen, tingkat pengangguran terbuka

Sorotan serupa disampaikan Fraksi 523 persen dan Indeks Pembangunan
Catatan tersebut disampaikan frak  Gerindra melalui Verry Mulyadi. Gerin-  pponicia 78,04,

si-fraksi DPRD Sumbar dalam pendapat  dra menilai poten si PAD Sumbar masih
akhir terhadap KUA-PPAS 2027 dan Pe-  belum tergarap secara maksimal meski
rubahan KUA-PPAS 2026 pada rapat hasil pembahasan telah meningkatkan
paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8).  target PAD sekitar Rp2 61,35 miliar,

C—
—

Golkar menilai target tersebut cu-
kup tinggi dan sulit dicapai jika hanya
mengandalkan kemampuan APBD Pro-
vinsi Sumbar. Karena itu, pemerintah

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sum Peningkatan tersebut berasal‘a_m- diminta menyiapkan strategi yang le-
bar M. Igra Chissa Putra. Dihadiri Sekda  tara lain dari PKB sekitar Rp40 m!lgar, bih konkret serta memperkuat koordi-
Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. PBBKB Rp85 miliar, PAP Rp105 miliar,  as dengan pemerintah pusat untuk

Fraksi-fraksi menilai masih terda-  PAP sekitar Rp640 juta, Opsen MBLB
patruang untuk meningkatkan PAD.Op  Rp7.5 miliar, serta peningkatan dividen gram pembangunan.
timalisasi penerimaan dinilai penting ~ BUMD. Fraksi NasDem mengingatkan agar
untuk memperkuat kemampuan fiskal Gerindra menilai target tersehfut pelaksanaan APBD 2027 tetap berpe-
daerah di tengah kebutuhan pembiaya- masih dapat ditingkatkan melalui in- gang pada prinsip efisiensi, transparan-
an pembangunan yang semakin besar. tensifikasi dan ekstensifikasi pajak da- ¢ dan akuntabilitas. Belanja produktif

Fraksi PAN melalui Daswantomen-  erah. Pemerintah juga dimintamemper . s menjadi perhatian agar anggaran
dorong pemerintah mengoptimalkan  kuat peran Satgas dan Juru Sita P.ajak daerah benar-benar memberikan dam-
sejumlah sumber PAD, mulai dari Pajak Daerah serta mempercepat penagihan o5 terhadap kesejahteraan masyara-

memperoleh dukungan fiskal dan pro-

Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Ba-  piutang pajak. ) v kat.
... han Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- Selain itu, pemerintah diminta Sementara Fraksi PKS memberi-
i -'-{C.--;' KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak L kan perhatian terhadap Perubahan

. Alst Berat (PAB), Opsen Mineral Bukan |~ Membangun sistem data perpajakan | ;z.ppaS 2026, PKS menilai semester
Logam dan Batuan (MBLB), retribusida- ~ Y3"& lebih akurat, terintegrasidanber- = | 5056 harus dimanfaatkan untuk me-
erah, pengelolaan aset hingga pening basis digital. . ngoptimalkan PAD, terutama dari PKB,
! katan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Sementara Fraksi Demohfrat mene-  pap pAB dan Opsen MBLB.
{BUMD]- : kankan agar APBE? 2‘02? meﬁjadi angga PKS ’Uga mer'ninta t.an'l'nahan pen_
PAN juga meminta pemerintah & 2N Yang produktif, inklusif dan berke- 4,531, transfer yang dialokasikan un-
| membuka sumber pendapatan baru lanjutan dengan orientasi pro growth, ! tuk penanganan dampak bencana 2025 (8
| melalui kerja sama dengan dunia usa- pro job, pro poor, dan pro environment. ~ ;0\ ;nakan sesuai peruntukan. Penan-
| ha. Disisi belanja, anggaran diminta di- j§ Menurut Demokrat, belanja dae- § o5, pascabencana dinilai tidak cu-
arahkan pada sektor yang memberikan rah tidak bolelj hanya terserap untuk kup hanya berorientasi pada rehabilita-
hasil terukur, seperti pendidikan, kese- |1 kebutuhan rutin pemerintahan. APBD . gci tetapi juga harus menyentuh pe
hatan, infrastruktur, pertanian, perika- i Ty mendprong pertumbu- 1 1 lihan ekonomi masyarakat.
©  nan, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata | har? ekonomi, mgnap.tak.an lapangan sumaw it o | 0 | 00 974
dan peningkatan kualitas sumber daya & kerja, mengurangikemiskinan danmen

manusia. Bl . "‘ebe".lﬂ’?!”?‘f"_‘ﬁ“g‘_“f'ﬂ

s

i i B ¥
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AKILAN RAKYAT DA
ARIAT DEWAN PERW

SEKRET PROVINS| SUMATERA BARAT

Peningkatan belanja modal daiam" \

KORAN

Perubahan KUA-PpAS 2026 juga men-
dapat perhatian positif, Infrastrukmrpe
layanan publik dinilai menjadi salah
satu fondasi penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah,

Secara umum, catatan fraksi-fraksi
menunjukkan adanya tuntutan agar
Pemprov Sumbar tidak hanya berfokys
mengejar angka pendapatan, tetapi ju-
ga meningkatkan kualitas belanja,

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan
Perubahan KUA-PPAS 2026 selanjut-
nya akan menjadi dasar pPenyusunan
APBD,

Tahapan tersebyt menjadi ujian ba
&1 pemerintah daerah untuk mengopti-
malkan PAD, mengendalikan belanja
rutin dan memastikan setiap anggaran
yang dialokasikan memberikan man-
faat nyata bagi masyarakat Sumbar.*

HALAMAN




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

'« o © s
FRAKSI-FRAKSI DPRD Sumbar memb

erikan sejumlah catatan strategis terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap KUA-PPAS

2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8). Rapat dipimpin Wakil
Ketua DPRD Sumbar M. Igra Chissa Putra. Dihadiri Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi.
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KORAN | HARI/TANGGAL HALAMAN
- ' Sabtu, 22 Agustus 2026 U
SINGGALANG. (8 Rabiul Awal 1448 H)

RESES DPRD SUMBAR MASA PERSIDANGAN KEI'I,GA TAHUN 2025-2

Pimpinan d

" Memanfaatkan masa reses

si Masyaraka

Dewan Jemput

APBD l;'an'pa persetujuan législatif, Langkah penyerapan aspirasi
perseorangan Masa Pemidangan APBD bukan sekadar deretan secara intensif di Kota Padang juga
Ketiga Tahun Sidang 2025/2026, ;gg:?_d::;ﬂ:nkgmga ;hm;h;gm dilakukan ols_]::i wasm h}}(ama I;Pft[:
sel unsur plmplnanian bensr-enn.r didiStrﬂ:uaikm;acnra Sumbar, Nanda Satria, melalu

i kit erorangan di lingkungan

s ﬂ;.::ﬁ]n{ﬁmﬂ}' > -adil dan memberikan manfaat gﬁﬁ_ ‘l;ﬁ padgggl TR
; bl nyata bagi hajat hidup orang Nanda menyatakan bahwa be-
Sumatera Barat (Slmethqmn banyak, : ragam masukan dan kebutuhan
langsung ke daerah pemilihan la juga menekankan pentingnya go5islogis yang berkembang di
(dapil) masing-masing, pepguatan kapasitas kepala seko  gonoun masyarakat akan dijadikan

Agenda konstitusional yang
gsung dari tanggal 18 hingga

24 Agustus 2026 inj bertujuan
untuk menjemput, mend engar, dan
menghimpun seluruh bentuk as-
pirasi serta keluhan masyarakat di

lah, guru, serta pelaku UMKM
melalui ‘bimbingan dan pelatihan
kerja l?gau' mampu beradaptasi
dengan pérubahan zaman.

Di lokasi berbeda, Wakil Ketua
DPRD Sumbar, Evi Yand¥i Rajo
" Budiman, menggelar pertemuan
reses untuk menjaring aspirasi di
SMAN 17 Padang, Kelurahan Ajr

sebagai bahan evaluasi internal
dewan untuk mengoptimalkan
fungsi pengawasan, legislasi, dan
penganggaran di tingkat provinsi.
Sementara itu, Wakil Ketua
DPRD Sumbar lainnya, M. Iqra
- Chissa Putra, menggelar perte-
muan tatap muka bersama konsti-
tuen di Koto Baru, Kecamatan

tingkat akar rumput. - 3 Pacah, Kota Padang, Kamis'(20/8/ - | ik Be alung, Kota Padang.
Seluruh pokok pikiran, masu- 2026). £ F : Iqra mgnﬂkagn,kan bahwa esensi
kan, tata kelola fasilitas publik, Sdknlabi_lﬁ vang lahir dari 4, .0 kegiatan reses bukanlah’
hingga keluhan yang dihimpun  inisiasi masyarakat inj dilaporkan  gopo o formalitas mendengarkan
oleh para legislator selama turun masih minim sarana prasarana. keluhan warga, melainkan sebuah
ke lapangan ini ‘nantinya akan  Pihak sekolah bersama perwakilan kewajiban konstitusional untuk

disistematisasikan ke dalam lapa-
ran resmi dewan.
Dokumen tersebus kemudian
‘diserabkan kepada Pemerintah.

0815 mengusulkan pengadaan
Ruang Kelas Baru (RKB), labora-
torium TIK dan IPA, ruang UKS
yang lebih memadai, hingga fasili-

 memastikan setiap suara masya
rakat mendapatkan ruang yang
layak untuk diperjuangkan dalam

Provinsi Sumatera Barat untuk  tas musala. -
diintegrasikan secara konkret ke Ketiadaan tempat ibadah di
dalam perencanaan program kerja  dalam lingkungan sekolah memak-
pembangunan dan penganggaran  sa’ siswa be adah jauh' di Juar
daerah pada tahun anggaran beri- area bahjgum 1gga sering kali
kutnya. terlambat masuk kelas. :

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi,  Kepala SMAN 17 Padang, Ar-
mengawali agenda resesnya de- naldy, bamma abid Pembinaan
ngan menggelar pertemuan tatap 7 SMA inds Pendidikan Sumbar,
muka bersama masyarakat di '-Mﬁhya'ﬁgﬂyampaikm;pmsiasi

Musala Darussalam, Kelurahan

8/2026).

Berbagai persoalan krusial E

menjadi bahan dialog interaktif,

i mulai dari pembenahan sektor |
ge- i

pendidikan, transparansi penge-
‘lolaan Anggaran Pendapatan dan
‘Belanja Daerah (APBD), hingga.
strategi penguatan usaha mikro,

\

o8 i-a;dalam atas komitmen Evi
Lubuk Minturun, Kecamatan Koto | Yandr
Tangah, Kota Padang, Selasa (18/ " mereal

yang sebelumnya telah
isasikan pembangunan
akses jalan masuk menuju sekolah A
serta menyalurkan bantuan kom
puter jinjing (chromebook) melalyj T
i dana Pokok Pikiran (Pokir). | .

Yandri menegaskan bahwg
peningkatan muty pendidikan
merupakan bagian dari program
prioritas nasional yang sejalan |

,, hcﬂ.dan menengah (UMKM]. 3 dengan visj Presiden Terpilih
. Muhidi menjelaskan peran stra §  Prahowo Subianto, Seluruh poin K
tegis DPRD bersama kepala daerah § aspirasi inj télah dicatat untuk b g
dalam menentukan arah kebijakan ditindaklanjuti secara bertahap
fiskal daerah, dimana pemerintah §  pada penyusunan anggaran daerah
ﬁmhmlakd_npatmam}aela.ujaha_-’ Va.
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melahirkan kehijakan daerah yang

Masih dalam rangkaian masa

| reses, Anggota DPRD Sumbar dari

Dapil Kabupaten Padang Pariaman
dan Kota Pariaman, Muhammad
Yasin, _ ‘Kelompok Tani
Naga Intan di Korong Pondok Kayu,
‘Nagari Batu Kalang Utara. Keca
matan Padang Sago, Kamis (20/8/
2026). ’ .

Kunjungan tersehut bertujuan
menyerahkan satu unit becak mo-
ini dihadiri oleh Camat Padang
Sago, Pit Wali Nagari Batu Kalang
Utara, serta pengurus keiampok

- tani setempat. ;

PIt Wali Nagari Batu Kalang
Utara, Hartika Nelis, menyam-
paikan terima kasih atas bantuan
kendaraan roda tiga -tersebut
karena dapat memperlancar mo-
bilitas dan pengangkutan hasil tani
anggota kelompok. i

Apresiasi-serupa disampaikan
oleh Camat Padang Sago, Zarmiati,
yang menyebut bantuan ini sangat
berarti bagi warga di tengah
keterbatasan anggaran pemerintah
daerah saatini.

Muhammad Yasin, yung "jiiga_

menjabat sebagai Ketua Bapem-
perda DPRD Sumbar, mengungkap-
kan bahwa sejak dilantik dirinya
telah meényalurkan bantuan kepada
' lebih dari 50 kelompek tani-di
Padang Pariaman. T
Sementara itu, Anggota DPRD

Sumbar, Irsyad Safar, melaksana-

kan kegiatan reses di Masjid Musli-

min, Jorong Padang Balimbiang,
Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan
Lareh Sago Halaban, Kabupaten

- Limapuluh Kota,. Ramly’(zﬂlsf

2026). < ”
Pertemuan tersebut dihadiri
oleh Camat Wahyu Simamora, Wali

- Nagari Farid Putra, perangkat

Jorong, tokoh adat, kelompok tani,
serta masyarakat setempat. Dalam
dialog tersebut, warga mengusul-
kan peningkatan kapasitas ninik
mamak dan Bundo Kanduang dermi
menjaga nilai kebudayaan sekali-
sl

‘dalam pembangunan nagari.

Selain itu, masyarakat men-
desak perbaikan sejumlah ruas
Jalan rusak di Nagari Bukik Sikum-

pa untuk mendukung mobilitas ,
warga dan mendon rak pereko

nomian sektor pertanan. -
Pada bidang pertanian dan
ekonomi, warga mengusulkan
bantian mesin pembajak {cultiva-
tor), bentor, alat pencacah sampah,
pakan ternak, serta kolam terpal
untuk Kelompok Tani Tkan Limau
Abuang Sakato. Warga Juga berha
rap adanya dukungan anggaran
untuk kelanjutan pembangunan
Masjid Muslimin dan Kantor Kera
patan Adat Nagari (KAN). L
Menanggapi usulan tersebut,
Irsyad Safar menegaskan bahwa
seluruh masukan masyarakat akan
dihimpun. dan ditindaklanjuti
sesuai dengan m me yang
berlaku di DPRD Sumbar agar
masuk dalam skala prioritas pro-
gram n daerah.

n pe lae;
‘Di lokasi berbeda, Anggota

~ DPRD Sumbar, Ali Muda, meng
gelar reses untuk menjaring aspira-
si masyarakat di Jorong Air Jernih,
Nagari Ranah Koto Tinggi, Keca-
 matan Koto Balingka, Kabupaten
Pasaman Bargt, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekre-
taris Nagari Ali Sadikin beserta
tokoh masyarakat setempat. Warga
memanfaatkan pertemuan ini
untuk mengadukan persoalan
banjir tahunan yang kerap melan-
da permukiman dan mengganggu
aktivitas harian mereka.

Selain masalah banjir, masya-
rakat meminta perbaikan jalan
kampung serta akses menuju
kawasan perkebunan yang saat ini
kondisinya rusak parah sehingga
menghambat mobilitas hasil pa-
nen. Pada sektor pertanian dan
kepemudaan, masyarakat mengu-
sulkan bantuan alat mesin perta-
nian (alsintan), bantuan bibit ter-
nak sapi dan kambing untuk di-
kembangkan sebagai usaha pro-
duktif, serta pembangunan lapa-
ngan sepak bola sebagai wadah
kegiatan positil® generasi muda

nagari.
Aspirasi lain ya: g disamy
maliput! dukungan. sarana prass.
rana majelis taklim dan pemba-
ngunan pos ronda di tiap jorong
untuk meningkatkan keamanan
lingka -Ali Muda b en
'ungﬁn' gawal dan memper-
" juangkan seluruh keluhan tersebut
dalam pembahasan program pem
bangunan daerah Provinsi Sumbar
agar terealisasi secara tepat sa-
saran. (%
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SENIN, 24 AGUSTUS 2026 &

Reses di Alai Parak Kopi, Muhidi

Janji Kawal Pembenahan Drainase

KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerap aspirasi ratusan warga dan jemaah majelis taklim pada

kegiatan reses di Masjid Mukhlisin, K elurahan Alai Parak Kopi, Padang.

PADANG, KP — Persoalan banjir musiman
yang masih menghantui warga Kota Padang men
jadi perhatian serius Ketua DPRD Provinsi Suma
tera Barat, Muhidi. Saat menggelar kegiatan reses
di Masjid Mukhlisin, Kelurahan Alai Parak Kopi,
Kecamatan Padang Utara, Sabtu (22/8), Muhidi
dihujani aspirasi warga mengenai buruknya sis-
tem drainase dan riol di wilayah tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat, bundo kand-
uang, hingga ibu-ibu majelis taklim yang hadir
menegaskan bahwa pembenahan saluran air
merupakan kebutuhan mendesak. Mampatnya
riol dinilai menjadi pemicu utama genangan air
dan banijir saat intensitas hujan tinggi meng-
Buyur kawasan Alai Parak Kopi.

Muhidi menegaskan bahwa seluruh masu
kan warga terkait infrastruktur pengendalian ban
jir akan langsung dikoordinasikan denganinstan
si teknis terkait di Pemerintah Provinsi dan Pem

ko Padang agar segera mendapatkan perbaikan
fisik yang terukur. "Yang paling penting adalah
bagaimana kebutuhan masyarakat ini menjadi
prioritas dan manfaatnya benar-benar bisa di-
rasakan langsung oleh masyarakat,” kata Muhidi.

Selain urusan drainase, Muhidi juga mengin-
gatkan masyarakat untuk fokus membekali gen-
erasi muda dengan keterampilan praktis (skill),
Menurutnya, persaingan kerja yang makin ketat
mewajibkan para pelajar memiliki keahlian
khusus di samping selembar ijazah formal agar
tidak menambah angka pengangguran.

Muhidi juga menegaskan agar kondisi eko-
nomi yang sulit jangan sampai dijadikan alasan
bagi para orang tua untuk memberhentikan se-
kolah anak-anak mereka, Pemprov Sumbar ber-
sama DPRD terus berkomitmen mengawal alo-
kasi bantuan pendidikan bagi warga kurang
mampu. (fai)
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Wakil Kétua DPRD Sum-
bar, Evi Yandi Rajo Budi
‘tutun lan Sung menjemput
aspirasi. pihak sekolah pada
{,umat (21/8). Perternuan terse.

ut berlangsung dalam fang-
kaian reses perorangan DPRL
Sumatera Barat (Sumba:} masa
Eersid_angan ketiga Tahun
idggg.zo 5-2026, :
meminta bantuan a-
5:::1 mobiler berup, meja,
kursi, dan loker guru,

5 i memerlukan meja

dan kursi baru, Pak. Fasilitas

vang lama sudah tidak layak

ena terendam |,

pakai umpur
saat banjir bandang kemarin”

wjar guru tersebut.
Bencana November laly

memang tidak hanya meren.

dam SMAN 12 Padang d

air, tetapi juga menyisakan

en lumpur yang tebal g

area se

AN
HARI/TANGGAL HALAM%

‘tuan laptop

RESES KE SMAN 12 PADANG

“Saat pembersihan lumpur
pascabencana, Pak Evi lang-
sung datang meninjau ke sinj,
Kami sangat berterima kasih
atas kepedgualiaﬂ beliau. Tahun
ini, kami juga menerima ban-

pikiran (pokir) Pak Evi,”
guru lainn

ya.
SMAN 12 Padang tercatat

s terdampak baniir, ter.
masuk pada 3 Agustys lalu,
namun un air cepat surut.
Namun, banjn_-lpada Novem-

ber menjad; ang terparah
karena materiar lumpur ?erba-
wa

.“Pak, mohon dicarikan
solusi agar sekolah’ dan jalan
akses ke sini tidak banjir lagj,

Kami kesulitan untuk datang

belajar,” keluh salah seorang

Siswa. .
jit, keluhan me-

ngenai krisis air bersih juga

., Mencuat dalam pertemuzn

dark dana Poll;tzit'

ini sebagian besar sudah ter-

tersebut, .

“Air sekolah keruh dan
berbau besi. bahkan kadang
tidak ada air. Padahal sanga;
dibutuhkan unegk berwudu

ihak sekolah membenar-
kan kendala btezsebut. Untuk
memenuhi kebutuhan air bersih
bagi seribu lebih siswa dan
gury, sekolah telah membyar
enz{pat sumur bor dengan
kedala, hingga 60 meter.

Namun, air yang keluar tetap
keruh

enggunakan laya
nan PDAM airny, jernih, tetapi

alirannya seri mﬂdschmﬁga'
“tidak cuky ngmcmenuhj e-

butuhan sckolah,” jelas salah
guru,
Persoalan lain ‘ang dihadapi

sekolah adalah ketia lapa-

yang memadai,
ada saat

pakai untuk pembangunan
Uﬂg:ham.' ¥ BT
“Tahun 2027 kami meng.

< hadapi penilaian akreditasi
e

P4 lapangan olah-
la nilai ditasi
g%ﬁmg yak, akreditasi
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Ketua DPRD Sumbar Tekankan
onya Pendldlkan hingga SMA

Pentin

PADANG, HALUAN — Kondisi
ekonomi yang sulit jangan sampai
menjadi alasan anak-anak di Kota
Padang berhenti mengenyam pen-
didikan. Ketua DPRD Sumatera Barat
(Sumbar) Muhidi mendorong ma-

tmms&kmamk«amkmmnml 3

W»ﬁ“ﬂ‘””‘“ﬁm

persaingan dunia k
]—F I itu disampaikan m?\#[uh.ldl di
lehlhdanlﬁown%al{chmhm :

Kampung Kecamatan Lubuk
Bega.ﬁmg (Lubeg), saat melaksanakan

reses di Masjid Khusnul Khoumah, &

_}umat (21 /8).

alaupun ekonomi sedang sdth];
sampai anak t

m tgdakhsamelmputkm ke
- SMA, bisa manihhSMK,“ ujar Muhidi.
Menurutn mmxpakm
salah satu b n erasi
muda dalam m!;tgh ;151 ge;etrll:cm~

bangan dunia y 'a::f semakin cepat

dibckaii pendidikan formal, tetapi juga
keterampilan yang sesuai dengan

kcbumhm dunia kerja.

mﬂ?m.kan, pihaknya telah
berknordlmm engan sejumlah kepala
sekolah untuk mendorong teqalmnya_

komunikasi dengan emsahaan
sahaan ada di
tets:buzﬁaupkm dapat

_dttm-a"‘

_ personlm, terutama terkait

“Perkembangan globalisasi tidak bisa
kita tolak. Karena itu, anak-anak harus
disiapkan dengan berbagai bekal,
termasuk

bahasaasmgdan
ilmu uan. Minimal anak-anak
kita harus tamat SMA atau SMK, .
ka

tanya.

Ia menilai keterhuhungan antara
dunia pendidikan dan dunia kerja
menjac anak-anak tidak
hanya memp: erol:gm
memiliki keter Ellan yang dapat

Iizbersm:nnan an asyarakat,
merintah, sekolah, berbagal pu.Eak
dalam mea}relcsalkan persoalan pendi-
wakil rakyat, ia mene-
Eskm kqmmnetmya untuk terus hadir
masyarakat, mendengarkan

aspirasi yang
“Sebagal represéntasi masyarakat,  ac

saya berkomitmen untuk terus hadir di
tengah masyarakat dan me kan

~apa yang mm;ach kebutuhan serta

’ ujarnya.
Dalam reses tersebut, se;umlah

warga turut menyampaikan

aﬁbmaan generasimuda,
warga Kampung
Baru yang selama sekitar enam tahun
terlibat penanganan anakpums
sekolah melalui yayasan, mengatakan
masih terdapat sejumlah kendala bagi

jazah, tetapi juga -
. menyelmﬂtm -
- Muhidi ugamencha;uhﬁpmnngnya : .

.anak—makunn&kanbahmdmjutkan
pendidikan.

Salah satunya terkait bla
ambilan qazah. Selain itu, d:pctm
dukungan untuk pengembangan prog-
mnpcmbmmamkpuh:sscko ke

‘Katm sudah sekitar enam tahun

bergelut dalam membantu anak-anak

: ws sekolah. Namun masih ada

dala, temt;;i; anak-anak .y
behmmrwmhh unmkmengnm
ija: kanmw

pm:lﬂmn,aspms:
aikan pengurus Karang
Taruna an Kampung Baru.
Organisasi kepemudaan baru
dilantik pada 17 Agustus 2026 itu
aikan kebutuhan pembinaan
dan wanaul::mk n
bcrba%' program kepemudaan

tKi

Kat
wiossip kmxgan&%::a pmdm

organisasi, sehingga dapat mcn;alankan
amanah

kegiatan

mudz di wilayah tersebut.
baglgcﬂcrﬂsi y’:ﬁ i
warga terschnt menjadi bagian dari
agenda reses Muhidi dahm menyerap

~ secaralangsung kebutuhan masyarakat.
¥ Sclaniumya, asE.msx tersebut akan

menjadi agi DPRD Sumbat
dnla.m mem e:;umfhm rogram
yang sesum engan ebu han ma-

syarakat. (h/len
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Komisi
Sektor

m;mue - SINGGALANG

Komisi V DPRD Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
mempelajari tata kelola
pembinaan dan
olahraga di Sumatera Selatan,
mulai dari pola pembinaan atlet,

Studi komparatif ini juga
menjadi bagian dari upaya
Komisi V mencari referensi
dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda)
Keolahragaan Sumbar.

Kunjungan kerja tersebut
dilakukan ke Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) Provinsi

. Sumatera Selatan, baru-baru ini.
Rombongan Komijsi V DPRD
Sumbar disambut Kepala Dis-
pora Provinsi Sumatera Selatan,
M. Alfajri Zabidi. '

Ketua Komisi V DPRD Sum-
bar, Lazuardi Erman, mengata-
kan kunjungan tersebut menjadi
momentum untuk menggali

pengalaman Sumatera Selatan )
- disusun dalam Ranperda Ke-

dalam mengelola sektor

8a. terutama tarkﬂit' e i
biayaan dan pengan ‘pola’pem
dapat mendukung ggp ﬂmmmbinymwg

atlet serta pelaksanaan berbagai -

kegiatan olahraga.

HARI/TANGGAL

HALAMAN

di

"Kita juga mempelajari pola .

penganggaran agar tidak ter-
hambat regulasi dan berdampak
pada sektor pengembangan dan
event keolahragaan,” kata La-
zuardi.

Menurutnya, pengembangan
olahraga tidak cukup hanya
‘berbicara mengenai prestasi

-atlet. Tata kelola kelembagaan,
‘sistem pembinaan yang berke-

-lanjutan, dukungan sarana dan

prasarana, serta kepastian
pembiayaan juga menjadi ba-
gian penting dalam membangun
ekosistem olahraga yang mam-
pu melahirkan atlet berprestasi,
Karena itu, Komisi V meng-
gali informasi mengenai pola
pembinaan atlet, pengemba-
ngan olahraga prestasi, hingga
tata kelola kelembagaan yang
diterapkan di Sumatera Selatan.
Pengalaman tersebut nanti-
nya menjadi bahan evaluasi
sekaligus referensi dalam penyu
sunan kebijakan olahraga di
Sumbar. : :
. Lazuardi mengatdkan, studi
komparatif tersebut penting
dilakukan agar kebijakan yang

olahragaan tidak berhenti pada

aspek regulasi, tetapi mampu

menjawab kebutuhan nyata

dalam pengembangan olahraga
daerah.

Rabu, 26 Agustus 2026
—— (12 Rabiul Awal 1448 H)

V Pelajari Tata Kelola
Olahraga Sumsel

&

"Kita ingin mendapatkan

gambaran bagaimana tata kelo-

la olahraga yang berjalan di
daerah lain, termasuk bagai-
mana pembiayaan dan pembi-
naan atlet dilakukan. Ini akan
menjadi referensi bagi kita
dalam menyusun kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan
Sumatera Barat,"” ujarnya.

la menambahkan, Komisi V
berharap model pengelolaan
yang diterapkan Sumatera Sela-
tan dapat menjadi salah satu
referensi yang kemudian dise-
suaikan dengan kondisi, ke-
mampuan anggaran, serta po-
tensi olahraga Sumbar.

Dengan tata kelola yang lebih
baik, pembinaan atlet diha-
rapkan tidak dilakukan secara
sporadis, tetapi terencana sejak
pembibitan, pembinaan, hingga
peningkatan prestasi. Langkah
tersebut dinilai penting agar
potensi atlet Sumbar dapat
berkembang secara maksimal
dan mampu bersaing di tingkat
nasional maupun internasional.

Selain pertukaran informasi,
kunjungan tersebut juga di-
arahkan untuk membuka ruang

komunikasi dan kerja sama

antarlembaga dalam pengem-
bangan kepemudaan dan olah-
raga. e

~ Sementara itu, Kepala Dis-

. bar un

pora Provinsi Sumatera Selatar,
M. Alfajri Zabidi, menyambiut
" baik kunjungan Komisi V DPRD
Sumbar. Menurutnya, pertu-
karan informasi dan pengala-
man antardaerah penting untuk
memperkuat kebijakan serta
program pembangunan kepe-
mudaan dan olahraga.

. la berharap sinergi yang
terbangun dapat memberikan
kontribusi positif terhadap
lahirnya generasi muda yang
aktif, kreatif, berprestasi, dan
memiliki daya saing,

"Kunjungan kerja ini menjadi
momentum upntuk mempererat
silaturahmi sekaligus bertukar
informasi, pengalaman, dan stra
tegi dalam pengembangan kepe
mudaan dan olahraga di ma
sing-masing daerah,” ujarnya. '

Menurut Alfajri, kolaborasi
antardaerah perlu terus diper-
kuat agar berbagai program
pengembangan pemuda dan
olahraga dapat berjalan lebih
optimal serta memberikan dam-
pak nyata bagi masyarakat.

Studi komparatif tersebut
sekaligus menjadi bagian dari
komitmen Komisi V DPRD Sum-

mendorong lahirnya
tata kelola olahraga yang lebih
profesional, terukur, berke-
lanjutan, dan berorientasi pada
prestasi, (*)
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Masyarakat Pandai Sikek Mengadu
ke DPRD Sumbar

TANAH DATAR, KP - Rencana pembangunan
jalan tol yang membelah Nagari Pandai Sikek, Ke-
camatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, mendu-
lang penolakan keras dari masyarakat setempat.
Khawatir kehilangan ruang hidup dan tanah pusa
ka, warga mendesak pemerintah segera menga-

lihkan trase agar tidak menggerus permukiman,
lahan pertanian produktif serta tanah ulayat na-
gari.

Aspirasi penolakan tersebut disampaikan
langsung perwakilan Anak Nagari Pandai Sikek,
Rahmat Ramadan, saat menyambangi gedung

DPRD Sumatera Barat Kamis laly (20/8), dan di-
Lerima secara resmi oleh Ketua DPRD Sumbar,
Muhidi.

"Mewakili masyarakat, kami meminta pem-
bangunan tol mencari jalur alternatif yang tidak
melewati perumahan warga maupun lahan per-
tanian, Aspirasi ini sudah kami sampaikan ke
DPRD dan diterima langsung Ketua DPRD Sum-
bar, Bapak Muhidi,” tegas Rahmat Ramadan
kepada wartawan, Selasa (25/8).

la membeberkan, penolakan tegas ini meru-
pakan keputusan mengikat hasil Musyawarah
Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek.
Para tokoh adat menilai pemaksaan trase di
lokasi yang direncanakan berpotensi memicu
konflik sosial yang luas serta merusak tatanan
kehidupan warga.

Lahan yang rencananya dilalui jalur tol se-
lama ini menjadi tumpuan utama mata penca-
harian warga, sementara ketersediaan lahan
pertanian produktif di Nagari Pandai Sikek ter-
bilang amat terbatas. Kehilangan petak tanah di-
pastikan akan melumpuhkan perekonomian
masyarakat.

Penetapan trase tol turut memunculkan an-
caman pada tanah ulayat yang menopang iden- i
titas serta warisan adat Nagari Pandai Sikek. War- |~ -

-

g3 juga mencemaskan dampak pembangunan |

yang berisiko menggusur pandam pakuburan,
sarana ibadah, hingga merusak sumber mata air
dan saluran irigasi vital.

“Jika trase tol ini tetap dipaksakan, masya
rakat berpotensi kehilangan lahan se

T

kaligus sum

Va B

ber penghidupan mereka," kata Rahmat.

la mengingatkan, perlakuan terhadap tanah
ulayat tidak bisa disamakan dengan lahan priba
di lantaran menyangkut norma adat. Pemerintah
diminta tidak menutup mata dan hanya berpa-
tokan pada kalkulasi investasi serta konektivitas
semata,

Secara regulasi, sikap penolakan Musya-
warah Penghulu Nan Anam Puluh tersebut memi
liki pijakan hukum kuat, seperti Perda Sumbar No
mor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Pe-
nyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN,
Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Po
kok-Pokok Pemerintahan Nagari, Perda Kabu-
paten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Nagari, hingga Peraturan Nagari Pandai Sikek
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat
Salingla Nagari.

Merespons gelombang protes tersebut, Ke
tua DPRD Sumbar Muhidi memastikan bakal
mengkaji secara mendalam aduan masyarakat
adat Nagari Pandai Sikek melalui lintas komisi.

"Aspirasi dari masyarakat Pandai Sikek su
dah kami terima. Ini akan kita bahas di tingkat
DPRD untuk dikaji lebih lanjut, termasuk mencer-
mati persoalan tanah ulayat, permukiman, lahan
pertanian, dan hal-hal lain yang menjadi kekha-
watiran masyarakat,” ujar Muhidi.

Muhidi menegaskan, kajian komprehensif
ini krusial dilakukan demi memastikan proyek in-
frastruktur strategis nasional tetap sejalan tanpa
mengorbankan hak-hak dan kepentingan masya-
rakat terdampak di akar rumput. (fai)
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PERWAKILAN Anak Nagari Pandai Sikek, Rahmat Ramadan (kiri), menyerahkan dokumen resmi

penolakan trase tol hasil Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek kepada
Ketua DPRD Sumbar Muhidi (kanan) di Gedung DPRD Sumbar, Padang, baru-baru ini.
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KASUS YOGI GILANG

Nanda Satria Minta Hakim

Pertimbangkan Realitas Sosial

PADANG, KP— Per- I—
kara hukum yang men-
jerat Yogi Gilang Arya Se-
tia, warga Sikakap, Kabu-
paten Kepulauan Menta-
wai atas dugaan penju-
alan kembali layanan in-
ternet Starlink, menyita |1g
perhatian Pimpinan DP-
RD Sumatera Barat.
Walkil Ketua DPRD
Sumbar, Nanda Satria, meminta majelis ha-
kim dan jaksa penuntut umum mempertim-

WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria.

lam memutus perkara
tersebut.

Data Diskominfo-
tik Sumbar mencatat se-
tidaknya masih terda-
pat 137 titik blank spot
di Sumbar pada 2026.

Dari jumlah terse-
but, Kepulauan Menta-
wai menyumbang ang-
ka terbesar dengan 42

desa yang terisolasi dari jaringan internet.

Nanda menegaskan bahwa pihaknya

bangkan realitas sosial serta keterbatasan tidak bermaksud membenarkan pelanggar-

akses komunikasi di daerah terpencil da-

an regulasi perizinan usaha. Namun, ‘aksi nekad"
Yogi setidaknya telah menjadi pencerah dan so-
lusi instan bagi warga Sikakap yang selama ini
terbatas akses informasi dan pendidikan digital.

“Gilang ini memberikan solusi bagi daerah
yang blank spot. Di satu sisi dia membantu ma-
syarakat. Kita sama-sama tahu Mentawai itu dae-
rah yang banyak blank spot-nya. Tanpa bermak-
sud mengganggu proses hukum yang ada, tentu
kami mohon dipertimbangkan dan diberikan ke-
ringanan," kata Nanda Satria, Rabu (26/8).

Politisi muda ini menilai kasus Yogi seharus-
nya menjadi momentum pembenahan bagi pe-
merintah daerah dan pusat. Menurutnya, Kemen-
terian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama
para operator telekomunikasi harus bertindak
cepat menuntaskan ketimpangan infrastruktur
digital di pulau terluar, agar warga tidak mencari
jalan pintas yang berisiko terjerat hukum.

Nanda juga mengingatkan para pelaku usa-
ha untuk melengkapi legalitas administrasi serta
mendorong Pemprov Sumbar memperkuat fung-
si pembimbingan izin usaha di daerah terpencil.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, usa-
ha gigih menembus isolasi sinyal di pelosok Ke-
pulauan Mentawai berujung pahit bagi Yogi Gi-
lang Arya Setia (39 tahun).

Pemuda asal Sikakap yang berniat memer-
dekakan warga dari kawasan blank spot ini justru
harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri
(PN) Padang dan mendekam di Rutan Anak Air ak-
ibat tuduhan penyedia layanan telekomunikasi
tanpa izin.

Tergerak oleh realita getir banyaknya blank-
spot di Mentawai, Yogi mem

beranikan diribertin-  pidana

dak sejak 2023. la memboyong perangkat Star-
link, memasangnya di kediaman pribadi, lalu
membagikan sinyal internet ke rumah-rumah
warga memanfaatkan jaringan MikroTik serta
bentangan kabel optik.

Akses internet tersebut dialirkan dengan
skema berbayar untuk menutup biaya operasio-
nal. Warga dikenakan biaya pemasangan sekitar
Rp500 ribu hingga Rp1 juta, dilanjutkan pembe-
lian voucher kuota berkecepatan tinggi, seperti
paket 2 GB seharga Rp10 ribu.

Namun, Jaksa menjerat Yogi dengan dakwa-
an tunggal Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Te-
lekomunikasi, yang telah diubah melalui Pasal 71
angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja. Ancaman hukumannya tak main-main. Ku-
rungan penjara maksimal 6 tahun serta denda pa-
ling banyak Rp600 juta.

Romi Martianus, selaku penasihat hukum ter-
dakwa, mempertanyakan konstruksi hukum yang
menyasar kliennya. la menegaskan bahwa PT
Mentawai Network Provider tempat Yogi bertin-
dak selaku Komisaris Utama, telah berbadan hu-
kum resmi sejak 2 Oktober 2025 dan menganto-
ngi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut Romi, celah kelengkapan adminis-
trasi semestinya diselesaikan lewat mekanisme
pembinaan, bukan mendahulukan pemidanaan.
la menyandarkan argumennya pada Pasal 613 |
UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pi-
dana yang menginduk pada KUHP Nasional. Atu-

ran tersebut menegaskan sanksi atau denda ad- [ 3

ministratif wajib diprioritaskan ketimbang vonis |
a tindak pelanggaran sektoral. (fai) -
R rtnarTyel
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Ekonomi Keluarga Sulit, Ketua

DPRD Sumbar Dorong Anak
Tetap Sekolah Hingga SMA/SMK

E KONOMI sulit jangan sampai menjadi ala-

ﬂ

san membunuh mimpi anak untuk me-

ngenyam pendidikan tinggi. Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerukan ke-
pada para orang tua agar terus mengawal pen-
didikan anak-anak mereka minimal hingga jen-
jang SMA atau SMK.

Hal tersebut disampaikan Muhidi di hadapan
lebih dari 150 warga Kelurahan Kampung Baru, Keca-
matan Lubuk Begalung (Lubeg), Kota Padang, saat
menggelar agenda reses di Masjid Khusnul Khotimah,
Jumat (21/8).

‘ Muhidi menegaskan, di tengah era globalisasi
yang serba cepat, generasi muda dituntut memiliki
keterampilan praktis (skill), penguasaan teknologi, dan
kemampuan bahasa asing. Jenjang SMK dinilai men-
jadi salah satu jalan pintas terbaik untuk mencetak lu-
lusan yang siap pakai dan terserap di dunia industri.

"Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jan-
gan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa me-
lanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK. Perkembangan
globalisasi tidak bisa kita tolak, anak-anak harus disi-
apkan dengan berbagai bekal. Minimal anak-anak kita
harus tamat SMA atau SMK." kata Muhidi.

Dalam reses tersebut, pengurus yayasan penan-
ganan anak putus sekolah, Citra, mengeluhkan masih
banyaknya anak miskin yang terkendala biaya pe-
ngambilan ijazah. Sementara itu, pengurus Karang Ta-
runa Kampung Baru mengusulkan bimbingan teknis
dan dukungan sarana program kepemudaan.

Muhidi menyambut hangat seluruh aspirasi terse-
but dan berjanji akan mengoordinasikannya bersama
pihak sekolah, dinas terkait, serta sektor industri demi
membuka peluang kerja bagi lulusan dan mengurai
masalah kendala ijazah warga kurang mampu. *
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KETUA DPRD Sumbar Mubhidi,
Kampung Baru, Lubuk Begalu

ng.

gt ) L B A

saat menyerap aspirasi wa

rga Kelurahan KETUA DPRD Sumbar Muhidi berfoto bersama saat reses

nul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Lubuk Begalung.

di Masjid Khus-
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harus menjadi bagian dari
kesadamn dalam mm}alankaﬂ

"1tuham_s : :
d:kuatk:m > te-
]é:rl;ll;‘!auh,dea mepﬂf

. per qg,l, juga menunjuk-
e ot iitel

pemerataan
di Sumatera Barat. Pemerintah

daerah, menqrutnya, me.mﬂlkl
keterbatasan
memba
stﬂslktur

Digital (Komdig), bcrsama

~ penyedia layanan telekomu-

internet ke wilayah : ulauan
optimal. -

“Amat sa kalau misal-
nya masih ada daerah-daerah
yang blank spot. Kita selalu
suarakan itu, galk ke Komdigi
ataupun ke DPR RI, bagaimana

semua daerah di Sumatera
Barat tidak ada lagi blank spot-
- nya,” ujar Nanda.

Dikatakann a,mtemet kini
bukan lagi seﬁadar fasilitas
tambahan, tetapi telah menjadi

" kebutuhan masyarakat untuk
aktivitas ekonomi,

pendidikan,
ub. ko-
pelaysam pulih hiogga.

“Anggaran kita di daerah
Egasmgatm‘bamliamim,
ta mendorong pemerinfah
usat untuk lebih aktif mem-

n perhatian kepada da-

erah-daerah supaya ada kea-
dilan akses bagi semua ma-

_syarakat,” katanya,

Bagi Nanda, ara Yogi
seharusnya menjadi momentum
untuk memperbaiki dua per-
soalan sek:
dan udaha perlumema-

- hami pentingnya menjalankan
kegiatan sesuai ketentuan hu-

i kum, sementara pemerintah
harus mt:mast:k:an kebutuhan

mulalham'

scuruh infra- |

Masyarakat pero

WAKH. Ketua DPRD $umbar Nanda Satria

masyarakat terhada

internet dapat dipen

merata.

Kasus Yogi Gilang Arya

Setia bermula ketika ia membeli
intemet satelit Starlink
o Dess Sikakap

orang tuanya esa §

a:lrlg 2024,

Minimnya sinyal telekomw
nikasi di Slkakap kemudian
membuat war mstmsn pe—
merirtah, BUT»%!
tor kepolisian senempat me-
manfaatkan koneksi internet di
lokasi tersebut.

Melihat kebutuhan masya—

rakat cukuy
kemuﬁ menl;e Eangk:m

_n_.ks::s

i secara

‘untuk di

jaringan dan men-
ﬁm?fl\&entawaiNew-m'k M

Provider. Melalui perusahaan
tersebut, Yogi menjalankan
kegiatan penjualan kembali
layanan internet Starlink.

PT Mentawai Network
Provider disebut telah mem-
leh Nomor Induk Beru-
saha (NIB) dari pemerintah
gusat pada 2 Oktober 2025.

ementara sejumlah izin ope-
rasional pendukung lainnya
masih dalam proses.

Kc:ﬂdn 22 Oktobt:r 2025,
olisian Resor ulauan
Mentawai menerblﬁ La
ran Polisi(LP) Model A ter
dugaan usaha telckomumkm
tanpa izin, Yogi kemudian

dltanzgknp dan ditahan seﬂ@

Kuasa hukum Yogi, Ron:u <

Martianus menilai, terdapat
sejumlah persoalan dalam
roses hukum yang dijalani
iennya, mulai dari tahap

penyi i-km hingga perkara
djpcﬂksadipeugzgxlm._ ila
. Menurut Romi, peng

naan LP Model A dinilai t
tﬁn ansuga menilai keber-
menunjukkan ada-
nya iktikad pihak Yogi untuk
menjalankan kegiatan usaha
; Ada tga k
€ E ci
kami hh:?aP mgg;l::nyaﬂg
Modci A dmﬂm tidak te

vy o e S

. narkotlka, pemhunuhzn, amu

korupsi, sementara usaha Yogi
memiliki iktikad baik lewat
kepemilikan NIB,” ungkap
Romi.
Rbmnugamcmpersmlkm

RS

‘subjek hukum d;llam perkara
tersebut. Menurutnya, saat
la ran polisiditerbitkan pada

Oktober 2025, Yogi telah
hersmtus sebagm Komisaris
Utama PTMentawm Network
Provider. .

Selain Ltu, ia menyebut

penyidik melakukan penyitaan
teﬂmda aset atas nama pribadi
Yogi; bukan atas nama PT
Mentawai Network Provider
yang menyelenggarakan layanan
tersebut.

“Kami menganggap' ini

- cacat formil,” ujarnya.

Romi berpendapat perkara
tersebut semestinya ﬁcﬁsmkm
melalui mekanisme administra-
tif, bukan pidana. Menurutnya,
ketentuan UU Telekomunikasi
yang disangkakan berkaitan
aspek perizinan. -

Bﬁ"m dasar it kuf;sahukum
mengajukan permolionan pe-
mnt;g'tilhan P::lahaﬂan b};':gl

Yogi vang saat ini ditahan di
.Rutan Anak Air Kota Padang,
Permohonan tersebut juga
didasarkan pada pe:mmba.n;éan
agar akses internet yang dibu-

War?a Mentawai tidak

«/’ ._
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PAI:IANG HALI.IAN - Sebagal salah sat;u

sekolah yang terdampak
hidrometeoralogi pada 2

;)a

rah bencana
November lalu,

SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang | memer-
lukan perbaikan sarana dan prasarana.

- Wakil Ketua DPRD Sum-
bar, Evi Yandri Rajo Budiman,
turun langsung me jemput
aspirasi pi sekolah pada
Jumat (21/8). Pertemuan terse-

but

- Kepada Ev}Yandn,semng
guru meminta bantuan peng-
adaan mobiler berupa meja,
lmm dan loker guru, I

mcmer ulmp meja
dan ku:m Pal:. Fas;huln.s
yang lama s

Bencana November lala.

ok s, e

air, teta i juga menyisakan
yang tebal di

“Saat pemhenﬁmk:m

P,ucibf:ncana, Pak Evli: lang- ;

W'E meninjau ke sini,
berteum Imslh

T
12 Pﬂﬂlng‘mtnt
banjir, ter-

=yt

'I.'l:l:l i

AT

-.S

stua Ialu

Namun, bqn}lrpadﬂ November
material terbawa.

“Pak, nmhon dicarikan
solusi agar sekolah dan |

kcsnuudnkban;ulﬂm-m § gk

ngenai krisis air bersih juga
mencuat dalam pertemuan
tersebut.

“Air sekolah keruh dan
bcrba:dtes: bahm?adahnl
tidak alr.
dihunﬂakmunmkb:rwud‘:ﬁl

1 menggunakan
mnPDAMﬂm;a;cmih, tetapl
alirannya sering mati nsuh
tdak cuku memenuhi ke-

seEnslah. ,e.&; salah ¥

“Tahun 2027 k;ﬂikﬂ; ;’fﬂg—
hadapi ‘}: rasi

wmglmk,m

te:palrs’ 4. men
luar sekolah dengan bia
-mandiri.

“Sewa la fmsalme:n

~capai Rp200 ribu per jam,

Kasihan siswa yang punya
.se.mmg?t tinggi untuk bero-
Siswa juga

‘ berhnmp mends.pat bantuan

1%%

a]nt penunjang ekstrakurikuler
erti alat musik tradisional
dan tenda PMR.

i rentetan kelu-
han tewebut, vi Yandri me-
minta pihak sekola.h segera

pucnm pem-

EH&mma master le.
mhseho{ah u,lwblp—

kann ikut berubah. It akan yi

&




SEKRETARIAT DE
PRO!

ST o T




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

HARI/TANGGAL

KORAN PADANG
JUMAT, 28 AGUSTUS 2026

7

HALAMAN

KASUS VIDED ASUSILA
qurizon Desqk Tes
Psikologi Pejabat

PADANG, KP
= Kasus dugaan
video asusila
yang menyeret
Kepala Biro Pen-
gadaan Barang
dan Jasa Pemer-
intah Provinsi Su-
matera Barat
berinisial C men-
uai sorotan.
Anggota DPRD
Sumatera Barat
Fraksi PPP
Nofrizon menilai, program Subuh Mubarokah
dan wirid rutin bagi pejabat setempat gagal
membentuk moral serta integritas.

"Sangat disayangkan jika kegiatan keaga-
maan tersebut hanya rutinitas seremonial be-
laka. Kegiatan keagamaan seharusnya tercer-
min dalam perilaku sehari-hari pejabat publik,”
kata Nofrizon, Kamis (27/8).

Menurutnya, pembinaan moral aparatur
dinilai membutuhkan pendekatan lain di luar
agenda keagamaan. Oleh karena itu, Nofrizon
mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
kembali menerapkan tes psikologi bagi seluruh
pejabat eselon Il dan lll. Ujian ini bertujuan
mengukur kepribadian, karakter, dan integritas
mereka di luar urusan administratif.

"Pejabat eselon dua dan tiga memiliki
tanggung jawab besar dalam memimpin in-
stansi. Mereka juga memikul beban menjaga
nama baik institusi pemerintahan di mata ma-
syarakat,” kata Nofrizon,

Meski demikian, ia meminta semua pihak
tetap mengedepankan asas praduga tak ber-
salah dalam menyikapi kasus video asusila
yang melibatkan oknum pejabat dan ASN Pem-
prov Sumbar itu. y

“Kepastian hukum tetap harus menunggu ..
hasil pemeriksaan resmi dari aparat yang ber- ,
wenang,” pungkasnya. (fai)

chi ; o

¢ o
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Komisi Il DPRD Sumbar Matang
kan Ranperda Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani

OMISI 11 DPRD Sumatera
Klgarat mematangkan pem
ahasan Rancangan Pera
turan Daerah tentang Perlindun-
gan dan Pemberdayaan Petani
melalui Focus Group Discussion
pada Rabu (26/8). FGD tersebut
digelar untuk menghimpun ma-
sukan dari berbagai pemangku
kepentingan guna menyempur-
nakan substansi Ranperda agar
sesuai dengan kondisi riil petani
di lapangan.

Kegiatan ini dihadiri perwaki-
lan OPD Pemprov Sumbar, kepala
dinas pertanian kabupaten dan kota,
akademisi perguruan tinggi, lemba-
ga profesi, serta organisasi sektor
pertanian,

Ketua Komisi Il DPRD Sumbar
Khairuddin Simanjuntak menegas
kan perlindungan dan pemberdaya
an petani menjadi salah satu fokus
utama komisinya.

"Dalam tahapan penyusunan
Perda ini kami mengundang seluruh
stakeholder dan pemerhati pertan-
ian untuk memberikan masukan ter-
hadap Ranperda yang tengah diba-
has," ujar Khairuddin,

la menjelaskan, penyusunan
Perda ini telah melalui serangkaian
tahapan, mulai dari pembahasan

| JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 <

bersama dinas terkait, penyerapan  saran hasil tani. *

aspirasi petani di daerah, studi ban
ding, hingga konsultasi ke kemente
rian.

Melalui Perda ini, pemerintah
daerah diharapkan memiliki payung
hukum yang kuat untuk mendukung
petani, baik dalam penyediaan sara
Nna prasarana maupun penganggaran
yang berpihak pada kesejahteraan.

"Kita berharap para petani bisa
terlindungi dengan adanya Perda ini.
Contohnya, kalau gagal panen ada
asuransi yang membantu petani,” ka
ta Khairyddin.

Sementara itu, Wakil Ketua
DPRD Sumbar Nanda Satria menilai
regulasi ini sangat krusial mengingat
pertanian merupakan tulang pung-
gung perekonomian Sumatera Barat.

la menyebutkan bahwa petani
daerah masih dihadapkan pada ke-
terbatasan modal, akses sarana pro-
duksi, teknologi, serta risiko fluktua-
si harga komoditas.

“Ranperda ini bertujuan mem-
berikan kepastian hukum bagi peta
ni Sumatera Barat dalam memper-
oleh perlindungan dari risiko gagal
panen, fluktuasi harga, hingga ben-
cana alam," kata Nanda.

la menambahkan, Perda ini nan
tinya juga memuat kemudahan ak-
ses pembiayaan, asuransi pertanian,
penguatan kelembagaan, penyulu-
han, serta perbaikan sistem pema-
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SUASANA FGD pembahasan Ran
Barat bersama jajaran OPD dan

perda Perﬁndunglan dan Pemberdayaan Petani yang digelar Komisi Il DPRD Sumatera
pemangku kepentingan pertanian di Padang, Rabu (26/8).
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#

ﬁ Renja, Instrumen
E ektivitas Program Ker]a

Laporan ﬁsmmﬂs, kata Muhidi,
NDIYANUAR - paripuma. Penetapan’ Rencans o
Harian Rakyat Sumbar ~ ey2 DPRD tahun 2027, i
Ketiia. 22 uaiangutams.l(anﬂs,(nfs].
etua DPRD Sumbar Muhidi la melanjutkan, selain
mengatakan perlu disusun perencanaan, Renja ju-
Rencana Kerja (Renja) ber- ~ ga merupakan insttumen
:s:kanmnmanggam larget mengukur kinerja serta efektivitas
capaian kinerja, sertalang- ~ dari program dan kegi
kah-langkah pelaksanaannya o L
dalam kurun wakty tertentu. 1o CDRERL Unsy
"SESUAI dengan PP 12 Tahun 20-  maka dalam ramake ool
18, dalam rangka memastikan ter- abiltas pelal |
mmwmmadmﬁmw fungsi dan kew ; :
M-m'ﬁm@mm-ﬂﬂnhﬁ-

cara efekdif, efisien, terencana dan

kan Renja DPRD tahun 2027, ma-

mmw ayat (1) Pera-

Nomor 12 Tahun

s X - B - i
Ia mengakhiri, telah dﬂ'ﬁap-

hDPRDﬁuwnsiSumateraBamt

 telah memiliki dokumen perenca-
- maan program dan kegiatan dan

target kinerja yang akan dicapai
untuk tahun 2027, Keptm?s!;n
DPRDt&rsebMtﬂbeﬁNoumr 15/

SB/2027 tentang Rencana Kerja
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,Akomodlr Laporan Reses

DPRD Sumbar
Gelar Paripurna -
Penyerahan
Laporan Reses Masa
Persidangan Ketiga
T
Barat (Sumbar) Muhidi menga-
takan laporan reses masa persi-
dangan ketiga tahun :

supaya teral :_-'.'

3 Ip‘m.immm\
BKPD(Rencanal&rIaPamnﬂn Yl
bagian dari |

tah Daerah),

pokok-poka’c pikiran DPRD dan
-rencana anggaran Pemerintah

Daerah (Pemda).
"Kami minta kepada mamng
madngmmkwmm

KETUA WRDWMSWMBMMMIM%MWWMMW tahun 2025/2026
kepada%ﬁlﬁubumrsm‘mkomsew saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).

ucap Muhidi. '

Menurut Muhidi, pari pelak-
sanaan reses telah ditampung
berbagai aspirasi yang disam-

paikan dan Pemer-
intah Daerah terkait kebutuhan

dalam pen

hmkbugimnmmmm
bagi Pemerintah Daerah Provinsi
Swmtmnmbn@immnpi
rasi masyarakat bisa ditampung
dalam program pembangunan
daerah,” ungkapnya.
Padamputtersabut. DPRD

na Penempan Rencana Kerja
DPRD tahun 2027 dan Penut-
upanMamPersidmngem

laksanaan progm:n DPRD dan

ka! Muhidi ()

Kerja (Renja) tahun 2027. Kepu-
tusan DPRD tersebut diberi No

‘mor:15/SB/2027 tentang Renca-

na Kerja DPRD Provinsi Sumate-
ra Barat tahun 2027.

"Telah ditetapkan Renja DP-
RD tahun 2027, maka DPRD Pro

vinsi Sumatera Barat telah me- |-

perencanaan
prngrnm,lnegimndanm'rgeth- '

nerja yang akan dicapai tahun

i -,

2027. Teﬁmkgmlberhamp pe-. ',

alat kelengkapan DPRD, dapat

Inbihmmna.&hﬂm&ﬁsdan

mnatkinedawnsidm pung-
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! harap

MENTAWAI ITU BANYAK BLANK SPOT

Wu'g‘a .Sikakap.

Kepulauan Mentaw

munikasi, Informatika, dan
_ﬁstﬂ: [ﬂislkqminfoﬂkgl&mu h

bisa menyangkal hahwa dia
bersalah. Kita tidak berniat
membenarkan tindakan terse-
but,” kata Nanda.

Namun, Nanda melanjutkan,
aktivitas Yogi setidaknya telah

. menjadi solusi alternatif bagi

masyarakat Sikakap yang berada
di wilayah terisolasi jaringan
telekomunikasi.

"Yogi memberikan solusi di
. daerah blank spot. Dia mem-

'} . bantu ma.sya.rakat karena kita

tahu Mentawai adalah daerah
yang minim sinyal,” ujarnya:

Oleh karena itu; Nanda ber-
geografis ini diper-
timb an dalam proses hu-
kum. Keterbatasan infrastruktur
membuat masyarakat di daerah

ucapnya.

can, fenomena
ha- yang beropemsi
sebelum izin administrasi ram-

pung masih marak terjadi. Kon-
‘disi ini harus diantisipasi melalui

edukasi sejak dini.

“Jika mau jujur, banyak pe-
ngusaha yang menjalankan bis-
nisnya terlebih dahulu baru
mengurus izin. Fenomena seperti
itu nyata ada,” katanya.

Meski demikian, ia tetap meng
ingatkan para pelaku usaha
untuk mematuhi ketentuan hu-
kum. Legalitas dan kelengkapan
izin wajib menjadi landasan
utama dalam berbisnis. "Kesa~
daran untuk b
gal harus

. k&t@l‘
'::ﬁhmb;ngun seluruh f&sﬂjtas :

i

I KORAN HARI/TANGGAL HALAMAN
SINGGALANG Jumat, 28 Agustus 20
. 6
c— - - (14 Rabiul Awal 1448 }21) ;Z

behfﬁ.mer " mfrastruktur
digital di Slﬂ:nhar la mengakui
_pemerintah daerah memiliki
asan anggaran untuk

Bagi Nanda,
harus menjadi m

e

baikan dua arah: pelaku usaha

wajib memahami pentingnya

legalitas hukum, semantaraw
pemerintah harus menj nin twork

pemerataan akses internet:
Kronologi Kasus

Kasus Yogi Gilang Arya Setia

bermula saat ia membeli pe-

rangkat internet satelit Starlink

untuk dipasang di wisma milik

orang tuanya ‘di Desa Sikakap

pada 2024,

Minimnya sinyal di wilayah
tetsebut membuat warga, in-
stansi pemerintah, BUMN, hing-

-ga kantor kepolisian setempat

ikut menumpang koneksi inter-

net di lokasi itu.

. MahhnLunEnya. kebutuhan_ .
syarakat, Yogi memperluas

mm\dﬁ mﬂ- 85
Mentawai Network e
ual

seme nfara sejumls

il Ketua DPRD Sumbar Nand&Satna
Minta Yogi Gilang | Diberi Keringanan

telah mengmﬁnﬁfﬂo .'

Berusaha (NIB) dari
pusatpada 2 Okto

penyidik

LU

" pama pribadi Yogi, buln:an atas

nama perusahaan penyedia
layanan

"Kami mangmggnp proses ini
cacat formil," ujar Romi.

la berpendapat pdrkm ini
ikan melalui

dana, karena

pasal dalam UU Telekomunikasi

‘yang disangkakan berkaitan

dengan aspek perizinan.

Atas dasar itu, kuasa hukum
-telah mengajukan permohonan
.pepangguhan penahanan bagi

Rutan Anak Air Kota Padang.
_angkah ini juga diambil agar

ai tidak terputus total. (401)

ses internet warga di Men

yang saat ini mendekam di

E
¥
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GELAR FGD DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

perda tentang

._--.'q’r : o - _ e, ':guﬂi""ﬁ;ll‘&
KETUA Komisi || DPRD Sumbar,

Khairuddin Simanjuntak

- FGD tersebut dlhs.dlﬂ
OPD terkiit di lingkungan -
dinas

Pemprov Sumbar, kepala

pertanian kabupaten/kota,
perguruan tinggi, lembaga
profesi, serta sejumlah orga-

PADANG, HALUAN — Komisi Il DP
Sumatera Barat (Sumbar) menggelar
Focus Group Discussion (FGD) untuk
-menghimpun masukan dari pemangku ke-
pentingan terkait penyempurnaan
Perlindungan dan Pem-
berdayaan Petani, Rabu (26/8). :

berbagai pemangku kepen-

RD

an-

Ketua Komisi I DPRD
Sumbar, Khairuddin Siman-

juntak mengatakan, gerl'm- '

dungan dan pemberdayaan

g:emm mcﬂai; perhatian serius
omisi IT. Karena itu, berbagai
pihak yang berkaitan den

- sektor pertanian dilibatkan

dalam proses penyusunan
Rﬂﬂp&tcg tcrs:Bul;. i !
“Kami dari Komisi II sa-

ujar Khairuddin saat diwa-
- Menurutnya, masukan dari

r

 lain melalui g

garan yang berpihak psgs;

“bisa terlindungi dengan adanya .

berdayaan petani perlu

ligus memperkuat pember-
dayaan petani di Sumbar,
Wt sens st o
telah melalui sejumlah tahapan.
Komisi II sebelumnya telah
membahasnya bersama OPD
terkait, menghimpun masukan
dari masyarakat petani di
kabupaten/kota, melakukan
studi banding ke sejumlah daerah -
yang telah memiliki regulasi
serupa, serta berkonsultasi
kementerian terkait.
a berharap, Perda yan

nantinya lahir dapat meﬂincﬁ '
dasar yang kuat bagi peme-

e

rikan perlindungan dan duku-
: ngmg'pada petani.

tersebut antara
juga diharapkan dapat meng-
atur program dan pengan

dan

para petani

Perda ini. :;t;'tohnya, kalau )
| o frah; -
ada dukungan sarana dan 257

vitas # }
dalam forum tersebu
ngatakan, perlindungan
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yang dilaksanakan
- menjawab persoalan

meﬁe secara m
Meuurut Nauda_ sekmr

mulai dan k;:terbatas m

modal, sarana produksi dan

teknologi pertanian hingga

fluktuasi komoditas,
Ka:ena itu, Ranperdx ini

kepastlan gaiﬂ sekalig
m:mpcrhaatkapammdan ya

;:‘:i meIahn progmm. '

dﬁzbeﬂmmmnb
“Ranperda ini bcrmluaa .
mbanmktp&stlﬂn hukum

. bagi petani Sumatera Barat

‘dalam memperoleh petlindu-

ngan dari risiko gagal panen,
fluktuasi harga, bencangalnm

dan ancaman lainnya, serta

- meningkatkan kapasitas dan

daya saing petani melalui ber-
bagai program. pemberdayaan

s

yang tr.tsu'uktu: dan berke-

tjar Nanda.
Ta juga me dalam hal

Slthndun}an petap ué;erlu

mymn dan asuransi
mm, penguatan kelem-
petani, penyuluhan dan

ETRRRITHER,

ANGGOTA Komisi Il DPRD Sumbar

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT

wmuum'oﬁmmm Nanda swamnwﬂku Kamaxammu lison Congdaramkagialan FGD

' smamsmramm'n
-~ hasil pettnmanyung ebih baik.
hﬂ_
d:m Perda-,lm
arat dapat le
mandm dan bcrdaya smng
tinggi dalam me i ber-
bﬂgﬂ?ﬂwm” ()
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- Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
menggelar diskusi publik /focus
group discussion (FGD) untuk
menghimpun masukan dari
pemangku kepentingan dan
masyarakat terkait
penyempumaan dua rancangan
peraturan daerah (ranperda),
Rabu (26/8) di gedung dewan
setempat.

Kedua ranperda tersebut yakni
ranperda perubahan tentang pe-
nyelenggaraan pendidikan serta
ranperda tentang perlindungan
dan pemberdayaan petani.

Untuk ranperda perlindungan
dan pemberdayaan petani ditang-
{ungjaﬂahl penyusunannya oleh

omisi 1I. FGD tersebut dihadiri
OPD terkait di lingkungan Pemprov
Sumbar, kepala dinas pertanian
kabupaten/kota, perguruan tinggi,
lembaga profesi, serta sejumlah
- organisasi yang bergerak di sektor
., pertanian. \ P
~ Ketua Komisi Il DPRD Sumbar,” -
: Khairuddin Simanjuntak menga-
takan, perlindungan dan pember-
dayaan petani menjadi perhatian i
serius Komisi II. Karena itu, ber-
bagai pihak yang berkaitan dengan o,
sektor pertanian dﬂﬂmtkau dalam
proses penyusunan Ranperda
tersebut. I

*"Kami dari Komisi 11 sangat
fokus dengan perlindungan petani. ?
Karena itu, dalam tahapan penyu- |

sunan Perda ini kami mengundang Bl

B scluruh stakeholder dan pemerhati

‘pertanian urituk memberikan ma- ..

sukan terhadap Ranperda yang

tengah dibahas,” ujar Khairuddin
usai FGD. 7
AT Wl TS

| (15 Rabiul Awal 1448 H)

HARI/TANGGAL

HALAMAN

Sabtu, 29 Agustus 2026

Menurutnya, masukan dari

berbagai pemangku kﬁp&ﬂngan 1

penting untuk memastikan muatan
Ranperda sesuai dengan kebu-
tuhan petani. Dengan demikian,
Perda yang dihasilkan nantinya
dapat memberikan perlindungan
sekaligus memperkuat keber-
dayaan petani di Sumbar,
Khairuddin menjelaskan, pem-
bahasan Ranperda tersebut telah
melalui sejumlah tahapan. Komisi
Il sebelumnya telah membahasnya
bersama OPD Pemprov Sumbar,
menghimpun masukan dari masya-
rakat petani di kabupaten/kota,
melakukan studi banding ke sejum--
lah daerah yang telah memiliki
regulasi serupa, serta berkonsultasi
dengan kementerian terkait.
la berharap, Perda yang nanti-
nya lahir dapat menjadi dasar yang
kuat bagi pemerintah daerah
dalam memberikan perlindungan
dan dukungan kepada petani.
Dukungan tersebut antara lain
melalui penyediaan sarana dan
prasarana pertanian yang mema-
dai. Selain itu, Perda juga diharap- .
kan dapat mengatur program dan
penganggaran yang berpihak pada
peningkatan kasﬂjlhtﬂrun dan
keberdayaan petani.
"Kita berharap para patam bisd
terlindungi dengan adanya Perda .
ini. Contohnya, kalau gagal panen
ada asuransi yang membantu |

lindungan dan pemberdayaan
petani perlu dituangkan dalam

_regilasi yang mampu menjawab.

persoalan mereka secara menye-
luruh.

Menurut ﬁmda. sektor perta-
nian merupakan salah satu tulang
punggung ﬁarekonnmmn Sumbar.
Namun, i masth menghadapi
berbagal tantangan, mulai dari

. keterbatasan akses modal, sarana

petani. Kemudian ada duhmgan '

sarana dan yang mema-

 prasarana
daihng:mnmkadalmmalakukmn

aktivitas pertanian,” B el

forum tersebut mengatakan, per-

gl PR TR S

o

w;kﬂ Ketua DPRD Sumbar, ._:'.
. Nanda Satria, yang hadir dalam

. berdaya saingtinggi dalam meng-

produksi dan teknologi pertanian
hingga fluktuasi harga komoditas.
Karena itu, Ranperda tersebut
diharapkan dapat memberikan

' _kepastian hukum sekaligus mem-

perkuat kapasitas dan daya saing
petani melalui program pember-
dayaan yang tarstn:kwr dan berke-

sinambungan.

“Ranperda ini bertujuan mem-
‘berikan kepastian hukum bagi
petani Sumatera Barat dalam
memperoleh perlindungan dari
risiko gagal panen, fluktuasi harga,
bencana alam dan ancaman lain-
nya, serta meningkatkan kapasitas
dan, daya saing petani melalui
berbagai program pemberdayaan
yang terstruktur dan berkesinam-
bungan," ujar Nanda.

Ia juga menijlai perlindungan
petani perlu didukung dengan
kemudahan akses pembiayaan dan
asuransi pertanian, penguatan
kelembagaan petani, penyuluhan
dan pelatihan, serta sistem pema-
saran hasil’pertanian yang lebih
"Harapan kita, dengan hadirnya, WS
Perda ini petani Sumatera Barat <
.dapatlebih sejahtera, mandiri dan

hadapi berbagai tantangan,” kata-
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| SABTU, 29 AGUSTUS 2026 &

DPRD Sumbar Tetapkan
Renja 2027 dan Serahkan

Hasil Reses kepada Pemprov

"' Tahun 2026/2027.

. gaskan bahwa penyusunan Renja DPRD meru-
pakan amanat Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 12

PRD Provinsi Sumatera Barat se-
D cara resmi menetapkan Rencana

Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027
sekaligus menyerahkan secara lengkap
berkas aspirasi hasil reses anggota dewan
kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Ba
rat. Penyerahan dokumen strategis terse-
but diproyeksikan sebagai tumpuan uta-
ma penyusunan Rencana Kerja Pemerin-
tah Daerah (RKPD) serta Pokok-Pokok Pi-
kiran (Pokir) DPRD.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pari-
purna DPRD Sumbar di ruang sidang utama
gedung dewan, Kamis (27/8). Rapat dipimpin
langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, di-
dampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budi-
man dan Nanda Satria. Agenda ini dihadiri
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, unsur
Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan
OPD, pimpinan BUMD, hingga jajaran direksi
PT Bank Nagari.

Selain penetapan Renja 2027, paripurna
sekaligus merangkum laporan hasil reses Ma
sa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 yang
dijemput para anggota dewan dari daerah
pemilihan (dapil) masing-masing pada 18-24
Agustus.

Momen ini menandai pula penutupan
Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026
dan pembukaan Masa Persidangan Pertama

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mene-

WA

Tahun 2018 yang dikoordinasikan oleh Badan
Musyawarah (Banmus) bersama seluruh alat
kelengkapan dewan. Dokumen ini menjadi
navigasi utama dalam mengawal fungsi legis-
lasi, anggaran, maupun pengawasan secara
transparan dan akuntabel.

“Seluruh aspirasi masyarakat yang disam
paikan melalui reses harus dikawal dan diper-
juangkan agar dapat diakomodir sesuai kewe-
nangan dan kemampuan keuangan daerah,"
tegas Muhidi.

Selama Masa Persidangan Ketiga (30 Ap-
ril-27 Agustus 2026), DPRD Sumbar tercatat
telah mengesahkan Ranperda Penyertaan Mo-
dal PT Jamkrida dan Ranperda Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD 2025. Sementara
Ranperda Jasa Konstruksi, Perlindungan Peta-
ni, dan Perubahan Perda Pendidikan masih
bergulir dalam pembahasan. Di bidang angga
ran, persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2026
dan KUA-PPAS 2027 telah rampung disepa-
kati pada 14 Agustus lalu.

Memasuki Masa Persidangan Pertama
Tahun 2026/2027, Muhidi mengingatkan tan-
tangan berat yang membayang di depan
mata, khususnya penyusunan APBD 2027 dan
Perubahan APBD 2026 di tengah kondisi
ruang fiskal daerah yang terimpit.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sum-
bar Vasko Ruesimy menggarisbawahi penting
nya efisiensi belanja serta kejelian menggali
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pem-
prov dan DPRD dituntut memastikan setiap
alokasi APBD di sektor pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur memberikan dampak riil
bagi kesejahteraan masyarakat. *
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan dokumen hasil reses anggota dewan kepada Wagub Sumbar Vasko Ru-
seimy, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Wakil KETUA DPRD Sumbar Muhidi menutup Masa Per-
Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria, dalam rapat sidangan Ketiga Tahun 2025/2026 dan membuka
paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.

Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda

T gl

KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy,

Satria, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
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KORAN PADANG
SENIN, 31 AGUSTUS 2026

PADANG, KP - Bupati Padang Pariaman John
Kenedy Azis menegaskan pentingnya menem-
patkan hukum pidana adat secara proporsional
dalam sistem peradilan nasional. Pengakuan ter-
hadap hukum adat harus tetap selaras dengan
kepastian hukum, asas legalitas, dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

Hal itu disampaikannya saat menjadi nara-
sumber dalam Pelantikan dan Seminar Nasional
Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia
(IMSI) Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sabtu
(29/8).

John Kenedy menekankan bahwa pemerin-
tah daerah tidak boleh mengambil alih peran ma-
syarakat adat. Peran pemda adalah sebagai fasili-
tator, pelindung, regulator, dan pengawas agar
penerapan hukum adat tidak bertentangan den-
gan hukum nasional.

“Prinsip yang perlu kita kedepankan adalah
adat dipertahankan, masyarakat dilindungy, hu-

v d

Bupati John Kenedy Azis Ingatkan Pengakuan Hukum
-Adat Harus Tetap Menjunjung HAM

kum nasional dihormati,” kata Bupati.

la menjelaskan, di Kabupaten Padang Paria-
man, struktur nagari dan lembaga adat seperti ni-
nik mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bun-
do kanduang memegang peran vital dalam men-
jaga ketertiban sosial. Penguatan hukum adat di-
harapkan mampu mendorong penyelesaian ma-
salah secara bermartabat dan mendukung kead-
ilan restoratif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar penera-
pan hukum adat memiliki batasan yang jelas dan
terukur. "Hukum pidana adat tidak seharusnya di-
hapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa
batas. Posisi idealnya adalah mengakui eksisten
sinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum
nasional dan HAM," ujarnya.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Sumbar
tersebut juga menghadirkan Anggota DPR Ri
Komisi Xlil Arisal Azis dan Ketua DPRD Sumbar
Muhidi sebagai narasumber. (ak/*)
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BUPATI Padang Pariaman John Kenedy Azis (kanan) saat men yampaikan materi dalam Seminar Na-

sional JMSI Sumbar di Padang, Sabtu (29/8).
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‘PERL“:EPﬁT DIGITALISASI. PENDIDIKAN'

Sumbar Salurkan 140

Lapto

HALUAN — Percepat digita-

lisasi pendidikan, dua SMA negeri Kota
Padang terima puluhan bantuan lapt

dari dana
Sumatera

pokok pikiran Wakil Ketua DPRD
Barat, Evi Yandri Rajo Budiman.

Kedua SMA tersebut yakni  sekolah terdam bencana.

SMAN 17 Pa

yang men- Dimana S 17, Padang

dapatkan 80 bantuan laptop merupakan sekolah baru
dan SMAN 12 sl?:ba- w?&m Sctnmyﬁ
nyakéﬂunitl_ top. S 12P merupakan

tersebut telah

sckolah dan telah diserahkan mengalami dampak ter- -
- : hidrome-

baru-baru ini.
Evi Yandri

rima yakni sekolah

to
pthak  salah satu sekolah di Sumbar

: y alnbatbmmnq_
takan dua  teorologi November 2026 lah.

Ini seiring

SMA itu dipilih se agfedn; 4 ""I.‘ujunngc;nbcnm laptop
en
g

WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budima

 menyerahkan bantuan

laptop untuk SMA di Kota Padang . .

BAT progigi. ; :
B - juan akan sulit dicapai,” katanya

o
; hpmpdikedmm

‘online. Jangan coba-c
: ﬁmp,xbilmn. Sekali terjurumus §

p ke Dua SMA

' intah gakm igitalisasi
pendidikan. Semoga bantuan
tersebut dapat membantu

Eerccpatan program ini,” ujar
vi Yandri. - q

Ia mengatakan, dirinya
sepakat. pola pikir Presi-

memajukan sebuah negara
maka sumber daya manusia

DM) lah yang perlu dibina.

alah satunya melalui pen-
_ “Jika SDM nya s maka.
daerah dan negara bisa ber-
kembang dan maju. Namun
ika SDM lemah maka kema-

but pekan lalu, Evi Yandri
berpesan ara siswa untuk
fokuhdahm.dmimﬁg-
asah kemampuan diri.
“Fokuslah menimba ilmu
akif berkegiatan positif mela-
lai _ckst:akn:ihﬂer,’k'sita:iyh.

Di zaman sekarang menu-

‘tut Evi; semua siswa harus

memapu mengembangkan
P ngemb 55 :

y kemampuan' dan ilmu

. Eﬁk’;} &i‘;il;"?‘m"*‘"-".ﬁﬁ‘i s

agar tidak terjerumus

“Toi i i s ALLL S

dan harus dijauhi. Seperti §
tawuran, narkoba dan seks
bebas. Termasuk juga judi

n sobi b b

hancur masa depan Seumur
hidup-;” hml = . .
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Padap&a#ﬁekdﬁh,m dkﬁnnﬁumbar,Mﬂhya

ma pata guru, Evi juga me- Bm hmﬁm selmiah

minta clmngkm baﬁman mesu SMAN 17 dan SMAN 12
Sﬂ yamgum Padang sama-sama mengap-

mnmgkmum;knwngopmal— , 512,81 dan berterima kasih
mmﬁ; adiktif . kan thptahsasl pendidikan. :e Evi Yandrd

. T _ $§lm1 dmdw" mnbm'lmnbmtnm
":_:mm mmh ‘agar bxsabe:manm m b i

kita akm _ s ng:

Em‘:ﬂm s
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Hukum adat merupa-
kan bagian dari kekayaan
hukum yang hidup dan
tumbuh di tengah masya-
rakat. Namun, pengakuan
terhadap hukum pidana
adat harus tetap berjalan
dalam koridor kepastian
hukum, asas legalitas, hak
asasi manusia (HAM), ser-
ta kesatuan sistem peradi-
lan pidana nasional. Hal
tersebut ditegaskan Bupati
Padangpariaman John
Kenedy Azis, kemarin, sa-
at didaulat menjadi salah
satu narasumber dalam
Pelantikan dan Seminar
Nasional Pengurus Daerah
Jaringan Media Siber JIndo-
nesia (JMSI) Provinsi:Su-
matera Barat Masa Bakti
2025-2030, di Padang
Dalam seminar yang
mengangkat tema “Pen-
gakuan Eksistensi Hukum
Pidana Adat dam!Tantan-
gan Kodifikasi, serta Ba-
tasan Implementasinya
dalam Sistem Peradilan Pi-
dana Nasional” tersebut,
John Kenedy #zis mene-
kankan pen ya me-
nempatkan m adat
secara proporéimal dalam
sistem hukum Indonesia
Menurutnya, pemerin-
tah daerah tidak boleh me-
ngambil alih peran masya-

rakat adat. Pemg h ha-
rus hadir untuk ikan
hukum adat tetap p dan
berkembang,  sekaligus

memberikan perlindungan
agar penerapannya tidak
bertentangan dengan hu=
kum nasional. “Pem
daerah tidak boleh men-
gambil alih peran masya-
rakat adat. Pemerintah daer-
ah harus menjadi fasilitator,
pehndung, regulator, peng-
hubung, dan pengawas,”
gasnya.

Ia men]elaskan, keha-
diran pemerintah daerah
dalam penguatan hukum

k.’

oF Hah..

NARA SUMBER—Bupati Padang
narasumber dalam Pelantikan dan
sia (JMSI) Provinsi Sumatera Baral.

lui sejumlah langkah stra-
tegis. Di antaranya me-
lakukan inventarisasi hu-
kum adat, memfasilitasi
musyawarah masyarakat
adat, melibatkan niniak ma-
mak dan lembaga adat, ser-

ta menggandeng akademi- .

si dan ahli hukum. Selain itu,
pemerintah daerah juga per-
lu membangun koordinasi
dengan aparat penegak hu-
kum, menyusun regulasi
daerah, melakukan pembi-
naan, serta memastikan pel-
aksanaan hukum adat mela-
lui monitoring dan evaluasi.
‘Padar

ateﬁlhﬁangpan han
John Kenedy menyebt
hukum adat memiliki posi-
gang sangat strategis.

b, kehidupan sosial
masyarakat masih kuat
d.tpengamh: oleh atrukmr
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man John Kenedy Azis, saat didaulat menjadi salah satu
- Nasional Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indone-

s
Mmangkabau Kekuatan
tersebut tercermin melalui
peran niniak mamak, alim
ulama, cadiak pandai, bun-
do kanduang, tokoh ma-
syarakat, serta lembaga-
lembaga adat yang selama
ini menjadi bagian penting
dalani menjaga tatanan
kehidupan masyarakat.
Karena itu, menurut-
nya, penguatan hukum
adat tidak semata-mata
berbicara mengenai atu-
ran atau sanksi, tetapi juga
bagaimana nilai-nilai adat
dapat menjadi instrumen

. ‘untuk menjaga ketertiban
sosial dan menyel an
persoalan ma at se-

cara bermartabat. "'Prirmi.p
yang perlu kita kedepankan
adalah: adat dipertahan-
kan, masyarakat dilindungi,
hukum nasional dihorma-

l:l.” ujarnya. Ia menambah- -

Enguatan hukum

harus diarahkan untuk
memperkuat  ketertiban
sosial, mencegah konflik,
memperluas penyelesaian
melalui = musyawarah,
memperkuat nilai kebersa-
maan, menjaga identitas
budaya, mendukung keadi-
lan restoratif, serta mem-
perkuat hubungan antara
masyarakat adat dan pe-

merintah. Tidak Dihapus,

Tidak Pula Tanpa Batas

Lebih jauh, Bupati yang =
berlatar belakang hukum. =
te:rsebut mengmgatk‘an

bahw gakuan terha-

patkan dalam
antara

. genghorm atan terhadap

ukum. yang hidup di ma-
syarakat dengan prinsip-
prinsip negara hukum. Me-
nurutnya, terdapnt  ke-

*. ya sepanjang memenuhi

- hukum adat sebagai hukum
‘yang hidup dan kepastian

kum, asas legalitas, H-
, serta kesatuan sistem
ilan pidana nasional.
di, hukum pidana adat
seharumya dihapus,
boleh di-

ang ;.’laling ideal ad-
mengakui-'eksistenshl—

ratan hukum na-
n HAM, dengan
n g terukur
di penga-
lilan, ielas Iolhn l(izanedy
Pandangan tersebut se-
kaligus menegaskan pen-

. tingnya membangun titik

w.antara kearifan lokal
an sistem hukum na-
pal. Hukum adat tidak
ditempatkan sebagai la-
war dan hukum negara,
tetapi sebagai bagian dari
kekayaan hukum Indone-
sia yang keberadaannya
perhgda.h_armatl dengan
yunjung prinsip

e,
i Nasional Ber-
langsung Dinamis Seminar
nasional tersebut dibuka
oleh Gubernur Sumatera
Barat dan berlangsung di-
namis Keglatan dihadiri
) dan ang-
, awak media,
as akademisi,
serta Hg;ag elemen
masyarakat. Selain Bupati
Padangpariaman John Ke-
shedy Azis, seminar juga
enghadirkan Anggota
PR RI Komisi XIII Arisal
is.dan Ketua DPRD Pro-
vinsi Sumatera Barat Drs.

_,;_-.' adat. H. Muhidi, M.M. sebagai

narasumber. Forum terse-
but menjadi ruang strategis
untuk mempertemukan per-
spektif pemerintah daerah,
legislatif, akademisi, ma-
syarakat adat, dan insan

dalam n as ma-
m adat di ten-
s&h Perk

gan sistem
L Lol
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Penguatan Hukum Adat Harus

dar s, il
‘f’P'F- L mer ‘#‘ﬂ instrumen un-
tuk mencegah konflik dan me-
nyelmikgn persoalan ma-
e
i kﬂdﬂpﬂﬁm‘ﬁ %; w—

SEMINAR HUKUM ADAT: Bupati Padang Pariaman John Ko. Wﬂa Ppwymmkat i
nedy Azis menjadi narasumber dalam Seminar Nasional hormati® Imm

yang ;
sional. “Jadi, hukum pidana

adattidak seharusnya dihapus,

Ia menilai posisi ideal hu-  daerah dapatmelakukaninven- tﬂaﬂm.cuﬁakpmdai,h:z
diakui sepanjang memenuhi  tasi musyawarah masyarakat - dan lembaga adat menjadi
pﬂsyammnhuhmnasiongl adat, serta melibatkan niniak hsghnpamdmmm. :

. gei : " i P bl e A At




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

—_—
—_—

HARI/TANGGAL

HALAMAN

I
|

L 5

Pertaman dan Pen
didikan

PETANI masih berhadapan
dengan gagal panen, harga ko-

persaingan global.
Dua persoalanitu kini coba di-
jawab DPRD Sumbar melalui

Dewan menggodok dua ran-
mngmpamnandmah(mnper
da), yakni perubahan Perda No-
murZ'IhlnmzﬂlgmnmngPenye-

lenggaraan Pendidikan dan Ran-

focus group discussion (FGD),
Rabu (26/8).

Untuk Komi-
si Il DPRD Sumbar menilai petani

lelﬂhkmha,tnﬂmnseimdarpm—
g‘mbmm.lmaegu]adtuudm

i ke ol g

m#:adapjrm:nmhaunl.
Ketua Komisi I DPRD Sum-

bar, Khairuddin Simanjuntak,
mengatakan perlindungan petani
menjadi perhatian utama dalam

penyusunan ranperda tersebut.  penguatan

Karenaitu, OPD terkait, dinas per-

taniankabupaten/kota, perguruan
tinggi, lembaga profesi dan organ-
msisdmrpamnim dilibatkan.

prasarana yang memadai bagl

dengan OPD Pemprov Sumbar,
menyerap aspirasi petani di se-

gan petani harus menyentuh akar
persoalan. Akses pembiayaan,
teknologi,

asuransi, teknologi, penyuluhan,
kelembagaan hingga

pemasaran hasil pertanian harus
mendapat tempat dalam kebija-
kan. :

- “Ranperda ini bertujuan

memberikan kepastian hukum
ba@pmm&.mmmramrdalam

Smmlamtm.KGmHVDPHD
Sumbar menyoroti kelemahan

- lain: Perda Nomor 2 Tahun 2019

ikan dinilai belum cukup men-
jawabkebutuhan pendidikan ma-
sakini. :
Ketua Komisi V DPRD Sum-
bar; Lazuardi Erman, |

. perda yang berlaku saat ini masth

banyak
‘ministratif. Penguatan karakter

peserta didik berbasis nilai Mi-
nangkabau belum mendapat

penekanan yang memadai,

kan karakter Minargta—
sifkemrﬂmhann. dan seni bu-
daya,” kata Lazuardi,

Karend itu, perubahan perda
diarahkan lebih jatth. Pendidikan
karaherbahaslslmdayahhmng-




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KO

wmwm&mmw
~ Petani bersama Komis ﬂmpahrdam

“hir ﬂdak sekadar hﬁgus di atas
 “Kitaingin memastikan bahwa ja ketika petani menghadapi
mengintegrasikankecerdasanglo- ' muda memas p-tma]nsnn

bal melalui penguasaan bghasu dania. (‘) -

PIMPINAN dan anggota Komisi V bersama pakar dan tokoh pendidikan dalam FGD mhhh
perubahan ?ﬂaﬂszMMﬂmWmen . d
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